
1. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47); 

Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah 
Kepada Desa Tahun Anggaran 2024, dengan Peraturan 
Bupati; 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa. pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, 
perlu adanya penyediaan dana; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan 
ayat (4) serta Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, maka perlu 
menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian 
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi 
Daerah setiap Desa di Kabupaten Bangkalan Tahun 
Anggaran 2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk 

BUPATI BANGKALAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATl ANGKALAN 
NOMOR f TAHUN 2024 

TENT ANG 
PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN DANA BAGI 

HASTL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI 
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 

BUPATIBANGKALAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 



41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856) 

7. Undang­Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6896); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang­Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang­Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang­Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

6. Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­Undang 

2. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang­Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799): 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 
Norn or 3 Seri A); 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Serita 
Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
17Q 1 \· 
..I. .• .._.. ...... ,, 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 151); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
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Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangkalan. 
Tahun Anggaran adalah Tahun Anggaran 2024. 

7. 
8. 

6. 

Dalam Peraturan Bupati Bangkalan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan. 
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Bangkalan; 

4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Bangkalan; 

5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Bangkalan; 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN DANA BAGI 
HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI 
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024. 

MEMUTUSKAN: 

Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bangkalan (Serita Daerah 
Tahun 2021 Nomor 28 Seri E). 

24. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Tahun 2023 Nomor 6 
Seri A). 

Scsial Pelaksariaan 

21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 ten tang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal U sul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan 
(Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 
2/E); 

22. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13/E), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Serita 
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 36/E); 

23. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2021 tentang 
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memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 

16. lndeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut 
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat 
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel 
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 
transportasi, dan komunikasi. 

1 7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. 

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban Desa. 

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP 
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan 

! 5. 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Dae rah. 

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnva disingkat 
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang rnelaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

13. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa yang 
selanjutnya disingkat DBHP adalah alokasi bagian dari 
realisasi penerimaan hasil pajak dan retribu si daerah 
kabupaten/kota kepada Desa. 

14. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa yang 
selanjutnya disingkat DBHR adalah alokasi bagian dari 
realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah 
kabupaten/kota kepada Desa. 

dan Desan ya tangga rumah menyelenggarakan 
tugas dan mempunyai 

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan I a tau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
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Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa 
dalam 1 ( satu) rekening pada bank yang ditetapkan. 

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanj u tnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap 
kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana 
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB 
Desa. 

23. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan 
sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang 
menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. 

24. Kepala Uru san , yang selanjutnya disebut Kaur, adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. 

25. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah 
yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota 
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKDes 

kekuasaan PKPK.D. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanju tnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
Desa. 

22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan 
keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian 
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disepakati bersama BPD. 
36. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 

SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan 
pengadaan barang dan jasa. 

38. Surat Permintaan Pembayaran Panjar yang selanjutnya 
disingkat SPP Panjar adalah permintaan pembayaran oleh 
pelaksana kegiatan sebagai uang panjar pelaksanaan 
kegiatan. 

39. Surat Permintaan Pembayaran Definitif yang selanjutnya 
disingkat SPP Definitif adalah permintaan pembayaran oleh 
pelaksana kegiatan setelah barang/jasa diterirna. 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 

dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik 
dilakukan melalui swakelola dan/ atau penyedia 
barang/jasa. 

33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK 
Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan 
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana 
dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran­ 
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh 
kepala Desa. 

34. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, 
unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, 
inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah 
Kabupaten/Kota. 

35. Peraturan Desa adalah peraturan perundang­undangan 

32. 

30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat 
peru bahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan 
Penjabaran APB Desa. 

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang 
selanjutnya disingkat OPAL adalah dokumen yang memuat 
kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk 
kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA 
tahun anggaran sebelumnya. 
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aset desa guna kesejahteraan bersama, 
e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat 

desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu 
memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari 
ketahanan nasional. 

Desa untuk 
partisipasi dan gerakan, prakarsa, 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat 
dan 1nendesak desa. 

(2) Tujuan diberikannya DBHP dan DBHR adalah: 
a. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, 

efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung­jawab. 
b. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta 

mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. 
c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat 

Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan 
um um, 

d. mendorong 

n,:,.rnhinaan .t-' "-"' .. 

Desa, Pemerin tahan penyelenggaraan membiayai 
( 1) Maksud diberikannya DBHP dan DBHR adalah untuk 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

40. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi 
Hasil Retribusi Daerah adalah Penyaluran Dana Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang 
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari dari RKUD 
ke RKD. 

41 . Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi 
Hasil Retribusi Daerah adalah kegiatan pelaksanaan 
pengeluaran atas beban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah berdasarkan SPP. 

42. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa 
kepada Bupati/Walikota melalui Camat. 
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(1) Pengalokasian DBHP secara Formula/Proporsional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, 
rnempertim bangkan realisasi penerimaan Pajak Bumi 
Bangunan (PBB) setiap Desa per 31 Desember 2 (dua) 
tahun sebelumnya, jumlah penduduk, jumlah Penduduk 
miskin, dan luas wilayah. 

Pasal6 

Keterangan: 
DBHPM Kabupaten = Dana Bagi Hasil Pajak Dae rah 

Ka bu paten 
DBHPM setiap Desa = Dana Bagi Hasil Pajak Dae rah 

Setiap Desa 

DBHPM Kabupaten = 60°/o x DBHP Kabupaten 
DBHPM setiap Desa = (60% x DBHP Kabupaten) dibagi 

Jumlah Desa 

Alokasi Merata setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

Pasal5 

Rincian Alokasi DBHP setiap Desa, dialokasikan dengan 
memperhatikan komponen pembagian: 
a. Alokasi Merata sebesar 60 °/o (enam puluh persen) 
b. Alokasi Formula/Proporsional sebesar 40 % (empat puluh 

persen). 

Pasal 4 

BAB IV 
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RlNCIAN DANA 
Bagian Kesatu 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 

Jumiah Desa di wiiayah Kanupaten Bangkaian sebanyak 27 3 
(dua ratus tujuh puluh tiga) desa dengan narna­nama desa 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan JI, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
JUMLAH DESA 

Pasal3 
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= 20°/o x Rasio LW Bobot LW 

f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus : 

= Joas wi)ayab desa 
Total luas wilayah desa di 
Kabupaten yang bersangkutan 

Rasio LW 

e] Rasia Luas wilayah Desa (Rasio LW) dengan rumus: 

= l 5o/o x Rasia J PM Bobot JPM 

d) Bobot Jumlah Penduduk miskin desa (Bobot JPM) 
dengan rumus: 

= Jumlah Penduduk Miskin Desa 
Total penduduk miskin desa 
Kabu paten yang bersangku tan 

Rasia JPM 

1--lAn r:r~n r11rn1 ·1 Q • ~ ................ b- .... "· ................. ..&..i. ........ ....,. 

c) Rasia Jumlah Penduduk miskin desa (Rasia JPM) 

= 15% x Rasia JP Bobot JP 

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan 
rum us: 

yang_ bersangku tan 
Total penduduk desa 

= Jumlah penduduk desa Rasia JP 

a) Rasia jumlah penduduk Desa (Rasia JP) dengan 
rumus: 

(3) Penghitungan Alokasi Formula/Proporsional setiap Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan rumus 
sebagai berikut: 

(2) Penghitungan besaran Alokasi Formula/Proporsional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, 
mempertimbangkan beberapa variabel dengan pembobotan 
masing­masing sebagai berikut: 
a. Jumlah Penduduk (JP), memiliki bobot 15°/c>; 
b. Jumlah Penduduk Miskin (JPM), merniliki bobot 15°/o; 
c. Luas Wilayah (LW), memiliki bobot 20%; dan 
d. Realisasi penerimaan PBB, memiliki bobot 50%. 
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PBB 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah setiap 
Desa 
Pajak Bumi Bangunan 

= 
Keterangan: 
DBHP setiap Desa 

desa terhadap total penduduk desa 
kabupaten yang bersangkutan) + (15% 
x rasio jumlah Penduduk miskin setiap 
desa terhadap total penduduk miskin 
desa Kabupaten yang bersangkutan) + 
(20%) x rasio luas wi.layah setiap desa 
terhadap luas wilayah desa kabupaten 
yang bersangkutan) + (50% x Rasio 
realisasi PBB setiap desa terhadap total 
Rasio realisasi PBB desa Kabupaten 
yang bersangkutan) ] 

DBHP setiap Desa == (DBHP Kabupaten ­ Alokasi Merata) + [ 

Penghitungan DBHP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, menggunakan rumus dasar sebagai berikut: 

Pasal 7 

= 
Luas Wilayah Desa 
Pajak Bumi Bangunan 

= LW 
PBB 

= JPM 

Keterangan: 
JP = Jumlah Penduduk Desa 

= 50:.% x Rasio Realisasi PBB Bobot PBB 

h) Bobot Rea1isasi PBB setiap desa dengan rumus : 

Kabupaten yang bersangkutan 
di desa PBB Total 

= PBB Rasio PBB 

g) Rasio Realisasi PBB dengan rumus: 
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a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan 
rum us: 

a. Jumlah Penduduk (JP), memiliki bobot 15%; 
b. J umlah Penduduk Miskin (JPM), memiliki bobot 15%; 
c. Luas Wilayah (LW), memiliki bobot 20°/c>; dan 
d. Indeks Kesulitan Geografis (IKG\. memiliki bobot 50%. 

(3) Penghitungan Alokasi Formula/Proporsional setiap desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan rumus 
sebagai berikut: 

( l) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah secara 
formula/proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 huruf b mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah 
penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan 
geografis (IKG). 

(2) Penghitungan besaran Alokasi Formula/ Proporsional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 
mempertimbangkan beberapa variabel dengan pembobotan 

Pasal 10 

DBHRM setiap desa = Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah 
Setiap Desa 

= Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah 
Ka bu paten 

Keterangan: 
DBHRM Kabupaten 

DBHRM Kabupaten = 60°/o x DBHR Kabupaten 
DBHRM setiap desa = (60°/o x DBHR Kabupaten) dibagi 

Jumlah Desa 

Alokasi merata setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

Pasal 9 

Rincian Alokasi DBHR setiap Desa, dialokasikan dengan 
memperhatikan komponen pembagian: 
a. Alokasi Merata sebesar 60 °/o (enam puluh persen) 
b. Alokasi Formula/Proporsional sebesar 40 % (empat puluh 

persen). 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah 
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Keterangan: 
JP = Jumlah Penduduk Desa 
JPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa 
LW = Luas Wilayah Desa 
IKG = Indeks Kesulitan Geografis 

= 50°/o x Rasio IKG Bobot IKG 

h) Bobot lndeks kesulitan Geografis desa (Rasio JKG) 
dengan rumus : 

= IKG 
Total IKG desa di Kabupaten 
yang bersangkutan 

Rasio IKG 

g) Rasio Indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) 

= 20% x Rasio LW Bobot LW 

f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus : 

= luas wilayah desa 
Total luas wilayah desa di 
Kabupaten yang bersangkutan 

Rasio LW 

e) Rasio Luas wilayah Desa (Rasio LW) dengan rumus: 

= 15% x Rasio JPM Bobot JPM 

d) Bobot Jumlah Penduduk miskin desa (Bobot JPM) 
dengan rumus: 

Kabupaten yang bersangkutan 

= Jumlah Penduduk Miskin Desa Rasio JPM 

c) Rasio Jumlah Penduduk miskin desa (Rasio JPM) 
dengan rumus: 

= 15°/o x Rasio JP Bobot JP 

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan 
rum us: 

= Jumlah penduduk desa 
Total penduduk desa kabupaten 
yang bersangku tan 

Rasio JP 
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daerah terkait. 
(2) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diperoleh dari: 
a. data jurnlah penduduk bersumber dari Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil; 
b. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah 

penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang 
ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang 
bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional melalui Dinas Sosial; 

c. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan 
lndeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah 
Desa yang bersumber dari Sadan Pusat Statistik; 

( l) Alokasi Formula/ Proporsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1), 
dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis 

Pasal 12 

= Indeks Kesulitan Geografis !KG 

Keterangan: 
DBHR setiap Desa = Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah 

DBHR setiap Desa = (DBHR Kabupaten ­ Alokasi Merata) + 
[(15% x rasio jumlah penduduk setiap 
desa terhadap total penduduk desa 
kabupaten yang bersangkutan) + ( 15% 
x rasio jumlah Penduduk miskin setiap 
desa terhadap total penduduk miskin 
desa Kabupaten yang bersangkutan) + 
(20°/o x rasio luas wilayah setiap desa 
terhadap luas wilayah desa kabupaten 
yang bersangkutan) + (50% x Rasio 
IKG setiap desa terhadap total IKG 
desa Kabupaten yang bersangkutan)J 

Penghitungan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menggunakan rumus 

Pasal 11 

­14­ 



c. Salinan dokumen RKPDes Tahun 2024 dan/ atau 
perubahannya (jika dilakukan perubahan); 

d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan_ia 
Desa Tahun Anggaran 2023, beserta lampirannya keluaran 
Aplikasi Siskeudes; 

e. Laporan Realisasi Pelaksanaan DBHP Tahun Anggaran 
2023 keluaran Aplikasi Siskeudes; 

Penyaluran DBHP dilakukan setelah Kepala Desa (pemohon) 
mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui 
Carnat dengan disertai kelengkapan persyaratan, sebagai 
berikut: 
a. Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa 

atau sebutan lain; 
b. Salinan dokumen RPJMDes dan/atau perubahannya (jika 

dilakukan peru bahan), bagi dokumen RPJMDes yang masih 

Pasal 15 

( 1) Penyaluran DBHP dilakukan melalui pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank yang 
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ke Rekening Kas 
Pemerintah Desa (RKDes). 

(2) Penyaluran DBHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dalam 1 (satu) tahap. 

Pasal 14 

BAB V 
MH'k'ANTC:.MH' nAN 'T'.AT­­rAP PH'l\NAT TTRAl\f 

Bagian Kesatu 
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Penetapan rmcian DBHP dan DBHR untuk setiap Desa di 
Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 13 

d. Data realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) 
diperoleh/bersumber dari Badan Pendapatan Daerah 
atau sebutan lain 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya. 
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Pelaksana Kegiatan (TPK) Tah un Anggaran 2024 dan 
perubahannya (jika ada perubahan); 

p. Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; 
q. Salinan NPWP Pemerintah Desa: 
r. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran Aplikasi 

Siskeudes Tahun Anggaran 2024, terdiri atas: 
1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; 
2. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
3. Rencana Anggaran Biaya. 

s. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 
keluaran Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2024 (bagi 
desa yang melakukan perubahan APBDes), terdiri atas: 
1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Desa; 
2. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
3. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

yang berlaku; 
1. Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan yang 

berlaku, sesuai dengan nilai besaran Dana yang diterima; 
_1. Pakta lntegritas Penggunaan DBHP bermaterai cukup 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
k. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa 

tahun anggaran 2024; 
1. Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang 

ditunjuk, paling sedikit berisi informasi tentang nama 
pemilik serta nomor RKDes; 

m. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan 
Susunan Perangkat Desa yang masih berlaku dan 
perubahannya (jika ada perubahan); 

n. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 
Anggaran 2024 dan perubahannya (jika ada perubahan); 

f. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2024, beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes; 

g. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran 
Aplika si Siskeudes (bagi desa yang melakukan perubahan 
APBDes); 

h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap 
penggunaan dan penyusunan DBHP dari Kepala Desa atau 
c,,:,1­l111­.­:,n l01n }­,,,:,rn,­:,1­,:,r,::,1 1"111.,11­n c­,:,c,1.1,::,; rl<>n<Y'­>n l.r<>f­<>nh1,;:,n 
....,, ....,, '-". .I. ~_,.J,.,J,..' _ "" ..a.'­"·· ~ tr..'-'1..t"' _.._......., b ..a. -- ~ .. 
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berlaku (bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan 
fisik infrastruktur dari DBHP tahun anggaran 2023). 

w. Salinan dokumen inforrnasi tentang profil dan evaluasi 
perkembangan desa, keluaran: 
1. Aplikasi Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel) tahun 2024, 

yang menunjukkan hasil klasifikasi desa minimal 
berstatus Swakarya; dan 

2. Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan 
(Epdeskel] tahun 2023, yang menunjukkan hasil 
tingkat perkem bangan desa minimal berstatus 
berkembang. 

v. Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa, terdiri 
dari: 
1. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut 

pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan fisik 
infrastruktur pembangunan desa yang telah didanai 
oleh DBHP tahun anggaran 2023 (bagi desa yang 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); 

2. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut 
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan fisik 
infrastruktur pembangunan desa yang akan didanai 
oleh DBHP Tahun anggaran 2024 (bagi desa yang 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); dan 

3. Surat pernyataan bahwa foto finalisaai untuk kegiatan 
fisik infrastruktur pembangunan desa yang telah 
didanai oleh DBHP tahun anggaran 2023, merupakan 
hasil pengambilan gambar di satu titik lokasi yang 

t. Surat Pernyataan pelunasan penyetoran pajak penggunaan 
DBHP Tahun Anggaran 2023 bermaterai cukup sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, beserta salinan bukti 
penyetorannya (jika ada pembelian/belanja yang dikenakan 
pajak); 

u. Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan 
perubahannya (jika dilakukan perubahan) Tahun Anggaran 
'.20'.24 kepada masyarakat, melalui media informasi baik 
media cetak (seperti: baliho/spanduk/banner, dan media 
cetak lainnya), maupun media elektronik (seperti: iklan 
televisi, media sosial, website, portal berita, blog, dan media 
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APBDes); 
h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap 

penggunaan dan penyusunan DBHR dari Kepala Desa atau 
sebutan lain. bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

c. Salinan dokumen RKPDes Tah un 2024 dan/ atau 
perubahannya (jika dilakukan perubahan); 

d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan_ia 
Desa Tahun Anggaran 2023, beserta lampirannya keluaran 
Aplikasi Siskeudes; 

e. Laporan Realisasi Pelaksanaan DBHR tahun anggaran 2023 
keluaran Aplikasi Siskeudes; 

f. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2024, beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes; 

g. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran 

Penyaluran DBHR dilakukan setelah Kepala Desa (pemohon) 
mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui 
Camat dengan disertai kelengkapan persyaratan, sebagai 
berikut: 
a. Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa 

atau sebutan lain; 
b. Salinan dokumen RPJMDes dan/ atau perubahannya (jika 

dilakukan perubahan), bagi dokumen RPJMDes yang masih 

Pasal 17 

(1) Penyaluran DBHR dilakukan melalui pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank yang 
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ke Rekening Kas 
Pemerintah Desa (RKDes). 

(2) Penyaluran DBHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam 1 (satu) tahap. 

Pasal 16 

Bagian Ked ua 
Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah 
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c. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 
t. Surat Pernyataan pelunasan penyetoran pajak penggunaan 

DBHR Tahun Anggaran 2023 bermaterai cukup sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, beserta salinan bukti 
penyetorannya (jika ada pembelian/belanja yang dikenakan 
pajak); 

u. Foto tangkapan layar (screenshoot) publikasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 
2024 dan/atau perubahnnya (jika dilakukan perubahan) 
kepada masyarakat, melalui media informasi baik media 
cetak {seperti: baliho/spanduk/banner, dan media cetak 
lainnya), maupun media elektronik {seperti: iklan televisi, 
media sosial, website, portal berita, blog, dan media 
elektronik lainnya); 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 
anggaran 2024 dan perubahannya (jika ada perubahan); 

o. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim 
Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024 dan 
perubahannya (jika ada perubahan); 

p. Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; 
q. Salinan NPWP Pernerintah Desa; 
r. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran Aplikasi 

Siskeudes Tahun Anggaran 2024, terdiri atas: 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; 
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c. Rencana Anggaran Biaya. 

s. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPAJ 
keluaran Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2024 (bagi 
desa yang melakukan peru bahan APB Des), terdiri atas: 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Peru bahan Desa; 

Desa n. S::11in~ 

1. Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan yang 
berlaku, sesuai dengan nilai besaran Dana yang diterima; 

J. Pakta Integritas Penggunaan DBHR bermaterai cukup 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa 
tahun anggaran 2024; 

1. Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang 
ditunjuk, paling sedikit berisi informasi tentang nama 
pernilik serta nomor RKDes; 

m. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan 
Susunan Perangkat Desa yang masih berlaku dan 
perubahannya (jika ada perubahan); 
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diterima dari Kepala Desa secara lengkap dan benar. 
(4) Dokumen digital (softcopy) sebagairnana dimaksud pada 

ayat (2), dapat disampaikan melalui aplikasi penyaluran 
DBHP dan DBHR yang disediakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Bangkalan. 

( l) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 dan Pasal l 7, disampaikan dengan surat 
pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa. 

(2) Dokumen persyaratan penyaluran DBHP dan DBHR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disarnpaikan dalarn 
bentuk dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen cetak 
( hardcopy). 

(3) Dokumen persyaratan penyaluran serta surat pengantar 
c,,=,hr:,ooirnc,r,o rlirnolrc,11rl rlolorn P,:,<:><>l l c:;: rior, P..,c: .. ~1 17 ...... ....,,.....,'-""'-b~ _.___._ '-"- '-"...I.. ....,...,.._ ""4'"4..&.&.,...<1...1. - '"J'-"' __..._.' 

Pasal 18 

fisik infrastruktur pembangunan desa yang telah 
didanai oleh DBHR tahun anggaran 2023, merupakan 
hasil pengambilan gambar di satu titik lokasi yang 
sama. bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku (bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan 
fisik infrastruktur dari DBHR tahun anggaran 2023). 

\-V. Salinan dokumen informasi tentang profil dan evaluasi 
perkembangan desa, keluaran: 
1. Aplikasi Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel) tahun 2024, 

yang menunjukkan hasil klasifikasi desa minimal 
berstatus Swakarya; dan 

2. Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan 
(Epdeskel) tahun 2023, yang meriunjukkan hasil 
tingkat perkernbangan desa minimal berstatus 
berkembang. 

3. 

v. Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa, terdiri 
dari: 
1. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut 

pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan fisik 
infrastruktur pem bangunan desa yang telah didanai 
oleh DBHR tahun anggaran 2023 (bagi desa yang 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); 

2. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut 
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan tisik 
infrastruktur pembangunan desa yang akan didanai 
oleh DBHR Tahun Anggaran 2024 (bagi desa yang 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); 
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(6) Surat permohonan penyaluran DBHP dan DBHR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disampaikan 
dalam bentuk dokumen digital ( softcopy) dan/ a tau 
dokumen cetak (hardcopy). 

(7) Dokumen digital ( softcopy) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dapat disampaikan melalui aplikasi penyaluran 
yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. 

penyaluran DBHP dan DBHR kepada Bupati melalui Dinas 
atau sebutan lain, berdasarkan kelengkapan berkas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17. 

(3) Surat permohonan penyaluran DBHP dan DBHR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan 
dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan/atau 
dokumen cetak ( hardcopy). 

(4) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), dapat disampaikan melalui aplikasi penyaluran 
yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. 

(5) Dinas atau sebutan lain meneruskan permohonan 
penyaluran DBHP dan DBHR kepada Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lain, untuk 
disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening 
Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank yang ditunjuk oleh 
Pernerintah Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Desa 
IPT/'n,::,..,\ \.",. ..... ...._...._,_,. 

surat (2} Camat mernfasihtasi 

( l) Berdasarkan surat pengantar permohonan penyaluran 
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
( 1), Camat memfasilitasi penelitian kelengkapan berkas 
permohonan penyaluran DBHP dan DBHR. 

Pasal20 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Format dokumen persyaratan penyaluran DBHP dan DBHR 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 1 7, 

Pasal 19 
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(RKDes). 
(5) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) definitif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan 
melengkapi dokumen: 
a. Surat pernyataan tanggung jawab belanja yang telah 

disahkan oleh Kepala Desa atau sebutan lain; dan 
b. Bukti penerimaan barang/jasa (kwitansi, nota, dll), dari 

pihak penyedia. 
(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi 

persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
kepada Kepala desa atau sebutan lain. 

(7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), yang disetujui oleh Kepala Desa 
atau sebutan lain, menjadi dasar Kaur Keuangan untuk 
melakukan penarikan dana di Rekening Kas Desa (RKDes). 

Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat 
semua pengeluaran belanja atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 

(3) Kaur dan Kasi mengajukan Surat Permintaan Pembavaran 
(SPP) panjar dan/atau definitif kepada Sekretaris Desa 
untuk diverifikasi sesuai dengan periode yang tercantum 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) (bagi 
desa yang melakukan peru bahan APB Des), dengan nominal 
sama besar atau kurang dari yang tertera dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran (DPPA), yang selanjutnya disetujui 
oleh Kepala Desa atau sebutan lain. 

(4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), yang telah disetujui oleh Kepala 
Desa atau sebutan lain, menjadi dasar Kaur Keuangan 

( 1) Arus kas keluar pada Rencana Anggaran Kas Desa (RAK 
Desa) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan 
disetujui oleh Kepala Desa atau sebutan lain digunakan 
untuk mengatur penarikan dana dari Rekening kas Desa 
(RKDes), untuk mendanai pengeluaran berdasarkan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) (bagi desa yang 
melakukan perubahan APBDes). 

Pasal 21 

BAB VI 
PENCAIRAN DANA 
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informasi dan menyediakan data tentang DBHP dan 
DBHR: 

b. melakukan perhitungan dan pemetaan alokasi besaran 
DBHP dan DBHR tiap Desa; 

c. melakukan kegiatan pembinaan bersama dengan 
Fasilitator Tingkat Kecamatan kegiatan DBHP dan 
DBHR; 

d. memfasilitasi penyaluran DBHP dan DBHR; dan 
e. memfasilitasi pengaduan masyarakat dan 

mengkoordinasikan dengan pihak terkait. 

sosialisasi/penyebarluasan kegiatan a. melaksanakan 
dimaksud pad a ayat ( 1), yaitu: 

Fasilitator 

( 1) Fasilitator Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 huruf a dapat dilakukan secara bersama­ 
sama dan / a tau secara sendiri­sendiri, yang terdiri dari 
[nspektorat, Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan 
Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
atau sebutan lain. 

Pasal 23 

c. 
Fasilitator Tingkat Kecamatan 
Pengelola Tingkat Desa. 

b. 
a. 
Pengelola DBHP dan DBHR terdiri dari: 

Pasal22 

TN~TTTr ,~r RA~TT TTAST nA l\T PVN~H'T ()TA 

BAB VII 

Tunai Non 

(8) Pemerintah Desa melalui Kaur Keuangan melakukan 
penarikan dana dalam Rekening Kas Desa (RKDes) pada 
Bank yang ditunjuk, berdasarkan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP). 

(9) Dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8), memuatjenis transaksi: 
a. Jumlah penarikan secara tunai. 
b. Jumlah penarikan secara 

(pemmdahbukuan/transfer). 
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menyetujui DPA, DPPA, dan OPAL; e. 

f. 

a. Kepala Desa; 
b. Sekretaris Desa; 
c. Kaur dan Kasi. 

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
(PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan 
kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 

(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, 
mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang 

milik Desa; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban APB Desa; 
d. menetapkan PPKD; 

22 huruf c, terdiri dari: 
( 1) Pengelola Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

Pasal 25 

f. memfasilitasi penyampaian rekapitulasi dari laporan 
Kepala Desa di wilayah kerjanya, antara lain laporan 
realisasi pelaksanaan terkait DBHP dan DBH.R, dari 
Kepala Desa kepada Bupati. 

ayat (1), mempunyai tugas: 
a. memfasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengelolaan 

keuangan Desa; 
b. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi Rancangan 

APBDesa dan peru bahan APBDesa; 
c. memfasilitasi penelitian kelengkapan berkas 

permohonan penyal uran DBHP dan DBHR; 
d. mernfasilitasi penyampaian surat permohonan 

penyaluranDBHP dan DBHR dari Kepala Desa kepada 
Bupati, berdasarkan kelengkapan berkas sebagaimana 
dimaksud pada huruf c; 

e. memfasilitasi penyampaian laporan pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 
semester pertama tahun anggaran berjalan dan laporan 
pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDesa) akhir tahun anggaran 

( l) Fa silitator Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 huruf b, adalah Kecamatan. 

Pasal 24 
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J. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang 
diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran; 

k. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 
APB Desa yang tercantum dalam permintaan 
pembayaran; 

1. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; 
dan 

m. rnenolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur 
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

(7) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 

(8) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
c, mernpunyai tugas: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 
dan rancangan peru bahan APB Desa; 

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 
Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan 
Perubahan Penjabaran APB Desa; 

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD; dan 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa 
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa. 

g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan OPAL; 
h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
1. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan 

g. menyetujui SPP 
(4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan 

Desa, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a, menguasakan sebagian kekuasaannya kepada 
perangkat Desa selaku PPKD yang ditetapkan dengan 
keputusan kepala Desa. 

(5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan 
Keuangan Desa (PPKD). 

(6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, mempunyai tugas: 
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 
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( 1) Kepala Desa menyusun laporan realisasi penggunaan 
DBHP dan DBHR. 

(2) La.pora.n rea.lisasi pengguna.an sebagaimana. dima.ksud pada 
ayat (1), berupa: 
a. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa tahun anggaran 2023; 

Pasal 27 

BAB IX 
PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN LAPORAN 

REAUSASI PENGGUNAAN DANA DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN 

( 1) Penggunaan DBHP dan DBHR mengacu pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan 
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang 
dirumuskan melalui Musyawarah Desa. 

(2) Dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah 
tidak berlaku lagi sesuai ketentuan perundangan 
undangan, maka penggunaan DBHP dan DBHR rnengacu 
pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). 

(3) DBHP dan DBHR digunakan untuk membiayai kegiatan di 
oidang penyelenggaraan pemermtahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
pemberdayaan masyarakat Desa, serta bi dang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 

BAB VIII 
PRIOR!TAS PENGGUNAAN DBHP DAN DBHR 

Pasal 26 

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang 
tugasnya; 

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang 

tugasnya; 
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia 

atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang 
berada dalam bidang tugasnya; dan 

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBDesa. 
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( l) Bupati dapat menunda penyaluran DBHP dan DBHR dalam 
hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen Rencana 

Pasal 31 

BAB XI 
SANKSI ADMINTSTRATJF 

Inspektorat atau sebutan lain. 
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan pengelolaan DBHP dan DBHR sesuai wilayah 
kerja masing­masing. 

( l) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan 
DBHP dan DBHR melalui Aparat Pengawas Internal 

Pasal30 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

dan material atas penggunaan dan pelaksanaan DBHP dan 
DBHR yang telah diterima. 

(3) Bentuk Pertanggungiawaban penggunaan dan pelaksanaan 
DBHP dan DBHR sebagaimana dimaksud pada avat (1) 
DAN ayat (2), terintegrasi dengan pertanggu ngiawaban 
APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah 
pertanggungiawaban pelaksanaan APBDes yang dituangkan 
dalam Peraturan Desa. 

( l) Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan material 
atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran DBHP 
dan DBHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 
Pasal 17. 

Pasal 29 

melalui Camat. 

Kepala Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 

Pasal 28 

b. Laporan realisasi penyerapan dan penggunaan DBHP 
Tahun Anggaran 2023; 

c. Laporan realisasi penyerapan dan penggunaan DBHR 
Tahun Anggaran 2023. 
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peraturan ketentuan dengan diselesaikan sesuai 
perundang­undangan. 

(3) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
(SILPA), maka dikembalikan ke Kas Desa dan dianggarkan 
kembali dalam APBDes pada tahun anggaran berikutnya. 

(4) Apabila terjadi perbedaan hasil dokumen cetak (hardcopy) 
serta dokumen digital (softcopy) persyaratan penyaluran 

pada tahun anggaran berikutnya. 
(2) Dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan 

dan/ atau kerugian desa yang terjadi karena adanya 
pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana 

dalarn Pasal 31 
( l) Sisa DBHP dan DBHR di RKUD sebagaimana dimaksud 

Pasal32 

KETENTU AN LAINNYA 
BAB XII 

Pasa1 l 5 dan Pasal 1 7. 
(2) Penundaan dilakukan sampai dengan disampaikannya 

dokumen­dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Dalam ha1 Kepala Desa terlambat dan I atau tidak 

menyarnpaikan kelengkapan dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), maka 
Bupati secara berjenjang melakukan teguran kepada Kepala 
Desa untuk melakukan percepatan penyampaian dokumen 
persyaratan penyaluran. 

(4) Dalam hal Kepala Desa terlambat dan/ atau tidak 
menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan berakhirnya tahun anggaran, DBHP dan DBHR 
tidak disalurkan, serta menjadi sisa DBHP dan DBHR di 
RKUD. 

persyaratan penyaluran sebagairriana dimak sud dalam 

Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDesa) dan 
perubahannya (jika dilakukan perubahan), Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2024 dan perubahannya 
(jika dilakukan perubahan), Peraturan Desa tentang 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 
2023, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa tahun anggaran 2024 (APBDesa) dan 
peru bahannya (jika dilakukan peru bahan), Laporan 
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan DBHP Tahun Anggaran 
2023, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan DBHR 
Tahun Anggaran 2023, serta kelengkapan dokumen 
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Diundangkan di Bangkalan 
pada tanggal Q 5 FEB 2024 

Ditetapkan di Bangkalan 
Pada tanggal O 5 FE 8 2024 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 33 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

dokumen Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, 
maka pemerintah Daerah hanya mengakui keabsahan 
dokumen yang disampaikan melalui aplikasi penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 
20 ayat (4). 
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DAERAH 
KODE KECAMATAN DESA 

5.1.6.06. KECAMATANBANGKALAN Rp 149.820.000,00 

5.1.6 06.01 BANG KALAN U,JUNG PIRING Rp 25.533.000,00 

o , l .o.uo.uz t:H\l'-H. dv\ LAJ'i SElviBiLANGAN Rp 2'+.2·+8.000,t)O 

5.1.6.06 03 BANG KALAN KRAMAT Rp 29.60 l.000,00 

5.1.6.06.04 BANG KALAN MARTAJASAH Rp 21.671.000,00 

5.1.6.06.05 BANG KALAN SABIYAN Rp 23.539.000,00 

5.1.6.06.06 BANG KALAN GEBANG Rp 25.228.000,00 

5.1.6.07. KECAMATAN KAMAL Rp 286.215.000,00 

5.1.6.07.01 KAMAL TAJUNGAN Rp 19. 779.000,00 

5.1.6.07.02 KAMAL GILI BARAT Rp 26.952.000,00 

5.1.6.07.03 KAMAL BANYUA.JUH Rp 44.146.000,00 

5.1.6.07.04 KAMAL KAMAL Rp 30.029.000,00 

S. i .6.G7.()5 KAiviAL TANJuNG JATi Rp 20. l 13.00G,00 

5.1.6.07.06 KAMAL KEBUN Rp 25.101.000,00 

5.1.6.07.07 KAMAL GILI TIMUR Rp 28.216.000.00 

5. 1.6.07.08 KAMAL GIL! ANYAR Rp 33.094.000,00 

5.1.6.07.09 l(AMAL TELANG Rp 30.64 7 .000,00 

5. l.G.07. IO KAMAL PENDABAH Rp 28.138.000,00 

5.1.6.08. KECAMATAN BURNEH Rp 326.027.000,00 

5.1.6.08.01 BURN EH JAMB UH Rp 22.274.000,00 

5.1 6.08.02 BVRNEH LANG KAP Rp 36.518.000,00 

5.1 6 08 03 BURNEH BURNEH Rp 37.433.000,00 

J. i..U.GO.G'"f ~,,r .... ,1,-..TT r'l" l\T II l'l.f ,.-, Tl"" TT r, . ,I'°" ('1 ,1 ,, Ar\/""\ ("\("'\ 
1.>Ul'd\l~.l.l U/1..l \I /'1.l-., \..J J:~.r\.1 1 1\jJ -r-J.o,v.vvv,vv 

5. 1.6.08.05 BURNEH ALAS KEMBANG Rp 27.840.000,00 

5. 1.6.08.06 BURN EH BIN OH Rp 28.495.000,00 

5.1.6.08.07 BURNEH PERRENG Rp 28.668.000,00 

5.1.6.08.08 BURN EH PANGOLANGAN Rp 29.805.000,00 

5.1.G.08.09 BURNElf SOBIH Rp 25.757.000,00 

5.1.6.08.10 BURNEH KAPOR Rp 23.936.000,00 

1­ BURNEH AROK Rp 21.461.000.00 I o. ] .6.08.11 

DANA BAGI HASIL PAJAK KODE WILAYAH 

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 

PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 1 TAHUN 
2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN 
PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI 
HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 
2024 

LAMPIRAN I: 
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KODE WILAYAH DANA BAGI HASIL PAJAK 
DAERAH 

KODE KECAMATAN DESA 

5.1.6.09. KECAMATAN SOCAH Rp 322.803.000,00 

S 1.6.09.01 SOC AH ,JUNGANYA~ ~p '.21.563.000,00 

5.1.6.09 02 SOC AH SOCAH Rp 27 .297 .000 ,00 

Is 1.6.09.03 SOCAH BULUH Rp 29.590.000,00 

Is 1.6 oo.o-t SOCAH JADDIH Rp 38.567.000.00 

5.1.6.09.05 SOC AH SANGGRA AG UNG Rp 24.848.000,00 

5.1.6 09.06 SOC AH PAl-<SEH 1-<p 34.962.000,00 

S. l .6.09.07 SOC AH BILAPORAH Rp 43.766.000,00 

.S.1.6.09.08 SOC AH KELEYAN Rp 34.833.000,00 

5.1.6.09.09 SOC Al-I PET AO NAN Rp 21.970.000,00 

5.1.6.09.10 SOC AH DAKIRING Rp 25.253.000.00 

o. l.b.UY. l l SOC AH t­'B.t<NAJUH t­<p ~U.l::>4.UUU,UU 

5.1.6.10. KECAMATAN AROSBAYA Rp 412.517.000,00 

S.l.6.10.01 AROSBAYA PANDAN LANJANG Rp 18.947.000,00 

S_ l .6. 10.02 AROSBAYA BATONAONG Rp 29.568.000,00 

5. J .6.10.0J AROSBAYA GLAGGA Rp 32.182.000,00 

:S. l.6.10.04 i\l·WSBI\YI\ OMBUL Rp 23.990.000,00 

5.1.6.10.0S AROSBAYA BAL UNG Rp 22.166.000,00 

5.1.6.10.06 AROSBAYA LA.JING Rp 28.371.000,00 

5.1.6.10.07 AROSBAYA TENG KET Rp 27.166.000,00 

5.1.6.10.08 AROSBAYA AROSBAYA Rp 25.303.000,00 

;:>.1.0.1U.UY !·\1:<lJ::;HJ\ y f\ KARAi~ G D uw AK Rp 25.772.000,00 

5.1.6.10.10 AROSBAYA DLEMER Rp 19.619.000,00 

5.1.6.10.11 AROSBAYA MANG KON Rp 17.971.000 .. 00 

5.1.6.10.12 AROSBAYA BERBELUK Rp 28.714.000,00 

5.1.6.10.13 ARO SBA.YA CENDAGAH Rp 17.206.000,00 

5. l.6.10. 14 t\ROSBAYA KARANG PAO Rp 17.503.000,00 

5. 1.6.10.15 AROSBAYA MAKAM AGUNG Rp 17.666.000.00 

5. 1.6.10. 16 AROSBAYA PLAKARAN Rp 18.176.000,00 

5. 1.6. 10. 17 Af~OSBAYA BUD URAN Rp 23.402.000,00 

5.16.10.18 AROSBAYA TAMBEGAN Rp 18.795.000,00 

5.1.6.11. n.J:A,Ai,.ut. 1 n.1, u Eu .c..A Rp 45S.2U9 .. 00G,VU 

5.1.6.11.01 GEGER TOGUBANG Rp 48.832 .000 ,00 

5. 1.6. 11 .02 GEGER LERPAK Rp 44.118.000,00 

5.1.6.11.03 GEGER GEGER Rp 43.255.000,00 

5. 1.6.11.04 GEGER BATOBELLA Rp 28.913.000,00 

3.1.G. 1 i.05 Gl-:GER TEGAR PRIY AH Rp 22.724.000,00 
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KODE WILAYAH DANA BAGI BASU. PAJAK 
DAERAH 

KODE KECAMATAN DESA 

5.1.6.11.06 GEGER CAMPOR Rp 28.293.000,00 

5.1.6.11.07 GEGER KOMPOL Rp 32.602.000,00 

5.1.6.11.08 GEGER KAMP AK Rp 37.669.000,00 

5.1.6.11.09 GEGER KOMBANGAN Rp 35. 926.000,00 

5.1.6.11.10 GEGER DAB UNG Rp 35.037.000,00 

5.1.6.11.11 GEGER KATOLBARAT Rp 35. 781.000,00 

5.1.6.11.12 GEGER BANYONENG LAOK Rp 39.424.000,00 

5.1.6.11.13 GEGER BANYONENG DAJAH Rp 26.695.000,00 

5.1.6.12. KECAMATAN KLAMPIS Rp 521.816.000,00 

5.1.6.12.01 KLAMPIS TOLBUK Rp 20.519.000,00 

5.1.6.12.02 KLAMPIS RA'AS Rp 19.562.000,00 

5.1.6.12.03 KLAMPIS MOARAH Rp 25.614.000,00 

5.1.6.12.04 KLAMPIS PO LONGAN Rp 21.337 .000,00 

5.1.6.12.05 KLAMPIS KARANGASEM Rp 19.002.000,00 

5.1.6.12.06 KLAMPIS BANTEYAN Rp 26. 995.000,00 

5.1.6.12.07 KLAMPIS BRAG ANG Rp 29.860.000,00 

5.1.6.12.08 KLAMPIS LERGUNONG Rp 23.695.000,00 

5.1.6.12.09 KLAMPIS PANYAKSAGAN Rp 28.572.000,00 

5.1.6.12.10 KLAMPIS LARANGAN GLINTONG Rp 24.883.000,00 

5.1.6.12.11 KLAMPIS MANONGGAL Rp 24.313.000,00 

5.1.6.12.12 KLAMPIS LARANGAN SORJAN Rp 20.870.000,00 

5. l.t>.12.13 KLAMPIS TENGGUN DAJAH Rp 28.718.000,00 

5.1.6.12.14 KLAMPIS BULUNG Rp 25. 936.000,00 

5.1.6.12.15 KLAMPIS TR OGAN Rp 21.507.000,00 

5.1.6.12.16 KLAMPIS KOOL Rp 20.597.000,00 

5.1.6.12.17 KLAMPIS TO BAD DUNG Rp 22.599.000,00 

5.1.6.12.18 KLAMPIS MRANDUNG Rp 22.670.000,00 

5.1.6.12.19 KLAMPIS BULUKAGUNG Rp 26.505.000,00 

5.1.6.12.20 KLAMPIS BATOR Rp 26.816.000,00 

5.1.6.12.21 KLAMPIS KLAMPIS BARAT Rp 21. 729.000,00 

5.1.6.12.22 KLAMPIS KLAMPIS TIMUR Rp 19.517.000,00 

5.1.6.13. KEC.AiYIATAii SEruLU Rp 406.386.000,00 

5.1.6.13.01 SEPULU KLAPAYAN Rp 28.709.000,00 

5.1.6.13.02 SEPULU BANGSEREH Rp 27 .062.000,00 

5.1.6.13.03 SEPULU KE LB UNG Rp 38.981.000,00 

5.1.6.13.04 SEPULU SAPLASAH Rp 23.211.000,00 

5.1.6.13.05 SEPULU GENELAP Rp 36. 900.000,00 
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KODE WILAYAH DANA BAGI HASIL PAJAK 
DAERAH 

KODE K.ECAMATAN DESA 

5.1.6.13.06 SEPULU TANAGURA TIMUR Rp 23.230.000,00 

5.1.6.13.07 SEPULU TANAGU~A BAfV\T 1-{p 23.'.N7.UUO,UO 

5.1.6.13.08 SEPVLU BANYIOR Rp 25.769.000,00 

15.1.6.13.09 SEPULU KLABETAN Rp 28.271.000,00 1 

15.1.6.13.10 SEPULU GANGSEYAN Rn 27.668.000.00 I 
5.1.6.13.ll SEPULU MANER ON Rp 30.221.000,00 

5. 1.6. 13.12 SEPULU SEPULU Hp 2?.so1.ooo,oo I 
5.1.6.13.13 SEPULU PRANCAK Rp 24.594.000,00 

5.1.6.13. 14 SEPULU LABUHAN Rp 18.658.000,00 

5.1.6.13. 15 SEPULU LEMBUNG PASESER Rp 22.358.000,00 

5.1.6.14. KECAMATANTANJUNGBUMI Rp 398.993.000,00 

o. i.e. 14.Ul TANJUNl, JJUMl t'LANUUU<Al~ Rp ;54.:L /b.UUU,UU 

5. 1.6. 14.02 TANJUNG BUMI TAGUNGGUH Rp 40.986.000,00 

5. J .6. 14.03 TAN,JUNG BUMI BANDANG DAJAH Rp 31.673.000,00 

5. 1.6. 14.04 TANJUNG BUMT BUNGKENG Rp 25.606.000.00 

5. 1.6. 14.05 TANJUNG BUMI LARANGAN TIMUR Rp 28.671.000,00 

5.1.6. 14.06 TANJUNG BUMI TAMBAK POCOK Rp 29.178.000,00 

5. 1.6. 14.07 TANJUNG BUMI BUMI ANYAR Rp 28.092.000,00 

5. 1.6.14.08 TANJUNG BUMI PASES EH Rp 25.835.000,00 

5.1.6 14 09 TAN,JUN<~ BUMl TELAGA BIRU Rp 22.616.000,00 

5.1.6.14.10 TAN,JUNG BUM! TANJUNG BUMI Rp 24.095.000,00 

5. t .o. J '+. t l J Ai~J lJ l'-ili 1:SU iVl i lviACAjAH Rp 3..2A 7 s.coo.oc 
5. 1.6.14. 12 TANJUNG BUMI TLANGOH Rp 26.444.000 ,00 

5.1614.13 TAN,JUNG BUMI BANYUSANGKA Rp 23.702.000,00 

5. 1.6.14. 14 TAN,fUNG l3UMI AENG TABAR Rp 25.346.000,00 

5.1.6.15. KECAMATAN KOKOP Rp 457.360.976,00 

5. 1.6.15.01 1..:01..:oP LEMBUNG GUNONG Rp 25.083.000,00 

5. 1.6. 15.02 KOKOP AMPARA'AN Rp 27.015.000,00 

5.1.6.15.03 KOK OP KOKOP Rp 36.305.000,00 

5.1 .6. 15.04 KOKOP TLOKOH Rp 35.285.000,00 

5. l .6.15.05 KOK OP DURJAN Rp 54.071.976,00 

5. i .6. i 5.,)() IHJl~Ut' MANO'AN Rp 37.409.00V,GO 

5.1.615.07 KOKOP MAND UNG Rp 52.290.000,00 
I 37.349.000,00 5. 1.6. 15.08 I..:OKOP BANDANG LAOK Rp 

5. 1.6. 15.09 KOKOP TRAM OK Rp 33.366.000,00 

5. 1.6. 15. 10 KOJ..:OP KATOL TIMUR Rp 36.634.000,00 

5.i.G.13.11 KOKOI' BANDASOLEH Rp 27.0lG.000,00 
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KODE WILAYAH DANA BAGI HASIL PAJAK 
DAERAH 

KODE KECAMATAN DESA 

5.1.6.15.12 KOKOP DUPOK Rp 29.583.000,00 

5.1.6.15.13 KOKOP BATOKOROUAN Rp '.25.874.000,00 

5.1.6.16. KECAMATAN TANAH MERAH Rp 558.605.000,00 

1516.1601 TANAH MERAII PACENTAN Rp 35.056.000,00 

5. 1 .6.1€, 02 TAN AH l\TERAH BAIPAJUNG Rp 25.291.00(l.00 

5.1.6.1603 'J'i\NAH MERAH TANAH MERAH LAOK Rp 27.355.000,00 

5. 1.6. l (>.04 TAN AH ME RAH KRANGGAN HAK~T Rp 23. 160.000,00 I 
51.6.16.05 TAN AH MERA! I PANG ELEY AN Rp 18.515.000,00 

5.1.6.16.06 TANAH MERAH PADURUNGAN Rp 22.636.000,00 

5.1.6.16.07 TANAH MERAIJ PET RAH Rp 26.438.000.00 
' 

5.1.6.1(>.08 TANA!i MERAl-1 TANAH MERAH DAJAH Rp 31.457.000,00 

o. J .o . lb.U<J TANAH Ml•'.l<Ali UUMAJAH !<p :,rn.8 . .:SJ .uuu,uu 

5.1.6.16.10 TANAH MERA!! PATEMON Rp 18.527.000,00 

js1.6.16.11 TANA!! MERAH TLOMAR Rp 22.715.000,00 

l.s.I.6.1612 TANAH MERAH KENDABAN Rp 21.514.000.00 

5.1.6.16.13 TANAH MERAH <JANG KAR Rp 26.827.000,00 

:'L 1.6. HJ.14 TAN AH MERJ\H PETT ONG Rp 23.11/.000.00 

5.1.6.16.15 TANAH MERA! I LAND AK Rp 20.485.000,00 

5.1.6.16.16 TANAH MERA!! RONGDURIN Rp 23. 724.000 ,00 

5. 1.6.16. 17 TANAH MERATI BAT AN GAN Rp 29.875.000,00 

5.1.6.16.18 TANAH MERAH DLAMBAH DAJAH Rp 24.840.000,00 

::>.1.0.10.1 'J l i\J\/Ali !VJ l:<a J<f\J 1 DLAivIBAH LAOK Rp ,;,,o. 776.0C,O,OCJ 

5.1.6.16.20 TANA!-! MERA!! MRECAH Rp 21.562.000,00 

5.1.6.16.21 TANA!l MERAH BUD DAN Rp 24.899.000.00 

5.1.6.16.22 TAN AH MERA! I POTER Rp 22.723.000,00 

5.1.6.16.23 TANAH MERAII BASANAH Rp 18.282.000,00 

5.1.6.17. KECAMA TAN KWA:NY AR Rp 405.510.000,00 

5.1.6.17.01 h:W·\NYAR TEBUL Rp 25.552.000,00 

5.1.6.17.02 KWANYAR KW ANY AR BARA'f Rp 26.877.000,00 

5.1.6. 1 7 03 h.-WANYAR PESANGG RA.HAN Rp 23.337.000,00 

5. 1.6.17.04 KW ANY AR KARANG ANY AR Rp 24.258.000,00 

5. i .G. i 7.G5 xw ti.ifr 1\.i~ 81\ T i\i·1 EAR/\1 R.p 21 .38 l .000,00 

5.1.6.17.06 KW ANY AR BATAH TIMUR Rp 28.1 76.000,00 

5.1.6. 1 7.07 KWANYAR DUWEK BUTER Rp 26.866.000,00 I 
i 

15.1.6.17.os KWANYAI~ PANDANAN Rp 23.551.000,00 I 
5.1.6.17.09 KWANYAR KARANG ENTANG Rp 23.689.000.00 

J.l.G.17.10 h.\\'ti.NY :\R JANTEH Rp 2(J.(i92.000,00 

34 



KODE WILAYAH DANA BAGI HASIL PAJAK 
DAERAH 

KODE KECAMATAN DESA 

5.1.6.17.11 KWANYAR DLEMER Rp 24.027.000,00 

5. 1.6.17. 12 K\VANYAR KETETANU Rp 26.0(J0.000,00 

5.1.6.17.13 KWANYAR MOROMBUH Rp 26.576.000,00 

5.1.6.17.14 I..:WANYAR SOMOR KONENG Rp 27.934.000,00 

5.1.6.17.15 h."\VANYAR PA ORAN Rp 21.187.000.00 

5.1.6.17.16 l(WANYAR GUNUNG SERENG Rp 28.847.000,00 

5.1.6.18. KECAMATAN LABANG Rp 319.168.000,00 

5.1.6.1801 LABANG KESEK Rp 22.971.000,00 

5.1.6.18.02 LABA NG PANGPONG Rp 24.281.000,00 

5. 1.6. 18.03 LA BANG SUKOLILO BARAT Rp 28.663.000.00 

5. 1.6.18.04 LAB ANG SUKOLILO TIMUR Rp 24.029.000,00 

o. l .b.18.U;:, LABAN Cr l:SUJ\JAJUi 1­cp L:::>. /4 / .UUU,UU 

5.1.6.1806 LABA.NG BRING EN Rp 24.542 .000 ,00 

5 l .6.18 07 LABAN(; BAENGAS Rp 27.828.000,00 

5.1.6.18.08 L/\H/\NG MORKEPEK Rp 22 .307 .000 ,00 

5.1.6.18.09 L/\B/\NG LABA NG Rp 24.384.000,00 

5.t.6.18.10 L/\Hi\NCr ,JU KONG Rp 24.358.000,00 

5.1.6.18.11 L.·\BANG SENDANG LAOK Rp 21.484.000.00 

5.1.6.18.12 Li\Bi\NG SENDANG DAJAH Rp 26.067.000,00 

51.6.18.13 LAU ANG PETA PAN Rp 22.507.000,00 

5.1.6.19. KECAMATAN TRAGAH Rp 400.074.000,00 

o. t .o. J '.I.U J ·11<1\l..iAtt ALANG ALANG Rp 24. 755.0C,(i,OO 

5.1.6. 19.02 Tl-<AGAH KEMONING Rp 19.197.000,00 

5. 1.6.19.03 TRAGAII SOKET LAOK Rp 29.559.000,00 I 
5.1.6.19.04 TRAGAH BAH~MAN Rp 27.844.000,00 I 

5.1.6.19.05 TRAGAll TAM BIN Rp 23.895.000,00 

5.16.19.06 TR1\GAH SOKET DAJAH Rp 22.466.000,00 

5. 1.6. 19.07 TR AG All KETELENG Rp 19.698.000,00 

5.1.6.19.08 TR/\GAH JA'AH Rp 20.210.000,00 

5.1.6.19.09 TIUGAH BANCANG Rp 18.764.000,00 I 

51.6.19.10 TRAGAH MA SARAN Rp 31.194.000,00 

5 i.o.r­.i , TRAl.JA.!"'i ?ACANG,\i'-i' Rp I 
10.'.:JO'"t.VVV,VV 

5.1.6.19.12 TRAGAH POCONG Rp 19.524.000,00 

5.1.6.19.13 TRAGAII TRAGAH Rp 17.863.000,00 

S.l.6.19.14 TRAGAH KARANG LEMAN Rp 22.796.000.00 

5.1.6.19.15 TRAGAH DUKOTAMBIN Rp 18.288.000,00 

15 l.(_, 19.lG TR."' I' JADDUNG Rp 19.4%.000,00 I !\\.,:-\. 1 
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KODE WILAYAH DANA BAGI HASIL PAJAK 
DAERAH 

KODE KECAMATAN DESA 

5.1.6.19.17 TRAGAH BANYUBESEH Rp 20.361.000,00 

5.1.6.19.18 TRAGAH PAMORAH Rp 25.180.000,00 

5.1.6.20. KECAMATAN MODUNG Rp 501.688.000,00 

5.1.6.20.01 MODUNG PANGPAJUNG Rp 30.846.000,00 

5. 1.6.20.02 MOD UNG PATE RE MAN Rp 29.062.000.00 

5. 1.6.20.03 MO DUNG KOLLA Rp 28.982.000,00 

5. 1.6.20.04 MODUNG PAE NG Rp 23.652.000,00 I 
5.1.6.20.05 MO DUNG NEROH Rp 25.891.000,00 

5.1.6.20.06 MO DUNG SRABI TIMUR Rp 34.269.000.00 

5.1.6.20.07 MO DUNG SRABIBARAT Rp 34.413.000.00 ! 

5. \ .6.20.08 MO DUNG PATENTENG Rp 45.366.000,00 

o. l .b . .20.09 J'vlUlJUNC; LANUl-'A.NGU-ANG kp L0.1 '-J4.UUU,UU I 
5. \ .6.20.10 MOD UNG SUWA'AN Rp 27 .660.000,00 

5.1.6.2011 MO DUNG MOD UNG Rp 27.221.000,00 

5.1.6.20.12 MO DUNG BRAKAS DA,JAH Rp 25.417.000,00 

5.1.6.20. l 3 MO DUNG KARANG ANY AR Rp 29.758.000,00 

5.1.6.20. 14 MUlJUNG MANGGA'AN Rp 33.0 l. l.000,00 

5.1.6.20.15 MO DUNG GLISGIS Rp 24.341.000,00 

5.1.6 20.16 MODVNG PAK ONG Rp 26.707.000,00 

5.1.6.20. 17 MO DUNG ALAS KOKON Rp 29.898.000,00 

5.1.6.21. KECAMAT AN BLEGA Rp 549.320.000,00 

S. l.b.:.U .UI Hi,J<.­lii\ GIGiR Rp Lt.975.000,00 

5.1.6.21.02 BL EGA KO'OLAN Rp 22.644.000,00 

5.1.6.21.03 BL EGA PANGERAN GADUNGAN Rp 24.014.000,00 

5.1.6.21.04 BLEGA PANJALINAN Rp 48.814.000 ,00 

5.1.6.21.05 BLEC.A RO SEP Rp 3L382.000,00 

5 16.2106 BLEGt\ KAMP AO Rp 23.3-+3.000,00 

5.1.6.21.07 BL EGA LOMBANG LAOK Rp 21.606.000 ,00 

5.1.6.21.08 BL EGA LOMBANG DAJAH Rp 37.340.000,00 

5 1.6.21.09 BLEGA KAR POTE Rp 25.930.000,00 

.S.1.6.21.10 BLEGA BLEGA OLOH Rp 21.298.000,00 

5.i.tJ.2!. i j BLE(l't\ KA.RAT-iC1 G1\'YAivi Rp 2~3.9.+G.GVG,VG 

5.1.6.21 12 BL EGA LOMAER Rp 28.169.000,00 

5.1.6.21.13 13LEGA BATES Rp 35.083.000 ,00 

5.1.6.21.14 BLEGA KARANG PANASAN Rp 23.804.000,00 I 

5.1.6.21. 15 BLEGA KARANG NANGKAH Rp 27.068.000,00 

.:3.i.G.2i lG BL EGA BLEGA Rp 34.190.000,00 

36 



IKONANG 

KO NANG 

hON/\NG 5.1.6.23 09 

KO NANG I s.1.6.23 os 

hONi\NG 5.1 6.23 07 

KO NANG 5. 1.6.23.05 

5.1.6.2304 

KON/\NG 5. 1.6.23.03 

KO NANG 

5. 1.6.23.10 

KO NANG 5. 1.6.23.02 

15.1.6.23. 
I('" .. ~ DI\' AH 

Rp 405.686.000,00 

I Rp 28.484.000 ,00 11­\LlS .J 

DURIN BARAT Rp 35.028.000,00 

KANEGARAH Rp 20.837.000,00 

BATOKABAN Rp 45.404.000,00 I 

DURIN TIMUR Rp 40.308.000,00 

PAKLS Rp '.2(1.C100.0GU,GO 

BANDUNG Rp 29.150.000,00 

! KO NANG Rp 31.J4o.ooo,oo I 
SEN ASEN Rp 27.545.000.00 I 
CAMPOR Rp 2 1.845.000 ,00 

ISAMBIYAN Rp 27.110.000,00 

KO NANG 

IKECAMATAN KONANG 

::,.1.b . .!.i.U 1 

KODE WILAYAH DANA BAGI HASIL PAJAK 
DAERAH 

KODE KECAMATAN DESA 

5.1.6.21.17 BLEGA NYOR MANES Rp 25.781.000,00 

5.1.6.21.18 BLEGA ALAS RA,JAH Rp 40.0lJ8.000,0U 

5.1.6.21.19 BLECrA KAJJAN Rp 26.835.000,00 

5.1.6.22. KECAMATAN GALIS Rp 616.843.000,00 I 
! 

5.1.62201 GALIS PEKADAN Rp 26.319.000.00 I 

5.1.6.22.02 GA LIS KAJUANAK Rp 25.159.000,00 

5.1 6 22 03 GALIS PA'l'ERONGAN Rp 25. 130.000,()U 

5.1.6.22.04 GALTS GALIS Rp 26.684.000,00 

5.1.6.22.05 GALIS PAKA'AN LAOK Rp 26.849.000,00 I 
5.1.6.22.06 GAUS KRANGGAN TIMUR Rp 23.243.000,00 

5.1.6 22 07 GAUS SEPARAH Rp 27.482.000,00 

J. 1.().22.08 (;ALIS l'AKf\'Al\l UAJAH l<p 2'.2. /::>2.UUU,UU I 
5.1.6.22.09 GA.LIS LONGKEK Rp 33.917.ooo.oo I 

I 
5.1.6.22.10 GALIS BANYU BUNIH Rp 49.945.000,00 

5. 1.6.22. 11 GAUS DALE MAN Rp 31. 764.000,00 

5.] .6.22. l 2 GALIS TELLOK Rp 39. 792 .000,00 

5.1.b .. U. l.3 Gi\LlS BLATERAN Rp 21.0/3.000,UO 

5.l.6.22.14 Gi\L!S KELBUNG Rp 36.259.000.00 

51622.15 GAUS TLAGAH Rp 29.995.000,00 

5.1.6.22.16 GAL!S LANTEK TIMOR Rp 34.030.000,00 

5. 1.6.22.17 GALIS LANTEK BARAT Rp 33.509.000,00 

::J. l .o . .!.!. lK l,f\LlS FsANJAi­< Rp 36.3--i-3.0(i(i .oo 
5.1.6.22.1 CJ GA LIS BANGPENDAH Rp 21.066.000,00 

5. 1.6.22.20 GALIS SAD AH Rp 25.728.000.00 

5.1.6.22.21 GAUS SORPA Rp 19.804.000,00 
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7.498.100.976,00 Rp JUMLAH TOTAL DANA BAGI BASIL PAJAK 
DAERAH DBHP 

47.233.000,00 Rp GENTENG 5.1.6.23.13 KONANG 

KODE WILAYAH DANA BAGI BASIL PAJAK 
DAERAH 

DESA KECAMATAN KODE 

24. 722.000,00 Rp CANGKAREMAN 5.1.6.23.12 KONANG 
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DAERAH 
KODE KECAMATAN DESA 

5.1.6.24. KECAMATANBANGKALAN Rp 33.663.000,00 

5.1.6.24.01. BANGK_ALAN UJUNG PIRING Rp 5.928.000,00 

s.t.o.z-t.oz. HAN Uh.ALAN ::,t;Ml::5lLANUAN 1-<.p ;).O;)Y.UUU,UU 

5.1.6.24 03. BANG KALAN KRAMAT Rp 6.046.000,00 

5.1.6.24.04. BANG KALAN MARTAJASAH Rp 5.258.000,00 

5.] .e 24.05. BANG KALAN SAB!YAN Rp 5.119.000.00 

5.1.6.24.06 BANG KALAN GEBANG Rp 5.653.000,00 

5.1.6.25. KECAMATAN KAMAL Rp 54. 902.000,00 

5.1.6.25.01. KAMAL TAJUNGAN Rp 4.839.000,00 

5.1.6.25.02. KAMAL GILi BARAT Rp 5.750.000,00 

5.1 6 25.03 h:/\MAL RANYU/\.JUH l~p 5.948.000.00 

5.1.(J.25.04. KAMAL KAMAL Rp 5.528.000,00 

5.1.6.25.05. KAMAL TANJUNG JATI Rp 5.042.000,00 

5.1.6.25.06. KAMAL KEBUN Rp 5.070.000.00 
·-- ­ ­­­­­­­­­­­­­ 

5. l J;.25.07. KAMAL GILi TIMUR Rp 5.892.000,00 

_r:; 1 r, )F, OR kAMAl nn .T ANY AR Rf1 .S SQ1 nnn.nn 

5.1.6.25.09. l..:AM/\L TELA NG Rp 5.384.000,00 

5.1.6.25.10. KAI'v1AL PENDABAH Rp 5.858.000,00 I 
5.1.6.26. KECAMATAN BURNEH Rp 58.443.000,00 

s.r.e 26.01. BURN EH ,JAM HUH Rp 4.713.000,00 

5.1 .I, 26 02. BURN.EH LANG KAP Rp 5.794.000.00 

5. l.6.26.03. BURNEH BURN EH Rp 5.730.000,00 

5.1.6.26.04. BURN EH BANANGKAH Rp 6.096.000,00 I 
! 

5. 1 (, 26.05. BURN EH ALAS Kl~MHANG Rp 5.549.ooo.oo I 
5.1.6.26.06. BURN EH BIN OH Rp 5.403.000.00 

5. ! .(}..~6.07. 131..J~!'!~:E Pi:.'POJ:.'l\lr'. p" s. d. ')0. ooo, (\(\ .._ . .._~ 

5.1.6.26.08. BURNEH PAN GO LANGAN Rp 5.359.000,00 
I 

5.1.6.26.09. BURNEH SOBIH Rp 4. 997 .000 ,00 

5.1.6.26.10. BURN EH KAPOR Rp 4.851.000,00 

5.1.6.26.11. BURNEH AROh: Rp 4.522.000,00 

I DANA BAGI HASIL RETRmus1 J 
KODE WILAYAH 

DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESATAHUN ANGGARAN 2024 

PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR l TAHUN 2024 
TJ<:NTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN 
PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI 
BASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 

LAMPIRAN II: 

39 



KODE WILAYAH DANA BAGI HASIL RETRmUSI 
DAERAH 

KODE KECAMATAN DESA 

5.1.6.27 KECAMAT AN SOCAH Rp 64.856.000,00 

5.1.6.27.01 SOC AH JUNGANYAR Rp 5.051.000 ,00 

5.1.6.27.02 SOC AH SOCAH Rp 5.594.000,00 
­­­­­ ­­­­­­­­­­·­­­­·­­­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­··1 
5.1.C 27.03 SOCMI BULUH Rp 5.850.000,00 I 
_::; 1 f, )7 ()4 S< l(',\ H .TAOOIT-! R[l "' .Q.7Q nnn no I 
5. 1 .6.27.05 SOC!\!! SANGGRA AG UNG Rp 6.048.000,00 

5.1 () 27.06 SOC/\!-! PARSEil Rp 6.600.000,00 I 
5. !(J.27.07 SOC AH BILAPORAH Rp 6.169.000,00 

5.1 (~.27.08 SOC AH KELEYAN Rp 6.351.000,00 

5.l.(L]7.09 SOC:'\H PETA ONAN Rp 5.799.000,00 I 
I 

5.1.6.27.10 SOC AH OAK IRING Rp 5.617.000,00 

5. l.fl.27.11 SOC All PERNAJUH Rp 4.898.000,00 

5.1.6.28 KECAMATAN AROSBAYA Rp 94.660.000,00 

5.1.6.28.01 AROSBAYi\ PAN DAN LANJANG Rp 5.273.000.00 

~. 1 .r~.·)QJl .. ) .l\!~()Sl3LI\_..YA I~ ll.'l'nl\T ll. nl\Tf".. o~ t; ) J () ()()() (\(1 
''!' -·- ,,., . .._,.._,,.,,...._,.._, 

5. 1 (,.28.03 AROSBAYi\ GLAGGA Rp 5.873.000,00 

5.1.fl.28.04 AROSBAYA OMBUL Rp 5.580.000,00 I 
5.1.6.28.05 Al~OSBAYA BAL UNG Rp 5.505.000,00 

5. 1.6.28.0(J AROSBAYA LAJING Rp 6.548.000,00 

5.1.6.28.07 .'\RC)SB.\Y:\ TENG KET Rp 5.486.000,00 I 

5.1.(i.28.08 Al~OSBAYA AROSBAYA Rp 5.135.000,00 

5.1.6.28.09 AROSBAYA KARANG DUWAK Rp 5.279.000,00 

5.1.6.28.10 Al~OSBAYA DLEMER Rp 4.960.000,00 

5.1.6.28.11 AROSBAYA MANG KON l<p 4.851.000,00 

r- 1 r: .--.o 1 '") I\ 1- ..... ) ~:" 1·) I\ ,, I\ n-r.,n.--,T,--.1 1 11~~ r•.- '77(-:, {\(\(\ (\(\ ,_), .l.\ .. ),,C..-\..), .1~- .i.\..l\.\J, .. 11-->1.l.l,.l J..JJ..Jl '-l.J~ __ JJ.J\..1.1 \.. '"!­' J., I V.\..J\J\.J,\J\..J 

5.1.6.28.13 !\ROSBAYA CENDAGAH Rp 4.411.000,00 

5.1.6.28.14 AROSHAYA KARANG PAO Rp 4.7-+4.000,00 

5.1.6.28.15 AROSBAYA MAI<AM AGUNG Rp 4.775.000,00 

5 1.6.28.16 AROSBAYA PLAKARAN Rp 4.678.000,00 

,..... -, ,- .·,r\ .,,..... ,\f,OSIL\ Y . .\ BUD URAN Rp 5.085.000,00 ,.). i .U .. ,::J). l / 

5.1.6.28.18 AROSBAYA TAMBJ<_:GAN Rp 4.461.000.00 

5.1.6.29 KECAMATAN GEGER Rp 89.112.000,00 

5.1.6.29.01 GEG~;R TOGUBANG Rp 7.234.000.00 I 

5.1.6.29.02 GEGER LERPAK Rp 9.783.000,00 

J. i .G.29.03 \..1 t:.i\..rr.,K Gr-:Gi:~R Rp 8.G32 .GOG,00 

5.1.6.29.04 GE(;ER BATOBELLA Rp 6.262.000,00 

5. 1.6.29.05 GEGER TEGAR PRIY AH Rp s.so-r.ooo.oo I 
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KODE WILAYAH DANA BAGI HASIL RETRIBUSI 
DAERAH 

KODE KECAMATAN DESA 

5.1 6.29.06 GEGE!< CAMPOR Rp 5.743.000,00 

5.1.6.29.07 GEGER KOMPOL Rp 5.491.000 ,00 

5.1.6.29.08 GEGER KAMP AK Rp 6.898.000,00 
­­­ ­­·­~­­­­­­­­ ­­ ­·­­­­­­­­­­­­­1 

5. I (L29.09 GEGER KOMBANGAN Rp 6.052.000,00 I 

c; 1 r, )q in (~ f."(~ I<' h' nARTJNG Rr r, Q7Q non nn I 
5.1.6.29.11 GEGER KATOL BAI~T Rp 6.456.000,00 

5.1.6.29.12 GEGER BANYONENG LAOK Rp 8.230.000,00 I 
5.1.6.29.13 GEGEl< BANYONENG DAJAH Rp 5.848.000,00 

5.1.6.30 KECAMAT AN KLAMPIS Rp 121.848.000,00 

5.1.(, 30.01 KL,\!'vll'!S TOLBUK Rp 4.871.000.00 

5. 1.6.30.02 KLAMl'lS RA'AS Rp 5.012.000,00 

5. 1.().30.03 KLAMPIS MOARAH Rp 5. 729.ooo,oo I 
I 

5.1.6.30.04 KL/\MPIS POLONGAN Rp 5.311.000.00 I 
5.1 (i.30 05 KLAMPIS I<ARANG ASEM Rp 5.010.000,00 

2. ! .f: .. 3("\0(~ ~:!.~.:'\~.'!_!~Is A II. l\l'l'r;'V li 1\1 p,.., 5.3<!7.0Qf),()0 "I:' 

5.1 6.30 07 KLAMPIS BRAGANG Rp 6.556.000,00 

5. 1.6.30.08 h:LAMPIS LERGUNONG Rp 5.751.000,00 

5. 1.6.30.09 KLAMPIS PANYAKSAGAN Rp 6.239 .000 ,00 

5.1.6.30.10 h:LAM PIS LARANGAN GLINTONG Rp 5.879.000,00 

S.1.6.30.11 KL~'\~,1PIS MJ\.N ON GG/\L Rp 5.484.000,00 ' 

5.1.6.30.12 KLAMPIS LARANGAN SORJAN Rp 5.338.000,00 

5.1.6.30.13 KL/\MPIS TENGGUN DAJAH Rp 5.849.000,00 

5.1.(,30.14 KLAMPIS BULUNG Rp 5.895.000,00 

5.l.(i.30.15 KLAMPIS TR OGAN Rp 5.115.000,00 

t.. ! .C . .JG. i e r~L/\f"t~'I~:-; T,rt,.t('\J f-,~- c: 000 nnn nn 
.l'!i.._\.J \.../ LI n._lJ ,._,1.vvv. \J\,JV ,,,11..,1 

5. 1.6 .. 30.17 IS:LAMPIS TOBADDUNG Rp 5.184.000,00 

5.1.6.30.18 IS:LAMPlS MRANDUNG Rp S.082 .000,00 
I 
I 

...j 

5. 1 (>.30.19 h:LAMPIS BULUKAGUNG Rp 6.012.000,00 I 
5.1.6.30.20 KLAMP!S BATOR Rp 5.435.000,00 

I 5. 1.C,.,J0.21 h:L:\MPIS KLAMPIS BARAT Rp :::i.2GG.000.00 

5. 1.6.30.22 h:LAMPIS KLAMPIS TIMUR Rp 5.145.000.00 

5.1.6.31 KECAMATAN SEPULU Rp 89.416.000,00 

5.1.6.31.01 SEPULU KLAPAYAN Rp 6.362.000,00 

5.1.6.31.02 SEPULU BANGSEREH Rp 5. 936.000,00 

3. i .t).3 i.03 ~"3EFULU KELBUL~G R1c1 7. 7G..+.GOG,GG 

5.1.6.31.04 SEl'ULU SAPLASAH Rp 5. 7 55.000 ,00 

Is 1.6.31.05 SEl'ULU IGENELAP Rp 8.110.000.00 
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KODE WILAYAH DANA BAGI HASIL RETRIBUSI 
DAERAH 

KODE KECAMATAN DESA 

5. l .G.31.0G SEPULU TANAGURA TIMUR Rp 5.304.000,00 

5. 1.6.31.07 SEPULU TANAGURA BARAT Rp 5.328.000,00 

5.1.6.31.08 SEPULU BANYlOR Rp 5.253.000,00 
­­­· -·--- 1­­­­­­. ~­­­­­­­­·­­­­~­­­­­­­­­­­­ ­­­­ . 

5.l.(i31.09 SEPULU KLABETAN Rp 6.103.000,00 

_­­, 1 h -'~ 1 1n Sl<'.PI 1111 GANG~FYAN Rn A .,Q7 ()()() ()() 

5.1.6.31.11 SEl-'ULU MANERON Rp 5.957.000,00 

5. 1.6.31. 12 SEl'ULU SEPULU Rp 5.303.000,00 I 
5.1.6.31. 13 SEPULU PRANCAK Rp 5.519.000,00 

5.l.b.31.14 SEPULU LABUHAN Rp 5.067.000,00 

S. 1.6. 31 15 SEPULU LEMBUNG PASESER Rp 5.258.000,00 

5.1.6.32 KECAMATAN TANJUNG BUMI Rp 83.149.000,00 

5.16.32.01 T/\N,JUNG BUMI PLANGGIRAN Rp 6.541.000,00 

5.1.6.32.02 TAN.JUNG BUMI TAGUNGGUH Rp 7.764.000,00 

5.1 (i.32.03 TAN.JUNG BUMI BANDANG DAJAH Rp 6.570.000.00 

5.1.f~,_'3].0·'~ ~~A.!'!J'-1!'~(~ !:31 . ...'!\:~~ nT ll\Tr'.Td.'l\11: o~ s.es-r.ooo.co .. '-1" 

5. I .fi.32.05 TAN.JUNG BUMI LARANGAN TIMUR Rp 7.523.000,00 

5. I .b.32.06 TANJUNG BUMI TAMBAK POCOK Rp 6.506.000,00 

5. 1.6.32.07 TAN.JUNG BUMI BUMI ANYAR Rp 5.507.000,00 

5. l .b.32.08 TAN.JUNG BUMI PASES EH Rp 4. 994.000 ,00 

I 5_ ! .C.32.09 T.\N,JUNC BUl\'11 TEL/\G/\ BJRU Rp ~.925.000,00 

5. l .b.32.10 TAN.JUNG BUMI TANJUNG BUMI Rp 5.593.000,00 

5.1.6.32.11 TAN.JUNG BUMI MACAJAH Rp 6.109.000,00 

5.1.6.32.12 TANJUNG BUMI TLANGOH Rp 5.166.000,00 

5.1.6.32.13 TAN.JUNG BUMI BANYUSANGKA Rp 5.340.000,00 

C 1 ,:· .­,.~ , ,1 q­s I\ I\T rr rl\Jr, , . .,., 1 r. "' I\ Dl\T(""\ 'T" ft. r) I\ r) rl._ 1 nc:~ nnn nn -:», J. .\.J .... .J"'­·· J....., J.J\.11\.JVl'W\..f J..JVlYJ..1 [i..LJl'II \.._.A .ill,.l...J'l\.l'­. .1'­.1­.J , • ...1~.,11 ,\j\J\.J,\J\..1 

5.1.6.33 KECAMATAN KOKOP Rp 97 .572.450,00 

5.1.6.33.01 h:OKOP LEMBUNG GUNONG Rp 6.141.000,00 

5. 1.6.33.02 KOKO!' AMPARA'AN Rp 5.808.000.00 

5. I b 33 03 KOKO!' KOK OP Rp 7.295.000,00 

5.1.Ci.]J.04 KOK OP TLOKOII Rp 7.289.000,00 

5. 1.6.33.05 xoxor- DURcJAN Rp 10.884.450,00 

5.1.6.33.06 KOKOP MANO'AN Rp 7.654.000,00 

5. 1.() 33.07 KOl-:Ol' MAND UNG Rp 9.407.000,00 

5.1.6.33.08 1-:0KOP BANDANG LAOK Rp 9.496.000,00 

J. l .G.33.09 l'-.\._)1'..\..JJ' TRAiviC)i~ Rµ 7.3lJ.OGG,OG 

5.1.6.33.10 1..:01­:01' KATOLTIMUR Rp 7 .621 .000 ,00 

5.1.6.33.11 KOKO!' BANDASOLEH Rp 6.299.ooo,oo I 
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5.536.ooo.oo I Rp /s t.6.35.10 '.KWANYAR 
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KODE WILAYAH DANA BAGI HASIL RETRIBUSI 
DAERAH 

KODE KECAMATAN DESA 

5.1.6.33.12 KOKOP DU POK Rp 6.163.000,00 

5.1.6.33.13 KOKOP BATOKOROGAN Rp 6.200.000,00 

5.1.6.34 KECAMATAN TANAH MERAH Rp 119.688.000,00 
­­­­­­­­­ ;­­­­­­­­­­­­­­­­­ ··­­­­­·­·­·1 
5.1.6.34.01 TANAH l'v!EI-V\H PACENTAN Rp 6.009.000,00 I 

·" 1 (, .,4 ()) TAN AH MFl<AH RAIPA.HTNn Rp c; 4 7" nnn. nn I 

5.1.6.34.03 TANAH MEl~AH TANAH MERAH LAOK Rp 5.543.000,00 

5. 1.6.34.04 TANAH MERAH KRANGGAN BARAT Rp 5.311.000,00 I 
5. 1.6.34.05 TAN AH ME.RAH PANG ELEY AN Rp 4.512.000,00 

5. 1.6.34.06 TANAH MEI~AH PADURUNGAN Rp 4.754.000,00 

S 1 6 34 07 TANAB .MERAH PETR.l\t·! Pp 4.923.000,00 

5.1.6.34.08 TANAH MERAH TANAH MERAH DAJAH Rp 6.076.000,00 

5. I (>34.09 TANA!-! MER/\H DUMAJAH Rp 6.054.000,00 

5.1.6.34.10 TAN AH MEl<AH PATEMON Rp 4. 726.000,00 

5. 1.6.34.11 TANAH Ml~l-.'.AH TLOMAR Rp 5.187.000,00 

5. !.0 .. '3··~. :2 '!':'.!'TA!~ ~.~E~.11..!-! T,'1'..'l\T r) II R /1 l\T D,~ il s.l 01 •> (1(1(1 (1(1 
··1 ... ' . ._.., . -- . ...., ......... , ......... 

5.16.34.13 TAN AH MEl~AH JANG KAR Rp 5.414.000,00 

5.1.6.34. 14 TAN AH MEl~AH PETJ'ONG Rp 5.344.000,00 

5. l .6.34.15 TAN AH MERA.H LANDAK Rp 4.980.000,00 

5. 1.6.34.16 TAN AH ME.RAH RONGDURIN Rp 5.211.000,00 

5. ! .6.34.17 T/\N:\H ME.RAH BATANG/\.N Rp 5.604-.000,00 

5 l.().34 18 TAN AH ME[~AH DLAMBAH DAJAH Rp 5.245.000,00 

5.1.6.34.19 TANAH ME.RAH DLAMBAH LAOK Rp 4.740.000,00 

5. J .6.34.20 TAN AH ME.RAH MRECAH Rp 5.071.000 ,00 

S 1.6.34.21 TAN AH ME RAH BUDD AN Rp 5.316.000,00 

.-;:: , r: "'.1,1 :·,,., 'T' I\ 1\1 I\ T 1' 'I\ lfl'"'l"l I\ 1 I T')r".'1"'1,"'f°) ,·..,.­. •\ -rrr ,, """ {"\("\ , .. J. ,I. • ~.). ,._.,1 ··1· . ..::.. L., li.l...i.1Jlll lVI.J".,l'-..ll.11 J. 'J J.L.11"- "+' ··1.1 I 'T,\./VV1\.JV 

5. 1.6.34.23 TANAH MERAH BASANAH Rp 4.577.000,00 

5.1.6.35 KECAMATAN KWANYAR Rp 87.053.000,00 

5.16.3501 .KWANYAR TEBUL Rp 5.138.000.00 

51.6.35 02 KWANYi\R KWANYAR BARAT Rp 5.772.000,00 

3. i.o.as.oo .K\\'ANYAi~ PESANGGRAI IAN Rp 5. 71 G.000,00 

5.1.6.35.04 KWANYAI< !(ARANG ANYAR Rp 4.859.000,00 

5.1.6.35 05 J(WANY;\R BATAH BARAT Rp 4.959.000,00 

5. 1.6.35.06 KWANYA.R BATAH TIMUR Rp 5.607.000.00 

5.1.6.35.07 KWANYAR DUWEK BUTER Rp 5.454.000,00 

J. i .U.33.GO h. ...... ~-7v·_.1.i~"1' /\f~ ?AJ~LJAi~Al~ Rµ J.OGG.GGQ,GG 

5. 1.6.35.09 KWANYAR J(ARANG ENTANG Rp 5.667.000,00 



.. 

KODE WILAYAH DANA BAGI HASIL RETRIBUSI 
DAERAH 

KODE KECAMATAN DESA 

5.1.6.35.11 KW ANY AR DLEMER Rp 5.130.000,00 

5.1.6.35. l 2 KWANY!\R KETETANG Rp 5.470.000,00 

5.1.6.35.13 KW ANY AR MOROMBUH Rp 5.831.000,00 

15.1.6.35.14 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­·­­­­­­ 

KWANYAR SOMOf~ KONENG Rp 5.694.000,00 

:--. 1 fl .1.~ 1;:; K\V A NY A 1~ PAnRAN Rr c:; 4)1', onono 

5.1.6.35.16 KW ANY AR GUNUNG SERENG Rp 5. 788.000 ,00 

5.1.6.36 KECAMATAN LABANG Rp 71.652.000,00 I 
5. l(J.36.01 LABA.NG KESEK Rp 5.382 .000 ,00 

5. 1.6.36.02 LAB ANG PANGPONG Rp 5.549.000.00 

5. 1 .6 36_0:) LABAN(; SUKOLILO BARAT Rp 5.909.000,00 

5.1.6 36.04 LABAN(; SUKOLILO TIMUR Rp 5.260.000.00 

5. 1.6.36.05 LABANG BUNAJJH Rp 5.816.000,00 

5. 1.6.36.0(, LABANG BRING EN Rp 5.622.000.00 

5. I 6.36.07 LAB ANG BA'ENGAS Rp 5.133.000,00 

5. l .0.,'36.C'8 I_ ,Hi,\ ~1<~ 1\,f(')Pl,·i:.·DJ:.'l, o~""' c; '1(,0 (1(1(\ (\(\ 
. 't' .._,.,1'­"­­'""­''­''­','­'"" 

5. 1.6.36 09 LABA NG LABANG Rp 5.562.000,00 

5. 1.6 . .36.10 LABAN(; JUKONG Rp 5.674.000,00 

5.1.6.36.11 LABA NG SENDANG LAOK Rp 5.4 18.000 ,00 

5.1.6 . .36.12 LABANG SENDANG DAJAH Rp 5.381.000,00 

5.1.6.36.13 LM3ANC PETAPAN Rp 5.577.000,00 

5.1.6.37 KECAMATAN TRAGAH Rp 91.514.000,00 

5.1.6.37.01 TRAGAH ALANG /\LANG Rp 5.395.000,00 

5. 1.(,.37.02 TRAGAH KEMONING Rp 4.593.000.00 

5.1.6.37.()3 TRAGAH SOKET LAOK Rp 5.883.000,00 

s. !.C>.3'7.G-~: 'T'J") I\,. .... I\! r n~ TT:'l\ ,,.- I\ 1\T n.­ c: C:':', nnn nn 
l 1'\.i '"'--Lc\..1.1 L..,JJ l.V L.J.l\llJ l..l. 't ''­P ...._,,.,_,11 .1 .• v\..1v,vv 

5.1.6.37.05 TRAGAH TAM BIN Rp 5.310.000,00 

15 16.37 06 ITRAGAfi SOKET DAJAH Rp 5.219.000,00 

KETELENG Rp 5.247.000,00 5.1.6 . .37.07 TRAGAH 

5. 1.6.37.08 TRAGAH JA'AH Rp 5.147.000,00 

S.1.G.37.09 TRAGAli DANCANG Rp 4. 77G.OOO.OO 

5.1.6.37.10 TRAGAH MAS ARAN Rp 5.293.000,00 

5.1.6.37.11 TRAGAH PA CAN GAN Rp 4.861.000,00 

5.1.6 . .37. l :2 TRAGAH POCONG Rp 4.750.000,00 

5.1.6.37.13 TRAGAH TRAGAH Rp 4.772.000,00 

J.i.U.37.i4 TR1\Cr:-\ii KAR.Ai.; Cr LGivi,'\i~ Rp ­+. 9~;; l .000,GG 

5.1.6 . .37. I 5 TRAGAH DUKOTAMBIN Rp 4.969.000,00 

5.1.6.37.l(i TRA(,AH JADDUNG Rp 4. 713.000.00 
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KODE WILAYAH DANA BAGI HASIL RETRmUSI 
DAERAH 

KODE KECAMATAN DESA 

5.1.6.37.17 TRAGAH BANYUBESEH Rp 5.018.000,00 

5. l .6.37. 18 TRAGA!I PAMORAH Rp 5.016.000,00 

5.1.6.38 KECAMATAN MODUNG Rp 99. 702.000,00 
- ­­ ­ 

5.700.000,00 l 5.1.6.38.01 MODUNG PANGPAJUNG Rp 

_c; 1 (, _,g ()') MOf)I IN(~ PATFRFMAN Rp c; 1 7 4 ()()0 (\() 

5.1.6.38.03 MOD UNG KOLLA Rp 6.101.000,00 

5.1.6.38.04 MO DUNG PAENG Rp 5. I 15.000.00 

5.1.6.38.05 MOD UNG NEROH Rp 5.652.000,00 

5. l .6.38.06 MO DUNG SRABI TIMUR Rp 6.432.000,00 

5.1 6.38 07 !'v!ODUNG SRA.BI BARI\T Rn 6.086.000.00 1:-' 

5. 1.6.38.08 MO DUNG PATENTENG Rp 7.546.000,00 

5. l .6.38.0lJ MODUNG LANGPANGGANG Rp 5.623.000,00 

5.1.6.38.10 MO DUNG SUWA'AN Rp 5.603.000,00 

5.1.6.38. 1 I MODUNG MODUNG Rp 5.350.000.00 

S.!.5.38 .. l~ l\1f)T)I I Mr~ 1­H.>IIT<"IIC:: f)II 11\l­l P~ c; ~Q7 ()()(\ ()() 
"I:-' ................ j •• '--" '-., '--' ,....,. ~ 

5. 1.6.38. L3 l\IODUNG KA.RA.NG ANYAR Rp 6.005.000,00 

15.1.6.38.14 MODUNG MANGGA'A.N Rp 6.511.000,00 I i 

5.1.6.38.15 MODUNG GLISGIS Rp 5.J26.000.00 

5.1.6.38.JC, MODUNG PAKONG Rp 5.709.000,00 

5. l .6.38.17 MO DUNC ALAS KOKON 1~p 6.382.000,00 I 

5.1.6.39 KECAMATAN BLEGA Rp 109.436.000,00 

5.1.6.39.01 BL EGA GIG IR Rp 5.968.000,00 

5.1.6.39.0'.2 BLEGA KO'OLAN Rp 5.012.000,00 

5. 1.6.39 .03 BLEC;A PANGERA.N GADUNGAN Rp 5.4o 1.000.00 I 
S. l .(j_J'J.G­~i DLr:c~,".. n i\ l\T TI\ T Tl\T I\ l\T I) .... c: 1 -rrv f"\nn nn I 

..I. i'.l.L'h..)1 '.lL..'1 . .1"11 '.ll'i ''­t­" ...._,1.J. f \,l,V\..IV,U\.J 

5.1.6.39.05 BL EGA RO SEP Rp 6.067.000,00 

5.1 6.39 06 BL EGA KAMP AO Rp 5.094.000,00 

5. 1.6.39.07 BLEGA LOMBANG LAOK Rp 5.038.000,00 

5. 1.6.39.08 BLEGA LOMBANG DAJAH Rp 7.2Jl.OOO.OO 

5. l .C,.09.09 BLEG:\ KARPOTE Rµ G.028.000,00 

5. l.6.39. l O BLEGA BLEGA OLOH Rp 5.112.000,00 

5.1.6.39.11 BL EGA KARANG GAYAM Rp 5.632.000,00 

5. l .6.39. 12 BLEGA LOMAER Rp 5.431.000,00 

5.1.6 .. 39.13 BLEGA BATES Rp 6.732.000,00 

J. i.0.39. i4 DLECi:\ TY II T'\ 'I 1'\"T ,..,.., T­., 'I l'T 'Io' '\ ... R.p ­+.Oc.;.0.000,GG t'­..£1..1\..l"\.1 '4 v.r r 1--\.1" I1..::,ru" 

5. 1.6.39. 15 BLEGA KA.RANG NANGKAH Rp 6.254.000.00 

j s 1.6.39.10 BLEG:\ BLEGA Rp 5.546.000,00 I 
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..... 

KODE WILAYAH DANA BAGI HASIL RETRIBUSI 
DAERAH 

KODE KECAMATAN DESA 

5. 1 c,.39. I 7 BL EGA NYOF~ MANES Rp 5. 716.000,00 

5.1.6.39.18 BL EGA ALAS RAJAH Rp 7.559.000,00 

5. J .6.39. l 9 Bl.EGA KAJ,JAN Rp 5.605.000.00 
­­­­­·­ ... ­­~ 

5.1.6.40 KECAMATAN GALIS Rp 126.394.000,00 

c; 1 1, 4() () 1 (;,'\JI~ PFKAnAN RI' r, n4P. nnn .nn 

5. 1 (J.40.02 GALIS KAJUANAK Rp 6.064.000,00 

5. 1.6.40.03 GAUS PATERONGAN Rp 5.604.000.00 

5. l 6.40.04 GALJS GALIS Rp 5.983.000,00 

5. J .6.40.05 GAUS PA!v\'AN LAOK Rp 5.54'2.000,00 

ls.16.4oti(, GAU!'.3 KRA,.NGGAN T!MUR Rp 5.171 000,00 

5. 1.6.40.07 GAUS SEPARAH Rp 5.4'27.000,00 

5. 1.6.40.08 GALlS PAKA'AN DAJAH Rp 4.955.000,00 

5. 1.6.40.09 GAUS LONGKEK Rp 6.537.000,00 

5.1.6.40. 10 GAUS BANYU BUNIH Rp 8.345.000,00 

S. ~ . 0 . ·1 '}. ! ! n . .1.\I}~ T'IA I J:<'M A l\1 P,~ ,::; 7 ') ') ()()() ()() 
... t-" .. • .__,v,.,._~,...,._~ 

5. 1.6.40. 12 GAUS TELLOK Rp 6.529.000,00 

5.1.6.40. 13 GAUS BLATERAN Rp 5.481.000,00 

5.1.6.40. 14 GALIS KELBUNG Rp 6.811.000,00 

5. 1.6.40. 15 GALlS TLAGAH Rp 6.149.000,00 

5. ! .6.­10.16 C,\LlS LANTEK TIMOR Rp 6.255.000,00 

5. 1.6.40. 17 GAUS LANTEK BAR.AT Rp 6.192.000,00 

5. 1.6.40. 18 GALIS BAN JAR Rp 6.771.000,00 

5. I (i.40 IC) GALJS BANGPENDAH Rp 5.275.000,00 

51.6.40.20 GAUS SAD AH Rp 5.863.000,00 

'7 1 ,:; "r"'\ .- .... , ,-. '\1 I(." 0r,r"'lrlf\ r .,._ :::::' r: "7(\ rvrvrv (\('\ ,.J, J..V,'"'T'\J,L..t. ..... ~' ~J . ...,1 ,.> VVJ'-..1/'\. •"-t-' ,1.v1 \.J.\,l\,1V,\,1...J 

5.1.6.41 KECAMATAN KONANG Rp 87.908.000,00 

5. l.6.41.0l KO NANG GALIS DkJAH Rp 6.851.000,00 

5. 1.6.41.02 KONJ\NG DURIN BARAT Rp 8.132.000,00 

5. 1.6.41.03 KO NANG KANEGARAH Rp 5.621.000,00 

S. l .G.41.04 KONJ\Nl; DATOKADAN Rp 9.0G4.000,00 

5. 1.6.41.05 KO NANG DURIN TIMUR Rp 8.516.000,00 

5. 1.6.41.0() KO NANG PAK ES Rp 5.980.000.00 

5.1.6.41.07 KO NANG BANDUNG Rp 5.619.000,00 

5. l.6.41.08 KO NANG KO NANG Rp 6.31 9.000,00 

J.i.G."-ti.09 1\.Vt'lt\l'lV SEi~ /\SEI'.; Rp S.723.GGG,GG 

5.1.6.41 10 KO NANG CAMPOR Rp 5.259.000,00 

,5.1.6.41 11 KO NANG SAMBIYAN Rp 6. 128.000.00 
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KODE WILAYAH DANA BAGI HASIL RETRIBUSI 
DAERAH KODE KECAMATAN DESA 

5.1.6.41.12 KO NANG CANGKAREMAN Rp 6.067.000,00 

5.1.6.41.13 KO NANG GENTENG Rp 8.629.000,00 
JUMLAH TOTAL BAGI HASIL RETRmUSI DAERAH Rp 1.580.968.450,00 IBHRDI 
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Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
ta h u u augganw 2023, l1ese1 La laru pu a u uya 
keluaran Aplikasi Siskeudes; 

5 : Laporan Realisa si Pelaksariaan DBHP Tahun 
I 

Anggaran 2023 keluaran Aplikasi Siskeudcs: 

ten tang Laporan Desa Peraturan 
··­­·­'­­·­­···­­+­­­· ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari 
Kepala Desa atau sebutan lain; 

­­­ ­ ­­­­­­­­­ ­ ­­­­­­­­­­­­­­ 
2 Salinan dokumen RPJMDes 

perubahannya (jika ciilakukan perubahan), 
bagi dokumen RP,JMDes yang masih berlaku 
sesuai ketentuan perundangan undangan; 

------------,------··-e---- 
Salinan dokumen RKPDes tahun 2024 
clan/ atau perubahannva (iika dilakukan 
perubahan); 

TDK ADA 

,JlJMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH (DBHP) 

KELENGKAPAN BERKAS 

Berda sarkan surat pcrmohonan Kepala Desa Kecamatan 
.......... , Tanggal (tgl,bl,thn) Nomor: 140/ /XXX.XXX.XXX/ . 
Tentang Pcnyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP) sebesar 
Rp (huruf/terbilang) Tahun , dengan persvaratan 
scnagaimana tcrsebut dibawah ini: 

BANGKALAN 

140/ /433. (kode kec)/ . 
Pen ting 
l (satu) berkas 
Permohonan Penyaluran Dana 
Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP) 
Tahun Anggaran . 

Kepada 
Yth. Bapak Bupati Bangkalan 

di 

(Kecamatan), tgl.. ..... bln ..... thn ..... 

Nomor 
Sifat 
Lampira n 
Peri ha I 

Jalan Telpon . 
KECAMATAN . 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN FORMAT 1 

I. FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN DBHP 

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANGKALAN 
NOMOR :;- TAHUN 2024 TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PE MBA GIAN, 
PENETAPAN DAN PELAKSANAAN 
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH 
DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI 
DAERAH KEPADA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2024 
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i 

j 

I 
I ­r 
I 

8 

­'. ~ . . . _. TT ... 1 T""\. . fT\ ... I . .. T""\. __ . 0 1 ­ refatu1a11 n.epa1a ue:­.a 1e1ua11g rel1Jd.Udtdll 

Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa 
tahun anggaran 2024 beserta lampirannya 
keluaran Aplikasi Siskeudes; 

­ Perat.uran Desa tentang Perubahan 
Anggaran Penclapatan clan Belanja Desa 
tahun anggaran 2024, beserta lampirannya 
keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi desa 
yang melakukan perubahan APBDes); clan 
I*\ 
\ I ---- --- ----------------·--------------------- ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­L­­­­­­ 

Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran ] 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan I 
Belanja Dcsa tahun anggaran 2024, j 

beserta Iarnpirannya keluaran Aplikasi i 
Siskcudes (bagi desa yang melakukan I 

_______ E.~­~~~~1_ha~ __ "?­!~!~_Des)_;JJ j -----~-------- _ 
Surat Pernyataan Tanggung .Jawab mutlak I I 
terhadap penggunaan clan penyusunan DBHP I I 
d a ri K,·n::ilR r>PSR R1Rll sr­bn r a n la in. i 

bermater~i cukup sesuai dengan ketentuan II 

_vang bcrlaku; _ 
-· r ---------------------·------ ------- ------------··-----------·-----------·-----·-----,------·-- ------,------ -------------- - 

9 · Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan I 
~etentua~ yang ber~~ku, sesuai dengan nilai f 

oesaran uana yang rnterrrna; · ·­·­­·­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­+ 
Pakta Integritas Pcnggunaan DBHP , 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan I 
yang bcrlaku; 

1 . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ .. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­·t·­ ­­­­­­­­­~­ 
Salinan Keput usan Kepala Desa tentang I I 

::i~:r~~r~~;;;~it~";ii11;~ ·· ~f 
Bank yang ditunjuk, paling sedikit berisi i 

i I inforrna si tentang nama pemilik serta nomor I I 
T"'\Trr,,.,... , 1 
1,n.1.Jc::>, I · 

­ . ­ .. ­··­­­­··­·­·­­­···­­­·­­­­­­·­····­­ .. ···­ .. ­­­­­­····­··­­­­­­­­­­­­­­­t­­··­­­­­­­­l­­­­­­ ·­· ·­··­­·­··­­­··­·­···­· 
Salman Keputusan Kepala Desa tentang i i 

Pcngangk~tan dan Susunan Pcrangkat D_~sa I 
yang masih berlaku dan perubahannya (jika I 

ada peru bahan); I 

Salinan Keput.usan Kepala Desa tentang 11 

Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan , 
Desa (PPKD) tahun anggaran 2024 dan j 

~:~~~'~'ha:~:,~}'.~:.~d:~:::bal;~,,r:!~ tPnt,rno ~ ­­­­~­­­ _ 
i ,.,..~1. . .-4...L.t...L .. \.,4..t...t.. .l...L'-' 1-" , .. .-1. l ....... \.J\A...t....t.. .&...L'-' .t-''-A...t......._ .......... .._,.._;\_A.. .._,_,.L.Lfo..A ..... .L.t..b l 

i Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) i 
I tahun anggaran 2024 dan perubahannya (jika I 
i ada perubahan); , 
t ·--·--··-" ··-·······------·-···-·--··-------------··------·-··· ···------- .. ­­­­­1 ­­­­ J.,. __ 

· Salinan KTP Kepala Desa clan Kaur Keuangan I 
I 

- - L.·---···-----··. - . -·----·--~-·-··- .. ·--.··· .. --·----~--------·-·····---· ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­·­­_______l...___. J_ .. __ ­­ .. ­­­­­­­­­­··­·­­­ ­­· 

­ Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa tahun 
anggaran 2024, beserta lampirannya 
keluaran Aplikasi Siskeudes; dan 

6 
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______ ] ! 
···­­­l­­­­­­­­­ 

1 
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:·u1·Salinan NPWP Pemerintah desa; ~--=,~---1 
r­·­i­s­:­Dokumen Pelaksanaan Anggaran ­{DPA) t·. i 
: I I I I keluaran Aplikasi Siskeudes tahun anggaran , 1 t 

I 2024, terdiri atas: I I I 

l a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; I 1 
: 

!­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ +­­­­­­­­­~ 
I b. Rencana Kcrja Kcgiatan Desa; dan I ; 
~­­­­­­­­­­­­ . ­­­!­­­­­­­­­­­­­­­' 
i c. Rencana Anggaran Biaya. I ! 

i 19 t"ooktti:nen Pelaksanaan Peru bahan Anggaran t---r--l ---- -~ .. 
I ! l I i (DPPA) keluaran Aplikasi Siskeudes tahun I 

J anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan .11 

! perubahan APBDes), terdiri atas:(*) 
1 

I a. Rencana Kegiatan dan Anggaran I 
, PPrnh:::ih:::in DP~:::i· I I 

! ~~:::::: ::::a::!i:t:a~::~::an­=t=l ­­=­j 
I I I ' I :·20-Tsu~at Pernyataan pelunasan penyetoran ­ ­­­­­­,­­­­­­­­­­­­­­ ­: 
I I n,c,i<=1k­ npnao11n,c,,c,n ORT--TP t,:,h11n ,c,naa,c,r,c,n I I , I r­­­J·­­­­ r­·­00­­­­­­­­­­ ­­­­­ ­­­­­·­­ -·-00------ I J 

1 2023 bermaterai cukup sesuai dengan I I 
I ketentuan yang berlaku, beserta salinan II 

I 
bukti penyetorannya (jika ada 

I 

I pembelian/belanja yang dikenakan J I 

21 l ~:Jt::~11~1u tangkapan ­layar (scree;shoot) {­­t­­­­­­­ ­­~ 
f publikasi Anggaran Pendapatan dan I I 
I Belanja Desa (APBDesa) dan I I 
! per uba harmva (iika dilakukan perubahan) J i 
I I 

! Tahun Anggaran 2024 kepada I 
I I i masyarakat, melalui media informasi baik i 
i media cetak (seperti: I 

! ~­~~!~~~~pa~~~~~~~nne­~~ ­~~~ m~~!~.~~~­~~ I 
! Jc:I.JllU._Yc:1./, HlC.1.Ui­­'Uii UH.,Ulc:l Lll..,"'­UVlH.h.. I 
I (seperti: iklan televisi, media sosial, 
'Ii website, portal berita, blog, dan media I 

. elektronik lainnya); ! 
1­:22­l­Foto kegiatan fisik infra­struktur I 

' I 

I pembangunan desa, terdiri dari: [ 
i a. Foto finalisasi dengan titik koordinat I 

dan sudut pengambilan gambar yang! 
sama untuk kegiatan fisik I 
infrRstrnkt11r ru= rn h:::ini:r11nRn nPSR v:::ino- i 
telah ~id;n~i olehc, DBHP t;hu~ I 

, anggaran 2023 (bagi desa yang/ 
J menganggarkan kegiatan fisik J i ' 
I infrastruktur); ; 1 : 

f----···· . . _--- .. --------~--···---. ­­­+­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­·, 
, o. Foto awal dengan trtik koordrnat d an I 

sudut pengambilan gambar yang sama I 

untuk kegiatan fisik infrastruktur I 
pembangunan desa yang akan didanai \I 

I oleh DBHP tahun anggaran 2024 (bagi , 
· • ._ .. _J__ ·­­­­­­­­­­· 



Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan 
2. Kcpala BPKAD Kab. Bangkalan 
3. l nspekt ur Kab. Bangkalan (tanpa lampiran) 

NAMALENGKAPCAMAT 
PANGKAT/GOLONGAN 
NIP . 

CAMAT (NAMA KECAMATAN) 

Dernikian untuk menjadi periksa. 

Kecarnatan dengan Nama Kaur Keuangan pada 
Nomor rckening . 

Desa _ . 
bersarna ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil 

i 
l ____ , _ 

··-·-·1 

j 
! ­+­­ 
/ 

d a n evalua si 
ke l uar an: 
a. Aplikasi 

(Prodeskel) 
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ciesa­ya~g­n1e~gangga.rka~­ kegiE1­ta~­r T ··------i 
fisik infrastruktur); dan i i 

L----· .. ·-----·----------·--------,··· ··­+­­­­­·­· ; ­­­­­ ­­­­­­­­~ 
c. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi i ' 

untuk kegiatan fisik infrastruktur I 
- ,, -- ...... r,, - ,...... .•• -- ...... ....... ,..:J ..-. '"" ,r--. .. T .............. ,..,,. +· ,--,, 1 ,...... t- ,...,l ; ..... 1 ..-. -- r'> ; i 
J.J\_,1J..1UC..l11f;LI.1..1Cl.J.1 \.l\_..v'C.l. )'Cl.J.1.6 l.\......1C..Li1 \.11\J.C..Ul.CU. i 
oleh DBHP tahun anggaran 2023, [ 
merupakan hasil pengambilan garnbar ! 
di satu titik lokasi yang sama, ! 
bermaterai cukup sesuai dengan I 
ketentuan yang berlaku (bagi desa I 
yang telah menyelesaikan kegiatan I 

. fisik infrastruktur dari DBHP t.ah u n i 
I i I 
i anggaran 2023). i I 

----i- -··· ··-------·-····-····-·--·--·---··-----------·-!---·· ··-·--r--· .... - ·---~ 
').1 I S::ilin::in rl o k u m e n i nfrrrrn a s'i ten ta n o nrnfil I ! ..... . I I 

perkem bangan desa, 
1 

! 
I I 

Profil Desa/ Kelurahan I' 

tah un 2024, yang : 
.. .... • .. I rne nu nj u xkan nasu Kias111Kas1 aesa ! 

minimal berstatus Swakarva; dan ! ­­­­­­­­·­·····­·­·­­­­­·­· .. ­ ····­­­­­­·­­­ ­ ­­­­······­· ··­­­­­1·­·· 
b. J\plikasi Evaluasi Perkembangan 

Desa/ Kelurahan (Epdeskcl) tahun ! 
2023, yang menunjukkan hasil tingkat i 
perkembangan desa minimal berst.atus I 

_L_ herkem ban_g __ · _ 



22 dicentang pada kolom "TIDAK ADA". 
•!• Apabila pada poin nomor 20 tidak ada pembelianjbelanja yang dikenakan pajak, 

maka redaksi pada poin nomor 20 dicentang pada kolom "TIDAK ADA". 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP, dilakukan secara manual, 

maka Hal 487 s/d 51 masing-masing dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Kecamatan Setempat 
2. DPMD Kab. Bangkalan 
3. BPKAD Kab. Bangkalan 
4. lnspektorat Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP dilakukan melalui aplikasi 
ponyn1T1rnn ORllP ynng rU<:onin'lrnn n1oh Pernkiab, Rnng'lrn1nn, r,yr,'lrn lln1 4.R c/n "1 

masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di 
masing-masing Kecamatan. 

CATATAN: 
•!• Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 7, 19, 22 di Hal 49 & Hal 50, 

dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan 
kegiatanfisik infrastruktur dari DBHP. 
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Sebagai bahan pertimbangan bersarna ini disampaikan bcrkas 
kelengkapan permohonan sebagai berikut: 
l. Salinan dokumen RPJMDes dan/ a tau perubahannva (jika 

dilakukan perubahan), bagi dokurnen RPcJMDes yang masih 
beriaku sesuai ketentuan perundangan undangan; 

2. Salinan dokumen RKPDes tahun 2024 dan/atau perubahannva 
(jika dilakukan perubahan]; 

3. Peraturan Desa tentang Laporan Pert.anggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 
anggaran 2023, beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes; 

4. Laporan Realisasi Pelaksanaan DBHP Tahun Anggaran 2023 
kcluaran Aplikasi Siskeudcs; 

0. Peratura n Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
se:rt::i Peratura n Kepala Desa Terrtang Penja ha ran Angg::irnn 
Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024, bcserta 
lampirannya keluaran Aplikasi Siskcudes; 

6. Peratura n Desa tentang Perubahan Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa tahuri 
anggaran 2024, beserta lampi.rannya keluaran Aplikasi Siskcudes 
(bagi desa yang melakukan perubahan APBDes); (*) 

7. Surat Pernyataan Tanggung .Jawab mutla.k terhadap penggunaan 
dan pcnyusunan DBHP dari Kepala Desa atau sebutan lain, 
bermaterai cukup scsuai dengan ketentuan yang berlaku; 

8. Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan yang berlaku, 
scsuai ctengan nilai besaran Dana yang diterima; 

9. Pakta lntegritas Penggunaan DBHP berrnaterai cukup sesuai 
derigan ket enrua n yang ber lak u: 

10. Salinan Keputusan Kepala Dcsa te ntang Rekening Kas Desa tahun 
anggarnn 2024; 

Rekening Nomor 
Kecamatan sebesar Rp. 
Desa pada Bank .Iatim 

Tahun...... Desa 
(h u ru f/ terbilang) 

Bersama 1111 disampaikan dengan horrnat pcngajuan 
permohonan penyaluran Dana Bagi Basil Pajak Daerah (DBHP) 

BANG KALAN 

Kepada 
Yth. Bapak Bupati Bangkalan 

Melalui Bapak Ca mat . 
di 

140/ .... /xxx.(kd.kec).(kd desa)/ ... 
Pen ting 
l (satu) berkas 
Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak 
Dae rah (DBHP) Tahun 
Anggaran . 

(nama desa), tgl... bln .... thn .... 

FORMAT 2 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN 
KECAMATAN . 

DESA . 
.Jalan Telp . 
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Nomor 
Sifat 
l.ampiran 
Peri ha I 



a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Desa; 
b, Re ncaria Kerja Kegiatan Desa; dan 
c. Rencana Anggaran Biaya Perubahan, 

19. Surat Pernyataan pelunasan penyetoran pajak penggunaan DBHP 
tahun anggaran 2023 bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku , beserta salinan bukti penyetorannya (jika ada 
pembelian/belanja yang dikenakan pajak); 

20. Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan perubahannva (jika 
dilakukan perubahan) Tahun Anggaran 2024 kepada masyarakat, 
melalui media inforrna si haik media cpt·::ik (sf'f)f'.rti: 

baliho / spanduk/banner, dan media cetak lainnva), maupun 
media elektronik (seperti: iklan televisi, media sosial, website, 
portal berita, blog, dan media elektronik lainnva]: 

21. Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa, terdiri dari: 
c·i 
a. Poto finalisasi dengan tit.ik koordinat dan suciut 

pengambilan gambar yang sama untuk kegiat.an fisik 
infrastruktur pembangunan de sa yang telah didanai oleh 
DBHP tahun anggaran 2023 (bagi dcsa yang 
rne nga ngga rk.an kegiatan fisik infrastruktur); 

b. Foto awal dengan titik koorclinat clan sudut pengambilan 
garnbar yang sama untuk kegiatan Iiaik infrastruktur 
pembangunan desa yang akan didanai oleh DBHP Tahun 
RnggRrnn '2024 (bagi ctPSR _vRng mPng;:ingg~1rk;:in kt>giRtRn 
fisik infrastruktur); clan 

c. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk kegiatan 
fisik infrastruktur pembangunan clesa yang telah d id a nai 
ole h DBHP tahun anggaran 2023, mcrupakan hasil 

(DPPA) keluaran 
(bagi desa yang 

18. 

11. Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang ditunjuk, 
paling sedikit berisi informasi tentang narna pemilik serta nomor 
RKDes; 

12. Salinan Keputusan Kcpala Desa tentang Pengangkatan dan 
Su su nari Perangkar Desa yang masih herlaku dan peru bahan nva 
(jika ada perubahan]; 

13. Salinan Keput.usan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana 
Pengelolaan Kcuangan Dcsa (PPKD) tahun anggaran 2024 dan 
peruba hannva (jika ada pcrubahan); 

l­i , Salman Keput.usan Kepaia Desa tenrang Penetapan Tim Peiaksana 
Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024 dan perubahannya (jika ada 
perubahan); 

15. Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; 
16. Salinan NPWP Pemerintah desa; 
17. Dokumen Pelaksariaan Anggaran (DPA) keluaran Aplikasi 

Siskeudes tahun anggaran 2024, terdiri atas: 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; 
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
,, f~Pnr~1n~i Arigga ra n Biay». 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024 
melakukan perubahan APBDes), terdiri atas:(*) 
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1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran DBHP yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, ma.ka Hal 53 s/d SS 
masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di 
ma.sing-masing Pemerintah Desa. 

CATATAN: 
·:· Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 6, 18, 21 di Hal 53 & Hal 54, 

dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan 
kegiatanfisik infrastruktur dari DBHP. 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP, dilakukan secara manual, 
.....,.,.,,&,..,.. u,.., i::~ ~,,, u,,,1 ~~ ,1.;h ... ,..+ ~ 1+9,..,..1 .. ,....,.,..i,..,..11"\ ,1.;.,..,....,.,..,,..,+..£..Z....,,, ,,.,..,,...;. 
··-· - ··-· -- -, - ··-· -- -·--- - , ·::,-1 • -··::,• -r, ­·r­· ..,­ ­­::,·· 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA .. 

Demikian untuk menjadi periksa 

pengambilan gambar di satu titik lokasi yang sama, 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
(bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan fisik 
infrastruktur dari DBHP tahun anggaran 2023). 

22. Sa liria n dokurnen informasi tentang profil dan evalua si 
perkembangan desa, keluaran: 
a. Aplikasi Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel) tahun 2024, 

yang menunjukkan basil klasifikasi desa minimal 
berstatus Swakarya; dan 

b. Apiik aai Evaiu a.si Perkembangan Desa/Kelurahan 
(Epdeskel) tabun 2023, yang menunjukkan basil tingkat 
perkembangan desa minimal berstatus berkembang. 

­55­ 



NGKAP KEPALA DESA/Pf. KEPALA DESA) 

MATERAl TTD 

N ama Desa, tgl, bln, thn 
~~~A DESA/Pj. KEPALA DESA . 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa . 
Kecamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rnenyatakan bahwa saya bertanggung jawab 
penuh secara formal dan material terhadap Penggunaan serta 
Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 
(DBHP) Tahun . . . . . . yang kami gunakan/ salurkan, selanjutnya atas 
kebenaran laporan tersebut, bukti­bukti asli realisasi penggunaan dana 
y::mg rercantum dalarn laporan tersebut kami simpan sesuai ketentuan 
yang berlaku untuk kepentingan administrasi dan pemeriksaan aparat 
pengawasan fungsional. 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

FORMAT4 

A LENGKAP KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA) 

TTD MATERAl 

Nama Desa, 20 .. 
Penerima, 

EPALA DESA/Pj. KEPALA DESA . 
Rp . 

Untuk Pembayaran 

Bupati Bangkalan 
(Sekian Ratus juta sekian ratus ribu sekian rupiah 
sekian sen) 
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Desa . 
Kecamatan Tahun . 

Sudah terima dari 
Jumlah uang 

KUITANSI 

FORMAT3 
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2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran DBHP yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 56 masinq- 
masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing- 
masing Pemerintah Desa. 

CATATAN: 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP, dilakukan secara manual, 

maka format kuitansi pada Hal 56 dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 
4. BPKAD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP, dilakukan secara manual, 
makaformat SPTJM pada Hal 56 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 
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CATATAN: 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP dilakukan secara manual, 

maka Hal 58 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 
l. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran DBHP yang disediakan. oleh. Pemleab, Bangkalan, maka Hal 58 dibuat l 
(satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing 
Pemerintah Desa. 

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA) 

MATERAI TTD 

(Diisi Nam.a Desa), Tanggal, Bulan, Tahun 
.----..;:-PALA DESA/Pj. KEPALA DESA •••••••••••• 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil 
Pajak Daerah (DBHP) Tahun ......... , dengan ini menyatakan bahwa saya : 
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 
2. Akan menggunakan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP) sesuai dengan 

ketentuan Peraturan perundang­undangan yang berlaku; 
3. Apabila saya melanggar hal­hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta 

Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan 
perundang­undangan yang berlaku. 

Pemerintah Desa . 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nam.a 
No. Identitas KTP 
Alam.at 
Jabatan 
Bertindak untuk dan 
Atas nama 

PAKTA INTEGRITAS 

FORMAT 5 
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i 
I 
I 
I : 
I I 

i '···------ -· ...... -· -------·---· -----··--·-----~--··- ··-····-· _ _l_ : --···-···-····-··--· 

keluaran Aplikasi Siskeudes; dan 

. 
! 
t--·· ' .. 

"-t 

: DESJ\ ····­­···­· .. ····­­­­········ ­­­·­·····­····· ­­­­ ­­­····­­­­ ­­­­­T~ 
I I 
. . . . ..... ­ . . ··­­­­­­­­­­·­­­­­­···­­­­­­­· ­­­­­­­­ ···­ ­ .. ­­­­i­­ ···­­­­·· ­·­ ­ 
: Kl~C/\MATAN I : 

~-- ''' ·-····-- . '. ···-···-···· ·······--··-··-··-· ... ··-···-··-- -······. ·--··--···-···-+·········· ···--·-·--····· ·····-··· i ; JUMLAH DANA RAG! HASIL RETRIBUSI DAERAH : 
i ' (DH! 11~) ; I . r .. 
! NO Kf•:LENGKAPAN BERKAS L' ADA i TDK ADA ' 
I I 
I ....... ·--····-·- .. ·- .. -·-----· ...... ··-------·-·· -· .. ····-·-----·-------···--·-····-·--· ·----··· ­­­­··­+­·­­·· .. . ·····----····i 

:­:;urat r­enganrar Permononan Penyaluran ! I 
dari Kcpala Desa atau sebutan lain; , i 

r···2 Salinan dokumen RPJMDes dan/atau ! i 
perubahannya (jika dilakukan perubahan), i , 

, bagi dokumen Rr\JMDes vang masih berlaku ! 
I , 

.. J .~esu_~!_k~~~n­~l:'­~.1: perundangan u~~danga~_; ­­­­­·­­t· ­·· 
3 ! Salinan dokumen RKPDes tahun 2024 

• dan/atau perubahannya (jika dilakukan i i 
perubahan); I i : 

­­·­···­­­­­­­·­····­· ­­­­­, ­· ' • ·­­ T .. ­­­­­­·­t­···­··­··+···­··­­­ ···­­­­­­­­! 
Feiai.u,au De sa te111.a11~ Laµu1a11 I : 
Pertanggungjawaban Realisasi Pclaksanaan I . 
J\nggaran Pendapatan dan Belanja Desa f 

rahun anggaran 2023, beserta larnpirannva I 
keluaran Aplikasi Siskeudes; i 

S Laporan Realisasi Pelaksanaan DBHR tahun I 
anggaran 2023 keluaran Aplikasi Siskeudes; 
.. ···---· ···-----···-. ·---- ··--------· ·----··-······-----!-----······ 

6 ­ Pernturan Desa t.entang Anggaran : 
Pendapatan dan Belanja Desa tahun J 

t'"l'f'"""IIT<Y"'••n...-, •")()1)/J h~c-or+n 1..-.....,,..,~;.,.-n,......,,...,,:rn I 
l.J..J..l.t)hl.J..J..l.f....l..L "-V,1,.J I' v,..,.,..,,.,..l l..l.A.. J.LolL.1....1._l-'.J..LU..lJ..LJ•' l.A. \ 

I 

Berdasarkan surat perruohonan Kepala Desa Kecamatan 
.......... , Tanggal ... (tgl,bl,thn) Nomor: 140/ ..... /XXX.XXX.XXX/ .... 
Tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHR) scbesar 
Rp (huruf/terbilang) Tahun , dengan persvaratan 
sebagaimana tersebut dibawah ini: 

BANGKALAN 

Kepada 
Yth. Bapak Bupati Bangkalan 

di 

140/ /433.(kode kec)/ . 
Pen ting 
I (sat u) berkas 
Perrnohonan Penyaluran Dana 
Bagi Hasil Retribusi Daerah 
1nn1 IP) 'T',::,h11n AnoO<­>T"!C>n 
t·· - - ·· · · • ·, ........ - • _ .... - · - ... ~oo--- ...... ~~ 

(Kecamatan), tgl. bln thn . 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN FORMAT 6 
KECAMATAN . 

Jaian Teipon . 

Norn or 
Sifat 
Larnpiran 
Pcrihal 

II. FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN DBHR 
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.... I - Peraturan Kepala Desa Te~tangl I . -i 
I Penjabaran Anggaran Pendapatan. dan I I I 
! Belanja Desa tahun anggaran 2024, I I ! 
i beserta lampirannya keluaran Aplikasi l • 
I l I . 
l <"'..: ,...1- ...... .., ... rl _ ...... ..,... l 

7 -fl-~- ;~~::i:~· . Desa tentang Perub­;h;~1­­t­­­­­­­­~­­­­J 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa I ' 
I tahun anggaran 2024, beserta J 

I lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes J 

i ­~::~e:~~~~~~)g melakukan pcrubahaJ j__ __ ---! 

I - Peraturan Kepala Desa Tentang I I ' 
I Penjabaran Perubahan Anggaran [ I 

0#':>'t'1rlf"1rlf")t·f")n dan Qplnnl..-. llPCH) +0h11n I l 

~;};;~;~~~ .. 2024, ~;;;·~ 7;;;ir;:;~;: I I 

j. I keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi desa 1· I 
: i yang melakukan perubahan APBDes);(*) I . . : 
!­­­­~f­­t.­surat Pernyataa­n Tanggung .iawab mutlak­t­­··­­­­jl­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1 
. I I . 

i terhadap penggunaan dan penyusunan i I ' 
I DBHR dari Kepala Desa atau sebutan lain, I I 

I 
J bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan i j J 

i ­9­­­~i(;~~­*::·Ia:~~mMerni cukun­­ berdasarkRnf­­­­­­­+­­­­­­­­­­~ 

J ketentuan yang berla~u,_ ses~ai dengan nilai lj 

11 

: 

: [ besaran Dana yang diterima; : 
1­­i­ci­T Pakta Integ~itas Penggunaan DBHRl­­­­­1­­­­­­­­­­­­­­·­­­­­1 

' I bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan I I i 
I • • • I ! 

: I x~1.1~­~~­r~~~~1:1_; ­­­·­­­ ­­­­­­­­ I ---- _L__________ ­­­­­­­­­ 
! l l I Salinan Keputusan Kepala Desa tentang i I \ 

I I Rekcning Kas Desa tahun anggaran 2024; 1 I : 
·­­­­­­­­­­­j­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~­­­­­­­­~­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ·. 
' 12 1 Salinan halaman pertama buku RKDes dari i J · 

I Bank yang ditunjuk, paling sedikit berisi I I 

inforrnasi tentang nama pemilik serta nomor I I 

RKDes; t 
, Salinan Keputusan Kepala Desa "tentang1 ­­­r­ ­~ 
I ~~~~a~~~~:1i~~~~~.~~~~n~~­~:~~~:~~­: ~;~1~~ I ! i i ::~~5p:~:;:ih:~it1au uau p-,i uuauauuya ui~a I I 

f 14t:=~~::~i~:::a ;:~:~~01~:s:e::::n­­­ . ­­~ 
: 

1 
Desa (PPKD) tahun anggaran 2024 dan I I 

i 1s*1Yn1~h. ­~~:;:t~::uad;e::~bai:;l; tentang LI, 1 . ;··.i 

: I Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) I • 
j I tahun anggaran 2024 dan perubahannya I I ! 
· I liikR RdR nPrnhRhRn)· ! ! ., ­­ ­+­.':'.._:_~:~:­~~­~:­~_:­­__:­ ·­. ­· ·' ­ , .. , , ­­­­­­ t­­­­­­­+ ­­­­­­­­­­­­­­­­i. 

16 I Salman KTP Kepala Desa dan Kaur I I , 
I Keuangan I I ! 

1 ·1·1­J­saiinanNPWPPe~erintah desa; 4­­­­­­t­­­ ­­ 
1 _J_ ' ·1s­lDcJkume11 Pc~laksanaan­ Anggaran ­­­­TDPA) 1­­­­­­­­t ­­­­­­­­­­ 

-·- _[_ ·--·------------·-·· . L -- __ . L . --·------ . 
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anggaran 2024 (bagi desa yang 
mcnganggarkan kcgiatan fisik 
infrastruktur); dan i 
Sur­c1t pern_~'at_a_a_;. b_a_h~a ­­fotoj­ ­ ­t­­ 
finalisasi ur1t_u_k_· ~­g_i~­t~i­i__ _ fisik J_ _ 

tah un 

fisik · 
des a 

sarn a untuk kegiatan 
infrastruktur pembangunan 

22 

a. _;:·~~­1~;~~n ;~~=~:~~­­­~ia_n __ ::ggara:L -I ... _ 
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan ! , 

·-··-- .... .... .. ····----···· . ·---··-·--·---··----·····--·-··-----!--··- ····­­­­+­· 
:1 c. Rencana Anggaran Biava Perubahan. i ' • I ! 

20 i··s{l-;a, r>~;~-:iyat;{an - pelunasa~­pe~)1­et~<~~a~­­r­­­­­­­­·­­1­­·· 
: i 

: pajak penggunaan DBHR tahun anggaran i · 
I 

2023 bermaterai cukup sesuai dengan ! 

ketentuan yang berlaku, beserta salinan i 
bukti penyetorannya (jika ada ! 
pcm heliarr/ belanja yang dikcnakan pajak); 

2 i ·: rioto 1angkapan 1avir.Tsc;eensit_o_otJ ru"t)!ikasil­· ­ 
, - I 
l "¥\rt'<Ynrnt"'\ Do"Y'lrlnr"\nt-'"'"" rln..-, J'.l,::.fn-n1(''1 r'\oC'II") 1 
1 I LLLbb'-"J t.-l.J ! .a ,.,. J'L.l<.t.t~l.4\.-<A.lL \.-4C...t.l.t I..J\,.., .. U.--1.J .1.JC..A... •­­''­•V'­"­ I 
1 (APBDcsa) tahun anggaran 2024 dan/ a tau , . I 
: peruba hnnya (iika dilak ukan perubahan) : 

kepada masvarakar, melalui media inforrnasi 
baik media cetak (seperti: 
baliho/spanduk/banner, dan media cetak 
lain nva}, rnaupun media elektronik (seperti: 
iklan tclcvisi, media sosial, website, portal ; , 

~ft bl<J:~.~;:­~edia :!~tr()~~I,'11~J- - ­+­ 
~ I 

pembangunan desa, terdiri dari: I 
a. Foto finalisasi dengan t.itik koordinat j 

clan sudut pengambilan gambar yang I 
i 

sama u n t uk kegiatan fisik f 

i n Ira s i ru k i u r pemiJangunan cie s a 

yang telah didanai oleh DBHR tahun 
anggaran 2023 (bagi de sa yang 
menganggarkan kcgiatan fisik 
infrastruktur); 

1 

1 · b. Foto awal dcngan ti tik koordinat dan 1 
I sudut pengambilan gambar yang l 

I ­··­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1 ­·­­·­···· 

J <) 
1 

Dokumen Pel.aksanaan Perubahan Anggaran 

1, 

I (DPPA) keluaran Aplikasi Siskeudes tahun 
f ... • ·• • ._ • • • • ,'\/"\•"\,, fl. • •. '. ,1 __ .•o ­ • •• ,• •• ­­~­ .1 •o 1 .• .1. - A• 

' i111l:,l:,dldll LVL~ \Ui:tl:,1 uc;::.c:1. )'dlll:, UICfrU\.Utl..d.11 ! 

pcrubahan APBDcs), terdiri atas:(*) 

keluaran Aplikasi Siskeudes tahun angga­ran r­­ ­ i­­­­­ 
2024, terdiri atas: [ 

, a. Rencana Kegiatan dan Anggaran j 

f­1;­ ~::~:::1.nd Kc;"ja KegiaL~1_1­Dc­si;­Jd­;1­·­­1­­ j­ . 
­­­­­­ ­­­­­­·­­­­­­·­­­··­­­­­­­· ­­­­­­·­­·­ ­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­· ·--------i- ------~· .. 

c. Rcncana Anggaran Biava. ' : 
­­­­.­­­­­­­­­­­·· . 
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--,,...:-- v--- -+-- ., . ........__ .... ::, ....... _ .... _ ­..... ..... 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHR dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran DBHR yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 59 s/d 62 masing- 
masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing- 

NAMA LENGKAP CAMAT 
PANGKAT/GOLONGAN 

NIP .. Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan 
2. Kepala BPKAD Kab, Bangkalan 
3. Inspektur Kab. Bangkalan (tanpa lampiran) 

rA'l'A'J'AN • 

•:• Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 7, 19, 22 di Hal 60 & 61, dicantumkan 
bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan fisik 
infrastruktur dari DBHR. 

•:• Apabila poin nomor 7, 19, 22 tidak dilakukan, maka redaksi pada poin nomor 7, 19, 22 
dicentang pada kolom "TIDAK ADA". 

•:• Apabila pada poin nomor 20 tidak ada pembelianjbelanja yang dikenakan pajak; maka 
redaksi pada poin nomor 20 dicentang pada kolom "TIDAK ADA". 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHR, dilakukan secara manual, maka 
Hal 59 s/d 62 masing-masing dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Kecamatan Setempat 
2. DPMD Kab. Bangkalan 
3. BPKAD Kab. Bangkalan 
4. lnspektorat Kab. Bangkalan 

CAMAT •....• (NAMA KECAMATAN) 

Dernikian untuk menjadi periksa. 

Kecamatan dengan Nama Kaur Keuangan pada 
Norn or rekening . 

Desa . T~h11n 

bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil 

1­ ~:r~:·:::~:ida~=;"o~::g~:~nR ta~~= 1­­­1 l 
i anggaran '.2023, merupakan hasil I ! · 

[ pengambilan gambar di satu titik l I 
r 1,­­,,.1_.r..­­,C'I~ TTr,'Y'll.rT C" ... _........r, h,...._.,..._.,,"tf­~­n.; "'­,­,lT"ll.,..... 1 
, .1.V.L~<AV&. ~)' <....l..&..1.E, ~Ll...&..I..J..<A, IJ'­,­.1. .l..lJ..<.A._L\.....,...l. (_,l_.l. '­' \A.-L~\A.1..1 l 
I d k ' J se suar engan · etentuan yang ! 
I berlaku (bagi desa yang telah I 
i menyelesaikan kegiatan fisik 
! 
! infrastruktur dari DBHR tahun i I 1 

: ­L­­­­~~­!}~a r~~~(_)_23 )_. ­­­·­­­­­­­­­1­­­­+­­­ • 
! 23 I Salinan dokumen infonnasi tentang profil I j 

: ! dan evaluasi perkembangan desa, keluaran: i i : 
i I I I ' 

I a. Aplikasi Profil Desa/ Kelurahan 1· I 
, [Prndeakel] ta hun 2024. vanz I 
I . - ~ ' I 

I 

menunjukkan hasil klasifikasi "" 11•1 [ 

minimal berstatus Swakarya; dan 
t b. Aplikasi Evaluasi_____ Perkembangan I 
I Desa/Kelurahan (Epdeskel) tahun 2023, I 
I yang menunjuxkan hasii tingkat I 
I perkembangan desa minimal berstatus 

i i berkembang. i ' , J __ . ­­­­­­­­­·­­­­· _ _J . __ L. . .. _j 
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Sebagai bahan pertimbangan bersama ini disarnpaikan berkas 
kelengkapan permohonan sebagai berikut: 
l. Salinan dokumen RPJMDes dan/ a tau perubahannva (jika 

dilakukan perubahan), bagi dokumen RPJMDes yang masih 
beriaku scsuai ketent uan perundangan undangan; 

2. Salinan dokumen RKPDes tahun 2024 dan/atau perubahannya 
(jika dilakukan perubahan); 

3. Peratura n Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 
anggaran 2023, beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudcs; 

4. Laporan Realisasi Pelaksanaan DBHR tahun anggaran 2023 
keluaran Aplikasi Siskeudes; 

5. Peraturan Desa tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Desa 
st•rt;:i Pe­rar u ra n Kepala DPsa Te ntang Penjaha ran Angr:rirnn 
Pcndapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024, bcscrta 
lam pira n nya keluara n Aplikasi Siskcudes; 

6. Peratura n Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Desa rah un 
anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes 
(bagi desa yang melakukan perubahan APBDes); (*) 

7. Surat Pernyataan Tanggung .Jawab mutlak tcrhadap pcnggunaan 
clan penvusunan DBHR dari Kepala Desa atau sebutan lain, 
bermaterai cukup scsuai dengan kctentuan yang berlaku; 

8. Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan yang berlaku , 
sesuai dengan nilai besaran Dana yang diterima; 

9. Pakta lntegritas Penggunaan DBHR bermaterai cukup sesua i 
rkng:1n keterrtua n v:1ng berla ku: 

10. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rckcning Kas Desa tahun 
anggarnn 2024; 

Bersama 1111 disarnpaikan dengan hormat pcngajuan 
permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah {DBHR) 
Tahun.... .. Dcsa.... Kecamatan sebesar Rp. 
(huruf/terbilang) Rekening Desa pada Bank .Iatirn Nomor 

BANG KALAN 

Kepada 
Yth. Bapak Bupati Bangkalan 

Melalui Bapak Camat . 
di 

140/ .... /xxx.{kd.kec).{kd desa)/ ... 
Pen ting 
1 (satu) berkas 
Pe nva luran Dana Bagi Hasil 
Retribu si Daerah (DBHR) Ta hun 
Anggaran . 

(nama desa), tgl... bln .... thn .... 

Nomor 
Si fat 
Larnpiran 
Pcrihal 

FORMAT 7 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN 
KECAMATAN . 

DESA . 
.Jalan Telp . 
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:-1. Rericana Kegiatan clan Anggaran Perubahan Desa; 
b. Rericaria Kerja Kegiatan Desa: dan 
c. Re nca na Anggaran Biaya Perubahan. 

19. Surat Pernvataan pelunasan penyetoran pajak penggunaan D!:3HR 
tahun anggarnn 2023 berrnaterai cukup sesuai dengan kerentuan 
vang berlaku, beserta salinan bukti penyctorannya (jika ada 
pcmbelian/bclanja yang dikcnakan pajak); (*) 

20. l•oto tangkapan lava r (screenshoot) publika si Anggaran 
Pcndapat.an dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2024 
dan/ a tau pcrubahannya (jika dilakukan perubahan) kcpada 
m a sva ra ka t mr­la lu i med ia informasi haik media c,~tRk (sep<•rti: 
baliho/spanduk/banner, dan media cetak lainnva], maupun 
media elektronik (seperti: iklan televisi, media sosial, website, 
portal berita, blog, clan media elektronik lainnya); 

21. Foto kcgiatan fisik infrastruktur pembangunan desa, terd iri dari: 
(:·; 
a. Foro finalisasi dengan t.itik koordinat dan sudut 

pengambilan gambar yang sarn a untuk kegiatan fis ik 
infrastruktur pembangunan clesa yang tela h did anai oleh 
DBHR tahun anggaran 2023 (bagi desa va ng 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); 

b. Foto awal dengan titik koordinat clan sudut pengambilan 
gambar yang sama untuk kegiatan Iisik infrastruktur 
pembangunan desa yang akan didanai oleh DBHR ta hu n 
anggRrnn 2024 (h::igi dPsa ya ng rne nga ngga rkan kt>gi;.:itRn 
fisik in fr'a s tru ktu r); 

c. Surat pernyataan ba hwa foto finalisasi untuk kegiatan 
fisik infrastruktur pembangunan desa yang telah d id a.nai 
oleh DBHR tahun anggaran 2023, mcrupakan h a sil 

(DPPA) keluara n 
(bagi desa yang 

18. 

11. Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang ditunjuk, 
paling sedikit berisi informasi tentang nama pemilik serta nomor 
l<KDes; 

12. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan clan 
Su su na n Peranvkat Desa va nz masih berlaku dan pernbahan nva .._ _ _. . ~' .__, ... 

(jika ada perubahan); 
I 3. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana 

Pcngelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun anggaran 2024 dan 
perubahannya (jika ada perubahan); 

i 4. Saiinan Kepur.usan Kepaia Desa tentang Penerapan Tim Peiaksana 
Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024 clan perubahannya (jika ada 
perubahan): 

I .S. Salinan KTP Kepala Dcsa dan Kaur Kcuangan; 
16. Salman NPWP Pemeriniah desa; 
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran Aplikasi 

Siske udes tahun anggara n 2024, terdiri atas: 
a. l"<encana Kegiatan d an Anggaran Uesa; 
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; d an 
<' l~<­~ncRnR AnggRrRn F~iRyR. 
Dokurnen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024 
melakukan perubahan APBDes), terdiri atas: (*) 
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•:• Apabila pada poin nomor 19 tidak ada pembelianjbelanja yang dikenakan pajak, 
maka redaksi pada poin nomor 19 harue dihapus. 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHR dilakukan secara manual, 
maka Hal 63 s/d Hal 65 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHR dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran DBHR yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 63 s/d 65 
masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di 
masing-masing Pemerintah Desa. 

CATATAN: 
•:• Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 6, 18, 21 di Hal 632 & 64, 

dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan. APBDes & menganggarkan 
kegiatanfisik infrastruktur dari DBHR. 

·:· Apabila poin nomor 6, 18, 21 tidak dilakukan, maka redaksi pada poin nomor 6, 18, 
? 1 hnrr,c: rUhnnuc: - - - - --- -- -- -- -- ---.&- -- -- • 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
I. Kepala DPMD Kab. Bangkalan 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA . 

Dcmikian untuk menjadi periksa 

pengambilan gambar di satu titik lokasi yang sa m a, 
bermatcrai cukup se suai dengan kctentuan yang bcrlaku 
(bagi desa yang telah menyclesaikan kegiatan fisik 
infrastruktur dari DBHR tahun anggaran 2023). 

22. Sa lina n dokurnen informasi rentarig profil da n eva lua si 
pcrkembangan desa, keluaran: 
a. Aplikasi Profil Desa/ Kelurahan (Prodeskel) tahun 2024, yang 

menunjukkan hasil klasifikasi desa minimal berstarus 
Swakarva; dan 

b, Ap11Kas1 Evaluasi Perkernbangan Desa/Keiurahan (Epdeskel) 
tahun 2023, yang menunjukkan hasil tingkat perkernbangan 
de sa minimal berstatus berkembang. 
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GKAP KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA) 

MATERAI TTD 

Diisi Nama Desa), Tanggal, Bulan, Tahun 
~~A DESA/Pj. KEPALA DESA . 

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenamya. 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa . 
Kecamatan .. .. . . . . . . . . . . . . . . . menyatakan bahwa saya bertanggung jawab 
penuh secara formal dan material terhadap Penggunaan serta 
Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Retribusi 
Daerah (DBHR) Tahun yang kami gunakan/ salurkan, selanjutnya 
atas kebenaran laporan tersebut, bukti­bukti asli realisasi penggunaan 
dana yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk kepentingan administrasi dan 
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

FORMAT9 

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA) 

TTD 
MATERAI 

Nama Desa, 20 . 
Penerim.a, 

EPALA DESA/Pj. KEPALA DESA . 
Rp . 

Untuk Pembayaran 

Bupati Bangkalan 
(Sekian Ratusjuta sekian ratus ribu sekian rupiah 
sekian sen) 
Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa . 
Kecamatan Tahun . 

Sudah terima dari 
Jumlah uang 

KUITANSI 

FORMAT 8 
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1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHR dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran DBHR yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 66 masing- 
masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing- 
masing Pemerintah Desa. 

CATATAN: 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHR, dilakukan secara manual, 

maka format kuitansi pada Hal 66 dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 
4. BPKAD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHR, dilakukan secara manual, 
,......,...&,._ e-: __ ,..+ CDT J'JIA _,...,:/,.. u,..1 &:..I;. A.;i_..,...+ ? 1+:,..,..1 .. ,,.. __ 1.,..,.. .... A.;_,.,.,...-+..1,,.£..,...1" J..,...,,...;. ···-· .... -J-· ··- ... _ ..... _ _.,. .. I:'--- ..... - ... -- -·----... - 1 ....... :,-1 • -··::,· .. -r, -·~-· - ...... - ........ _,,. --:::,·· 
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CATATAN: 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHR, dilakukan secara manual, 

maka Hal 68 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHR dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran DBHP yar.g disediakan. oleh Pemkab . .Bar.gka.la.n, maka Hal 58 dibua.t l 
(satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing 
Pemerintah Desa. 

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA) 

TTD MATERA! 

(Diisi Nama Desa), Tanggal, Bulan, Tahun 
~-.q.EPALA DESA/Pj. KEPALA DESA •.•••••••••• 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil 
Retribusi Daerah (DBHR) Tahun , dengan ini menyatakan bahwa saya: 
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 
2. Akan menggunakan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHR) sesuai 

dengan ketentuan Peraturan perundang­undangan yang berlaku; 
3. Apabila saya melanggar hal­hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta 

Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan 
perundang­undangan yang berlaku. 

Pemerintah Desa . 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 
No. Identitas KTP 
Alamat 
Jabatan 
Bertindak untuk dan 
Atas nama 

PAKTA INTEGRITAS 

FORMAT 10 
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10 dan seterusnya;: 
. , 
. , 

. , 

. , 

. , 

. , 

........... , 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8. 
9. 

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
w11j1 id rl8ri pPnePl0lF1an kf:'118.ne8n Df:'!=38 di18b:::::in:::i.kHn 
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar­ 
besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran ...... termuat dalam Pera tu ran Desa ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Beianja Desa Tahun Anggaran 

yang disusun sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prin sip 
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan , 
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga 
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann 
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat 
yang adil, makmur, dan sejahtera; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud ci8J8.m huruf 8. rlm1 huruf b, perlu menPtF1.pk::1n 
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran .... ; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA (Nama Desa), 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN .... 

PERA TU RAN DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

KE PALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN ........ (Nama Kabupaten) 

Mengingat 

Menimbang 

11. Format Peraturan Desa tentang APB Desa 
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(l) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan 
untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, 
dan rneride sak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak 
terduga. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan 
penangguiangan bencana, keadaan darurat, dan 
rnendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan 
Desa ten tang oeru bahan APB Desa. 

a. APB Desa; 
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; 
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan 
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 

anggaran sebelumnya, jika ada. 
Pasal 4 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 5 

Pasal3 
T .a m mr-a n SPh::io::iim::in;:i nim::i ks11rl rl::i Ia m P::is::i 1 ? mpm11::it· ­­­­·­­.1­··­ ­­­·­­ ­ ­ ·---o-·-····-----·-·· ----------··----- ---- ------~---- - ···--.-·--· ---- --·- ····- ------ 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Desa ini: 

Pasal 2 
l Tr::ii::in 1Phih Ia rm rt AnPP::ir::in PPnrl::in::it::in d a n RPl::ini::i nps::i . . .. . ­­ ­­­ ­ ~ ­­ ­ ­­., ­­­ ­ (,J'CJ····­­ ­­­ ­ ­­ ­ ­ ­ .. ··­r ­· ­­ . ­­­ .. ­ . . ­ ­ ..J ­ ­ ­ . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a ­ b) 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
...... dengan perincian sebagai berikut: 
1. Pend a pa tan Desa Rp . 
2. Belanja Desa Rp . 

Surplus/ Defisit Rp . 
3. Pembiayaan Desa 

TAHUN ANGGARAN . DA.N BEL.AN.JA DESA ... 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

IN::im::i f)ps;:i\ \ , - , 

Dengan Kesepakatan Bersama 
SADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) 

dan 
KRPAT .A DR~A 
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LEMBARAN DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NOMOR ... 

NAMA SEKRETAR!S DESA 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

NAMA LENGKAP KEPALA DESA Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA .. (Nama Desa) 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ... 
.... (Nama Desa). 

Pasal 7 
PPr;:itnr;:in nP~R ini rrn i ln i hPrlRk11 nRrlR t;:inPPRl d in nrl a n okn n - · · - ·· · - - ·· -·- - · -- - r ·· --- - - ----.- c.:,o··· · - ·· - -- c» 

Dalam hal terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan 

Desa pada tahun berjalan; 
b keR_rlHBn yang menyf:"h8hkHn harus rlilakukan pPrge~Pr::m 

antar objek belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan 

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun 
berjalan. 

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa dan mernberitahukannya kepada BPD. 

Pasal6 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah 

Desa; 
dvrrrern il'ik.i dampak yang signifikan terhadap 

anggaran dalam rangka pemulihan yang 
disebabkan oleh kejadian yang luar biasa 
dan/ atau permasalahan sosial; dan 

e. berskala lokal Desa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi kriteria: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi 
SPhPl111nnVA'. - -- - - --·- . ·...1 _,.,, 
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KODE REKENING ANGGARAN SUMJ::H~~ 
URAIAN Rp. DANA 

I () 3 4 5 
a b c a b 

4 PENDAPATAN 
4 1 PADesa 
4 2 Transfer 
!J 3 DPnr~ri-nr1f-#"1n lo~-n __ l-,l-n .... '-., ............... '- ..... .l" '­A..._................... .... .................... ..1..\..-4...1....0.Jt. 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELANJA 
1 Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa 
] 1 Pcnyclenggaraan Belanja 

Penghasilan Te tap, Tunjangan 
d an Operasional Pemerintahan 
Desa 

1 ] 01 Pcnyediaan Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan Kepala Desa 

1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 
1 ,.., Administrasi Kcpendudukan, ,J 

Pcncatatan Sipil, Statistik dan 
Kearsipan 

l 3 01 Pelayanan administrasi urn um 
dan kependudukan (Surat 
Pengan tar/ Pelayanan KTP, Kartu 
Keluarga, dll) 

l 3 () 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa ....._~­·· ~- ·- -· ----···-·--·-··--··--·- 
2 Pe laksanaan Pcm bangunan Desa 
2 ]_ Pendidikan 
2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Penin 

gkatan Sarana Prasarana 
Perpustakaan/Taman Bacaan 
Desa/ Sanggar Belajar 

2 l 05 5 3 Belanja Modal 

5 Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Darurat dan Mendesak 

5 ] Penanggulangan Bencana 

5 1 5 4 Belanja Tak Terduga 

5 1 Keadaan Darurat ­'­ 

Coritoh: 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

LAMPI RAN 
PERATURAN DESA . 
NOMOR TAHUN . 
T~NTANC:i- ANUUAl<AN 1-'~NUAPATAN 
DAN BELAN,JA DESA 

12. Format Lampiran APB Desa 
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Hal 69 s/d 73 masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi 
berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

CATATAN: 
•!• Untuk format lampiran Perdes tentang APBDes pada Hal 72 s/d 73 menggunakan 

Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP & DBHR dilakukan secara 

manual, maka Hal 69 s/d 73 dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP & DBHR dilakukan melalui 

Kolorn 4 
Kolom 5 

Hagian pendapa tan diisi: 
a.pendapatan; clan 
b. kclompok pcndapatan. 
t5agia n He ianja d irs): 
a.Be la nja; clan 
b.je nis belanja (dise s uaikan 

dcngan jenis kcgiatan) 
Bagian Pembiayaan diisi: 
a. Pcm biayaan; 
b. Ke lo ru pok peru biayaa n. 

d iisi u ra ia.n Pc nda pa tan , Belanja clan Pembiayaan (nomenklatur clan 
korle reke ning lihat lampiran A Permendagri Nomor 20 Tahun 
2018/ Pcrb up Len Lang Pengelolaan Keuangan Desa) 
diisi de ngan jumlah anggaran yang clitetapkan 
diisi sumber Dana diisi deriga n Sumber Dana yang cligunakan da larn 
1 - - -·-: -· " - . - 11 - __ 1 - • - - 1 - \ L - •• I - ~ _: ,1.... 

"-CE,1<1ldlJ \"-V!U!U 1.L) u;ir..ctu 

Kolorn 1 

Kolorn 2 

Keterangan Cara Pengisian: 
Kolom l diisi bcrdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 

a. bidang; 
b. sub bidang; dan 
c. kegiatan 
diisi benlasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja 
da n Pc m biayaari: 

fNAMA LENGKAP KEPALA DESAI 

TfD &. STf-i:MPEL PEMDES 

~~}IJ\..l.,J\. .IJ~~J\. ••••••••••••••••••• 

(Ditetapkan Di) , 20 . 

ISELISIH PEMBIAYAAN I I I I I 

5 l 5 4 Belanja Tak Terduga 

dst 
,JUMLAH BEL.ANJA 
SURPLUS /(DEFISIT) 

6 Pt:MBIAYAAN 
() ] Penerimaan Pembiayaan 

6 2 Pengeluaran Pembiayaan 
­­­­ ­­­­­· ­­· ____ ...__ __ ­­­­­­ ·­­­­­­­­~­­­­­­­­· ·----- - ­­­­­­­­·­­·­ 
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Rp . 

2. Belanja Desa 
a. Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa 

o~ "­f­J· . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

1. Pendapatan Desa 
a. Pendapatan Asli Desa 
b. Transfer 
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 

+­...,. .. _,...:t,; ... ­.: ...J,... .... : • 
, , ...• LC:J UH 1 Ud.11, 

Pasal 1 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 

ANGGARAN ..... 
Ar~·GGARAN PEi'1DA.PATAii DAi~ BELAi~JA DESA TAHUi~ 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN Menetapkan 

I 0 dan seterusnya; 
9 , 

........... , 
6 , 
7 . 
8. 

. , 
4 , 
5. 

. , 

. , 
1 , 
2. 
3. 

Mengingat 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Desa Nomor ....... Tahun ...... ten tang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu 
menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama Desa) 
Tahu n Anggaran ; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA ...... (Nama Desa), 

TENT ANG 
PF:N..JABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ..... 

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR .... TAHUN .... 

KE PALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN ........ (Nama Kabupaten) 

13. Format Perkades tentang Penjabaran APB Desa 
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SERITA DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NO MOR ... 

NAMA SEKRl:CTARlS DESA 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

NAMA LENGKAP KEPALA DESA 
Diundangkan di ... 
pad a tanggal ... 

tanda tangan &, Stempel Pemdes 

KEPALA DESA .. (Nama Uesa) 

Ditetapkan di .. 
pada tanggal . 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa 
....... (Nama Desa). 

Pasal 4 
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa 
yang ditetapkan daiam Peraturan ini dituangkan lebih ianjut 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun 
oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan 
anggaran. 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembrayaan 
Selisih Pembiayaan ( a ­ b) 

b. Bidang Pembangunan 
c. Bidang Pembinaan 

Kernasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 
e. Bidang Penanggulangan 

Bencana, Darurat, dan 
Meride sak Desa 
Jumlah belanja 
Surplus/ (Defisit) 
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i I 

I 
' ­_ t~ arija Penghasiian I 

I Tetap, Tunjangan 
I I I ! clan I 

I Operasional 

I 

i 
I 

' I I Pcmerintahan Desa I 
I I 

i ] 

I 
l 01 Pe nyed ia an I 

i 
I Penghasilan Tetap I I d an T'u njarigari I I l 

~1fduilib Kepala Desa 
­­~­­­~ Belanja Pegawai 

­­ 
i 

11 

I J 01 5 J l l'enghasilan Te tap 
! \&· Tunjangan Kepala I 
i i I l De sa I ~ 

11 11 01 5 l 1 ... <Rincian Obyek I 
Belanja> ! 

l 113/ I I 
I I 

IActministrasi I 
I I Kependudukan, I L_Ll_ 

I ----------- 
__J__ 

I 

I 
I 

I 

I JUMLAJ-I PENDAPATAN 

dst.. .. I 

l " I 
f-----t-----+--+---+-+---+------<1-------------+-----+---------+------+-----j 
i f 5 BELAN,JA 
!1 I Penvelenggaraan 

IH­]t­­­ti­+­tt>emerintahan Desa 
I l 1 Penyelenggaraan 
1 1 1 1 n 1 . 

I 
I ,­­­~­­­­­;­­­­­­­~_,.___________,_____.___ _____,__ __ 

i 
! 

... <Obyek Pendapatan> 

Perierimaan dari Hasil 
Kerjasama Antar Dcsa 

Dana Dcsa -------+--- 
Pcndapatan lain-lain 

! 
--+------+----+-------i 

i 

h'ransfer 
... <Obyek Pendapatan> 

T 'f "1 1 na:­;u u seu ia 

l 
I 

I 

I 
i 

PADesa I 

i KODE REKENJNG I URAIAN KELUARAN/OUTPUT ANGGARAN I SUMBER I 
: ~ I ])AN,\ i 
~­­l­­­~­­­­­­­­­1­­­­­­­­3­­­­­­­­­1­­­­V_C_)L_~_T!'.1£ S.".'!~T_A_l\I 

6 
I . ·; i 

~t-)~_l---1---~~-~d--+-------------+----+-------+--------+-----------i 
'1 I --- ------- ---------- -- --- -- ------------- ------- --------- ----------- ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­·­­­­ ­­­­­ 

PENDAPATAN 

2 
c a b t<? -··--- ­­­ ­ ­ 

4 
4 1 
4 1 l 
4 l ] 

4 2 
4 2 1 
4 3 
4 3 1 

4 3 1 

Contoh 

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PF:MERTNTAH DESA. _ 
TAHUN ANGGARAN .. 

LAMPI RAN 
PERATURAN KE PALA DESA . 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG PEN,JABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELAN,JA DESA 

14. Format Lampiran Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
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i ! I e­.. , 1-rrm 
~--+:---I-+----+--- --+---+-s_u RPL us I (DE FI s IT) 

-·-~--t-~~~~---+-~~~~--1-~~---~ 

I 

I 

JUMLAH BELANJA 

Pcnerimaan 
Pe m biav aari 

PE !v1 F3 I/\ Y /\l\. N 

151 TO+ PeuaHggulaugan · 
Bencana i 

I 5 1 00 ;::5--t-4-::-t--t--+B:-:::. ­e­:­la_n_j:­­a­=T­a­:­k­­­­­­+­­­­­+­­­­­­­­+­­­­­­­+­­­­­1 

U_j___ Tercl uga I I ! 

I 5 [ 1 [ 00 5 
1 

4 00 Be la nja Tak [ [ ! 

rst1j<iof 5!4 oo oo ~~:;:~j:aTak I I : 
I ! 1 I Terduga I I 

I
I 5 

11 

1 Penanggulangan II 
Bencana 

l™
'..c:_,) l 05 5 3 4 r},­l"­~" 11,f",­l"l l '1 l_J\.__,1.Cl..1.J.JC.1. lVJ.V\...lC..lJ 

Gedung clan 
I l 1 05 5 3 4 ... <Rincian Obyek I LLLf +t Be la nja> 

1 
15[ [ - +­+F~~e­.n­a~n~g­gu­l~a­n­g,­an~~+­~~~.J­­­~~~­­1­­~~~­­­l­~~~ 

I Dc:::iilcti18, Kc:::au8.c:ti1 , 
' Darurat dan I 
II M l k 11 enccsa 

2 1 05 5 3 
i 

an Bac.aan 
Desa/ Sanggar 
Belajar 
Belanja Modal 

abilitasi / Peningkata 

1, 
n Sara na Prasarana 
l.)~.Y"-ll<PfnlTnr)Y'I /'"rn ........... 
t '\..,.J. 1--' '--l ,.._, .... , ...... .J ...... (.,l.(..A.J. ... , .1 ....... , .... '- 

2 
2 ~ os l­­Jl­­1lr­­­11­~­:­­ :­c­~;­· :­~­~­:­n­~_a_n_· /­1­,­ ­­e­~­­­­l­1­­­­­1­­­­­­­+­­­­­­­­+­­­­­­~ 

I KODE REKENING 
­­~ 

URA IAN KELUARAN/OUTPUT ANGGARAN SUMBER 
VOLUME SA TUAN DANA 

I 

i I Pericata tan Sipil, I 
I I Statistik dan 

I I I I Kea rai nan rrTOJ . 

I I : 

I 1 Pelayanan 
administrasi umum i 

I 

I dan kepend ud ukan I 
i 

I (Surat I 
I 

I Pe nga n t a r/ Pe lava n a 
I 
I 

Uil n KTP, Kartu 
I 

I 
I 

Keluarga, dll) 
I 

! 
4 MXI 2 21 Bclanja Harang dan 

I I I 

I 
I 

Jasa 
I -~ n 1 ') ') ') l~Pl~ ri i n . T~~~ I 

I 
I 

_, ­ 

I 
! 

I Honorarium I 
I i 

I j <Rincian Obyek I I 
i 
I 

I 2 tt­t~ ­t­ ~;1~~~:;aan --=--t-----t ­­ t­­­ 1 

I , Pem ba n e u na n r)""''­" 
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Kolorn (> 

Kolu111 7 

Ko lorn 4 

Keterangan Cara Pengisian 
Kolorn 1 diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 

a birla ng: 
b. sub bidang; dan 
c. kegiatan 

Kolom 2 Kode rekening diisi be rda sarka n klastfikasi ekonomi te rd iri dari 
Pe nda patari, Be la nja clan Pe mbiayaari: 

Bagian pendapatan diisi: 
a. Pe ndapatan: dan 
b. kclompok pendapatan. 
c.je nis peridaparan 
d.obve k pe ndapa tan 
Bagian Belanja diisi: 
a. Helanja; clan 
b.jcrus belanja (disesuaikan 

dengan je nis kegiatan); 
c. obvek be lanja: clan 
d. rincian obyck belanja. 
Hagian Pern biayaari diisi: 
a.Pembiayaan; 
b. Kclompok pcmbiayaan. 
c.je nis pembiayaan 

Uraian Pendapata n, Belarija dan Pernbiayaan (Lihat Larnpiran A 
Perrne ndagri Nomor 20 Tahun 2018/ Perbup tentang Pengclolaan 
Ke uariga n Desa) 
Volume diisi dengan volume (jurnlah) output kegiatan (Kolorn I .c) clan 
volume (jumlah) input pada rincian obvek belanja (Kolom 2.d) 

Sa i ua n d iis i <.ler1ga11 su t.ua n o ut pu i (pakei, u u ii., k111, 1­1<1j kegia ra n da11 
sat ua n (pake t, unit) input pad a rincian obye k be lanja 
Anggaran diisi de nga n ju mla h anggaran yang dite tapka n 
Su111l.Je1­ Dana d iixi dengan Suml.Jer Dana yang digunakan d alarn 
kegia tan (kolom 1.c) terkait 

1...:olom 3 

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA) 

TTD fv. STEM PEL PEMDES 

~J:!;.l:"J\.~J\. 1.).1:!;:SJ\. ••••••••••••••••••• 

(Ditetapkan Di , 20 . 

, ... Jl:,1_,, ._,. 1 L 

PEMBIAYAAN I I I I I I 

1 

KODE REKENING URAIAN KELUARAN/OUTPUT ANG GARAN SUM BER 
VOLUME SA TUAN DANA 

I 
() l l SiLPA Tahun I 

Scbelumnya i 
I () 1 1 1 Sil .PA T'n h u n I 

I I Scbelumnya I 

I () 2 Pe ngeluaran I 
I 

I I Ht Pcrn biavaari 

I 
I 
I 6 '2 l Pembentukan Dana I 

(~!Hl!"lna!"ln I 
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CATATAN: 
•:• Untuk Jorma.t lampiran Perkades tentang Penjabaran Perubahan APBDes pada Hal 

76 s/d 78 menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP & DBHR, dilakukan secara 

manual, maica Hai 74 sjd 79 dibuai: d {tigaj rangicap, diperuntuicican bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP & DBHR dilakukan melalui 
aplikasi penyaluran DBHP & DBHR yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka 
Hal 74 s/d 79 masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi 
berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 
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MEMUTUSKAN : 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) 

dan 
KEPALA DESA ... (Nama Desa) 

3 , 
4 , 
;) 

6 , 
7 , 
8 , 
9 , 
i 0 dan seterusnya; 

. , 
1. . ' 
2. 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak 
sesuai rlengan ren<:.'Hn:::i. ::lngg::in=1_n y::l_ng tel;:ih ciitPt::lpkHn 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena 
adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan , 
perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran ..... 

b. oanwa berdasarkan pernmoangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran .... ; 

Menimbang 

DENG AN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA (Nama Desa), 

TENT ANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ..... 

PERATURAN DESA (Nama Desa) 
NOMOR . -- TAHUN 

KE PALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN (Nama Kabupatcn) 

15. Format Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa 
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Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be1anja 
Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan 
APBDesa. 

Pasal 3 
KPn::il;::i f)ps:::i mPnPt;::ink::in Per'a+u ra n l(pn;::il;::i f)ps:::i t"Pnt:::inp .l". -····- . . - .. ··.1.­ ­­ ., ­­­ ­­ . ­ ­ J_". ­ ·­­ ­ . . .. . . ­ <.,J 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal l tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan 
clari Peraturan Desa ini. 

Pasal2 
I lr::ii::m lPhih Ia n ir rr PPr11h;::ih::in AnPP::ir;::in Pe nrl a ria t a n d a n ­­ ­ ­­·­­­..., · · ·· ·· ·­ ­­ uu­· ··.1· 

Rp . 
setelah Selisih Pembiayaan 

perubahan ( a ­ b) 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

setelah Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 
Jumlah penerimaan 
perubahan 
Penge1uaran Pembiayaan 
a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 

Rp . 
setelah Rp . 

setelah 

Rp . 
Rp . 

2. Belanj a Desa 
a. sernula 
b. bertarnbah/(berkurang) 

Jumlah belanja 
perubahan 
S urpl us/ (Defisit) 
perubahan 

Rµ . . . 1.. . , - µer u oeu ieu i 
setelah 

Rp . 
Rp . 

a. semu]a 
b. bertambah/ (berkurang) 

Jumlah pendapatan 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
scrnula berjurnlah Rp ,­ ( ), 
bertambah/berkurang sejumlah Rp ,­ ( ) sehingga 
meniadi Ro ­ ( \ denzan rincian sebazai berikut: 

_, .. .­ ' ' ........ ....... 

1 . Pendapatan Desa 

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 
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Menetapkan 



LEMBARAN DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NO MOR ... 

NAMA SEKRETARIS DESA 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

NAMA LENGKAP KEPALA DESA Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA .. (Nama Desa) 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
p.l:'np;11n08.ngHn Peraturan Desa rrn d:::i.lam l,emb8ran nesH 
....... (Nama Desa). 

Pasal4 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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iNAMA LENGE::.AP K~PALA DESA} 

TI'D &. STEMPEL PEMDES 

(Ditetapkan Di , 20 . 

K:B;PALA DEHA . 

­­­­­­­­!­­­­­­­­­­ += ­­+­­·­­­­­­­­­­­­­_..... . _ 

=====:=====+=_·- ----- ---~-------·---·- 

__ r=­ ±==­­=­­­­­'­­­ ­_ ­­­­·­­­­­'­­­­­­ 

MEN.JADI 
URAIAN -Af~fGGARAN (Rp. BERTAMBAH/(BERKURANG) surv::BER DANA 

5 6 7 8 -'----· ---------l------------~ 
(Rp.) 

~ 
SEMUU\ 

KODE RI~KENlNG URAIA.N ANGGARAN 
1 2 3 4 

a b c a b 

- =1 - 
- 

Contoh: 

PERUBAHAN A.NGGARAN PENDAPATAN DAN BELI\NJA DESA 
PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

LAM Pl RAN 
PERA'/URAN DESA . 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DE:SA 

16. Form.at Lampiran Peraturan Des.a Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
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CATATAN: 
•:• Urttukformat lampirari Perdes tentang Perubahan APBDes diatas menggu.nakan Hasil Keluaran (Print out/ dll:ri Aplikasi SlSKEUDES 
•:• Hal 80 s/d 83 dibuat: jika pemerintah desa melakukan .Perubahan AF'BDes. 
•:• Dalam hal penyampaian persuaratan penualuran l}BHP & DBHR dilakukan secara manual, maka Hal 80 s/d s:3 dibuat: 3 (tiga) ranqkap, 

diperuntutekan bagi: 
1. Arsip Pemeri ntah Desa Setempat 
2. Kecamatati Setempat 
3. DPMD Kab. 11angkalan 

•:• Dalam hal penqampaian persyaratan penyaluran DBHJ> & DBHR dilalcukan melalui aplikasi penualurari DBHP & DBHR y'1ng disediakcsn oleh Pemkiab, 
Banqk.alan, mll ka Hal 80 s/CJ' 83 masinq-masinq dibuat 1 (satu) ranqk.ap, untuk diuimpan dan menjadi berkae arsip di masinq-masinq Pemerintaii Dena, 

Cara pcngisian. 
Kolom 1 dcngan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan 
Kolom 2 deriga n kode rekening berdasarkan klasirikasi ekonomi 
Kolom 3 diisi dengan ssel ur u h uraian s ebol u m per ubah an 
Kolom 4 diisi dengan anggaran sebelum perubahan 
Kolom 5 diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan 
Kolom 6 diisi dengan anggaran setelah pcrubahan 
Kolom 7 diisi dengan besaran jurnlah anggaran yang berubah 
Kolom 8 diisi dengan ~mmber dana 
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3ER 
JA 

{NAMA LENGKAP KEPALA DESA) 

TTD & :STEMPEL PE\1DES 

(Ditetapkan Di , 20 . 

KEPALA I:IESA . 

SEMULA ME NJ ADI 

KODE REKENlNG URAIAN~KELUARAN/OUTPUTIANG~ARAN BERTAMBAH/ SUMI URAIAN KELUARAN / OUTPU11 ANG~ARAN (BERKURANG) DAI' 
VOLUME I SATUAN ( p) VOLUME! SATUAN (Rp) 

1 2 3 4 5 ­6 
'---- 
a b c a b c d 

L-L 

~~ 
'­­­'­ ­­ 

.___ 

­­ ,___ 

~~ ­­ 
'­­­'­­ 

'­­~ 

·->---- 

­­~ 

- 

~j_ I _J_ 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PE MERI NT AH DESA . 
TA HUN ANGGARAN . 

LAMPI RAN 
PERATURAN KEPALA DESA .. 
NOMOR TAHUN .. 
TENTANG PERLBAHAN PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

18. Format Lampiran Peraturan Kepala Desa Terrtarig Penjabar an Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja De sa 
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CATATAN: 
•!• U.n.tukfonnat Iampirati Perkades tentang Penjabaran Perubahan APlWes diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi HISKEVDES 
•!• Hal 85 s/d 88 t.1ibuatjika Pemerintah Desa melakukan perubahan. APBDes. 
•!• Dalam. hal penyampaian persyaratan 1•enyaluran DBHP & DBHR, dilakukan secara manual, maka llal 85 s/d S'S dibuat 3 (tiga) rangkap, 

diperuntutekan bagi: 
1. Arsip Pemeritah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. llangkalan 

•!• Dalam. hal penuampaian persuaratan. penyaluran DBHJ> & DBHR dilakukan melalui aplikasi penualuran. DBHP & DBHR yang disediakan oleh Pemkab. 
B,2ngkalan, maka Hal 85 s/d 88 masinqmasinq dibuat: 1 (satu) ranqkap, untuk disimpan dan menjadi berk.as arsip di masing-masing Pemerintuh. 
Desa. 

Car a pengisian 
Kolom 1 derigan kode rckening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan 
Kolom 2 derigan kode rekening berdasarkan klasifikasii e.koriomi 
Kolom 3 diisi dengan sel u ru h uraan, keluaran/output, clan anggaran sebelum perubahan 
Kolom 4 diisi dengan selur uh u ra ian , keluaran/output setelab per ubah an 
Kolom 5 diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah 
Kolom 6 diisi dengan s.urnber dana 
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·-·-----"---·- ­ ­­­­­­­­­­­­·­­­­ ­­ ­ 
I 

_! ' _ l _ 

PROVINS! . .. _ r­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­T~~~~;ARAli __ t 1­­­­­ T­~~­Q~fA.P~f­~1¥~ ANuQ~~~~­1J~yc1 r~~ ~~-~1~~~~~:H 1 

~~ODE ~E~~;L~~AN =--~~~ F~b~~l~eb ~ M~~~r J M~un_t:~l~~t ­~:~~:i'_~D~~ (RfL= 
rrt "­r' ­Ft­'~~;ee;:t!~~r:~~sa ­­­­­t­­­­­­­­­­­ ­­­j­ ­­~­­ r­­4­1­t~1­­+­T1­­­1­­­1 
r 1 + 1 ­J ­11- l:~;~;:n:.~,:~::~ilan ­­­­­ ­­­­· ­ I - - 1 ­­i­1­­r­+­rtr­­­+­­i­­­­: 

I 
ITetap, Tunjangan 1 : i I I I I 

I I I , I ldan Operasional I f i I i i I j I I 
! i +1 ' I I ' [Pernerirrtahan Desa 1 

: I 1 ' : ! , I t1 I !1-t 1 i 011­1­1­­­t­­­~yediaa~~­­­­t ­­­­­­­­­­r­­­­­ : ­­1­­+­­:­­­­~­­:­­­­i­­­­r­­­,­­­­:··­···­1___ ­­­t­­­­­­···­·: 
11 ! I i 1 ! I [Perigha silan Tetap I ; I I 11 , : : I 11 : ' i I I 11 

I I ' I I I i I I I I I I I ' : , I I , ldan Tunjangan I I 1 : I ' : 1 ' I I I ' i i l--L I _kJ­­W­­ ­­­~~~al_~.D~~­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­­­­­! J _J_ ­­­i­­­~­­­­­­­­1­­­L­­­­­J_­­­­t­­ : ­­­­­­!­­ ­­+­­­ ­l­­­­­t­­­ ­­­­­­­­~ 
144Q1.l..~+1­+­i­­­­iBelanJa_~egawa :_ __ 4 _;_ ~ : ­­+ , ­­­­+ : ­­­:­­­­~­­­­­­:­~­­­­­­­+­­­_J ­­­­~ 
, 1 1 1 1 O 1 : 5 : 1 ' 1 ' ! Perighasilan 

1 
' i , , 1 I , , ! 

I ITeta_p & I 
I 

, 1 I ' 1 , . l'I'unjangan , , , , , , , , , , , : . . , 
l __ _l __ : __ l l­­+­·­l_ __ 1 K~ala_pc ~g_ J_ ­ __ !_ j ~ J_ -·-··-! .. ------- l_ _L __ ­­­­~­­­­ ­­~' ­ ­­­­­­1­­­­­t­­­ ­­­­:­ ­­­ ­­~­­ ·­­­­­­­­~ 
j 1 ! 1 : O l l 5 i 1 1 1 i · · · :<Rincian Obyek j : j : i , , , , 

i i ! :; ! ! : :Bela_nia> ! +1 t­1 : : ·­­­­·­­, ­­­­­­···­­­:,.:­­­­­­~­­­;,: ., :,:.: :,.' ­­­­­­­·. ,,: ·­­­­­­­­­ :,,· ­·­­·­­­­­­­­l­­.; ­­­·­­­­­­­­­­­­­­­...1, c·--·---j----'.--·' ­­­­f­­·­f­­­­+­­··­+­­­ :J.::'. ····-··---·-··---········-·--·--+---·--·····--· -·--·-•--··-·- --···--·-·· ---------- -1­­­­­­·­­··­r­­­­­­­ ­·­··­ T , , - 

1 ! 3 i iAdministrasi : 
! Ke pend ud ukan, 

I !Pencatatan Sipil, 
__ i_ __ ·­ j ···-·-·-·-··--·----·---·-·---·-·----·-------·-···--·· -·-·---· -------·- - 

DESA 
KABUPATEN 

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGA.RAN* 
TAHUN ANGGARAN . 

19. Format DPA 
19.a. Forrrrat Rencana Kegiat.an dan Anggaran 
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!­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­, · ­ .. · ­­ ... ­ · ­ ­ ­ l­­­­­A~'JGARj\B__=­­~]T~~~~~~­~­ ­­­­ ­­­­,~~~:~~~Jir(;Af~~rt~­~0:8!¥:i __ lS_~~JQ1:\~,~Uff~­­­­­.­ ~­­­:­­;~:~~­­­­ __ 1i ! 
J j I .Ju mlah I [ I I [ · i 1 : : i I J lJ MLAH : 
~­­ _KOD~­~~~­~:~:~~G­­­­­­t' ­­­­. ­~~~~~~­­­­­­­­­­·­ir·­ ­­­­­~PL_~~~~?er. Jan+~:~~~rl!­­~­~­~­1­ M:~~un \_~Jul_+!~_:_11­~~~­ ~ _?_~: I ~(~~ ­­L~::~ _ _i -- - (I3I?L ­­i 
I 1 T I i 1 1 St.atis tik clan 'I 1 

1 i ' 1 I i I f1 I 11 
, 

.l11 I I 11 it- [Kear sipan ;i : l_j I __j ; ! -ti 1 '. : : , \ 

1­·1 ~­o­1t­­­T­­: ­+Pelc­yanan ­­­ ­­­1­­­­~ i __ t : 11­­­­l­­­ ­­­: : ·i­­­­­­­+­­­­­­i ­­­­­­1 
\ ·\ 

1 I J 11administrasi unrum I ! , ! I 
1 

' i i ! 

I , [ \ dan_kependudukan 1 1· [ 

1 l I ! i 11 
\ 

I I , 1 .(Su1at 1 , i · 
1 

' j [ \Pengantar/Pelayana ! I · i 
[ n KTP, Kartu I [ i ! 
I 

J Keluarga, dll) [ 1 ; 1 , : __ 

l 11=~~:l 1 , 1 =rj 1 _J ! I t I 1 3,01,5l2[2 ­~mja­~~3.Sa l ­r­­­ ­­,­­ ­­ 1­­­­t­ ­­­­ ­­­­:­­ ---t-- ­­­! 
I~ ~ r1t­­+­­1~~~~::~6~Yek­t­­­+­­­­1­t­t I 1=J- _J___ ­­+­­ ­­·;­­­­t­­­­1 
, 2 . t­t­r­L t~:l!~an --r t--l·=--:::l i i : ! i ­r­­­·t­­­­­­­­1 

I l 1 1 I lPembangunan I I I =i I I I I I I 

I i , '1 i 
1JPeningkatan Sarana ! 1 i j I I ! I i ! 

1 'I 'I I ! Prasarana I \ : 1 ! I : ' ! t I I I I ! ! . I I ! 

11 J ; : 
1 

J [Perpustakaan y Tarn ! ! I : i I i I i I 

L~ ~1 LLLL 1~~!:~a~jlgflr_ L ~ j , j_ ­­­: ­­­­­1­­­­­­~­­­­­­J_­­+­­­­­­L­­­­­·­~­­­­­ ~­­­ ­­­ ­­,­­­­ ­­­­1­­­­­­­­­~ 
12,1 05 5 3 i Belania Modal ! , · : ! , · 1 t , : : ; 

1 
1 ; :­­­­­­ ­­i­·­­~­t­­~­­­­­­L­­­­­=­­­­­­­­­­­­­­­­­­7­­­­­­­­­­+­­­­­­­1­­­­­·~­­­­r­­­­­­~­­­­­­­­­­­­­­, ­­­­t­­­­­. ­­­­­­­­­:­­­­· ­­ ~ ­·­ ... ,.. ' 

1 2 '. 1 ! 051 5: 3 i 4 [ Belanja Modal i I I i ' i i ! i · ' ' 
i i ! i i i ! G d d s ! : I [ · ! j 1 1 i i • : i . ! ! _re ung an i i ' ! ! . ; : ' i : : 
~­­1­l­­­t­­­­­l­­­­+­­j J~a~gu!l~!l­­­­­­­­­­­­­~­­­­­­­­­__J _J t.­­­­t­­­­­­­+­­­­­­l­­­­­­­­­­­­­+­­­­i­­­­­­!­­­­­­­­­­­­­L ­­·­­­­­­­­ 

~~i ~~~t~! 3 

1 ~­J:­ ~~~k~~~z:~l ... J _: •. --J=- . . ...• ­1 =­~t .~+-~==-i .· .• -- ­.1.~j ==-+==-±=j-= r.····. 1.······ ·r ... __ J .· · 
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Kolom 7 

diisi sebagairnana yang tercar.tu m dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh 
masing­­masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaian 
diisi re rica na penarikan anggaran u nt uk pelaksa.n aan kegiatan oleh masing­masing Kaur/Kasi 
Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan dalam sctiap perio:ie/bulan clalam 
baris je­ii s , objek, clan rincian objek bel anja 
diisi rencana jumlah pe n ar ik a n anggaran u ntuk masing­rnasing kegiatan 

Kolom 6 

Cara pengisian: 
Kolom 1, 2, 3,4 dan 5 

NAIMA KEPALA DESA 

tarida tangan & Stempel 

NAMA KASI/KAUR KEPALA DESA ... (liama Desa), NAMA SE,KRETARIS DESA 

tanda tangan Disetujui oleh: tanda tangan 

KAUR/KASI , SEKRETA.RIS DESA .... (Nama Desa), 

........................ , ··········· .. Diverifikasi oleh: 
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CATATAN: 
•!• Un.tuk format lampiran Rencana Kegiatar;~ dan Anggaran diatas menggunakan Hasil Keluaran tprint out) dari Aplikasi SJ~:KEUDES 
•!• Dalam hal penyampaian persuaratati penualuran DBHP & DBHR, dilakukan secara manual, maka Hal 90 s/d 92 dibuat 3 (tiga) ranqkap, 

d·,tperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. 1:angkalan 

•!• Dalani hal penqampaian persuaratati penyaluran DBHJ> & DBHR dilakulcan melalui aplikasi penualurari DBHP & DBHR ya.ng disediakan oleh Pemkab. 
Banqkalan, makia Hal 90 s/d 92 masing-m.asing dibuat 1 (satu) ranqkiap, untuk disimpan dan m.enjadi berkau arsip di masing-masing Pemerintah. Deea. 
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Bidang/Sub Bidang/Kegiatan Sasaran W aktu Pelaksanaan Tim 
Pelaksa yang 

na melaksa 
No Sub Lokasi Volume Satuan Biaya Kegiatan nakan 

Bidang Kegiatan (Rp) Jumlah laki­laki Perempuan A­RTM Durasi Mulai Selesai 
Bidang Anggara kegiata 

n n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Penyelenggaraan 
1 Pemerintahan 

Desa 
Jumlah Per Bidang 1 

2 Pembangunan 
Desa 

Jumlah Per Bidang 2 

3 Pembinaan 
Kemasyarakatan 

Jumlah Per Bidang 3 

4 Pemberdayaan 

I I I I I I I I I I Masyarakat 
Jumlah Per Bidang 4 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS I 

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA* 
TAHUN: .. 

19.b. Format Rencana Kerja Kegiatan Desa 
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CATATAN: 
•!• Untuk format lampiran Rencana Kerja Kegiatan Desa diatas men~rgunakan Hasil Keluaran (Print out} dari Aplikasi SISKEUDES 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP & DBHR, dilakukan secara manual, maka Hal 94 s/d 95 dibuat 3 (tiga) rart9rkap, 

dipenmtukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kal,. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian 1>ersyaratan penyaluran DBHP & DBHR dilakukan melalui aplikasi penyaluran l>BHP & DB~ yang disedia.kan oleh Pem.kab. 

Keterangan: 
* merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa 

NAMA SEKRETARIS DESA NAMA KEPALA DESA 

tanda tangan tanda tangan 

SE:KRETARIS DESA ••• (Nama Desa), KEPALA DESA ••• (Nanlla Desa}, 

...... , . 

........................... ,Tanggal , . 

Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan Sasaran Waktu Pelaksanaan Tim 
Pelaksa yang 

na melaksa 
No Sub lokasi !Volume Satuan Biaya Kegiatan nakan 

Bidang Bidang Kegiatan (Rp) Jumlah laki­laki Perempuan A­RTM Durasi Mulai Selesai Anggara kegiata 
n n 

­ ,u ~ 
Penanggulangan 

5 Bencana, 
Keadaan Darurat, 
dan Mendesak 
Desa 
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1 

; 
­­­+­­­­·­­­­­­­!­ ··­­­­­­­­­­­, ­­ ­­­ ­­­­ ·...­­­­­·····­­ __ , _ ­·­· ­­­­­­­­·­­­+­­ 

• I 
. : . : .. '. 

i 
­­­ ­t­ .. ­­ ­: ···­­ __ [ ­·­­­­­­ ­·­­· ­·­­­~ ­­­­­­­ ·­ ­ ­ ­·­ . ­·­ . ­­­­­­­­·­­ ­­ ·­­ ­ ­­·­­·­·­­­­ ­­­­­­­ ­­·­ ; ­­­­­­­­­­­­­ ­­­­ ­ . --+- - - ----------- ' - -- 

1 : i Peng nastlan Tetap &, 
:Tunjangan Ke pala 

, !Qe~_a 

Contoh: r­­­­­­­­­­­­­­­­­T­­ ­­ f­­·­ A~~~~~ A~~~~~~~ ~ RENCANA PENARIMN-~NG~A~~(~;)--------------··· ,JUMLAH 1 

I KODE REKENING l URAIAN iJ~mlaf~---- Jumlah ~--- r1·~­r­r­T­­T­­r·­,­­­1­·­­r­·­­­­­1 (Rp) : 
L_______ _ J________________ (Rp) Sumber ­· 1R2L Sumber Jani Feb lMar~pr ~eiJ J~n I ~­Agt s_~~LC?.~~~?P_ Des ~­­­­­­­··­­­­­··_J· 
I 1 2 I 3 4 5 6 7 8 i 9 1 \­a b _ c a b ­­i­zra­+­­­·­­­­­­­­­­­ 1 ­­·­­·­­­­­ , ­­­ . ­­ ­­··­­­­ ­­­­­­ ­­­­T­­ ­­, !­­­­ ­­­ ­­ ­­­­r­­­­­··1·­­­­­­­­­­­1 

~rl­~t­­t­­tt::;;:;~n:~:::,~"'"'­­­+­­ ­­­­­­+­­­­­­t­··­­­+­ ­+­­r+­ t­­+­­­~_1­­­ ·­­ii­­ ­­­­­­­­+_. ·­­­­·­·­··­ ­­···: 
I I ! 11· I I !_ 11' Belanja Penghasilan ! I i i I I I i j ! _: ! i , ;_· i : I I I ' ! I I I ! 1 I j I I I l 

1 I I I 
I I , ! I_ 11 i !Tetap, Tunjangan dan ( l i ! i I 

11 
I J ! i I I !_ j ! 

I I I I . IQ . I . I I I I I I I I . I I i . ' ' 
i 1 ! 1 1 j I per.asrona i I i l : i ! ! i · I ! i I ; ; ! I 

i ­l+­T1 ­­~­­­­ ­'­­­+­­reme rintahan De:;a __ J_ ­­­­­­­­­· _ ! ·­­­­­­­­­~­­­­~­­­­­­­­­­­l­­­­­­~­­­­­l­­­1­­­­­1­­­L­­­1­­­­J ·­­­­­L­­­­­­L­­­­ ­­+··­­·­­ ;_. J_ . _ ­­­­ ·­­ :. 
: 1 ! 1 1 o 1 , 1 ' : I Penvediaari ! l i 1 : i i i ! I i I I I : : • I ! : ! ! l t - • i i ! i ! I ; ! 

: , ' 
1 

: f Perig.naailan Tetap · , i ! l i 

: _J _ i l_J , __ _: ­ I_~~~ ~~rg:~:a~­­­ ­ . ­­ ­­­ ­­+­­­­­­­ ­ ­­­+­ ­ ) ­­­­­ ­,­­­­L­_J. J_ ­­­­!­­­­­ ­ ­ '. ­­­­­! ­ . ­­ ­ ­­­ ­­­ : ­­­­­ 
. 1 I 1 ! 01 ' 5' l I ' fBelanja Pe gawai : 

i : . 

,­1­l i_Jo'i"- i -s 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS! 

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN 
TAHUN ANGGARAN . 

20. Format DPPA 
21).a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan. 

-98- 



SEMULA ME NJ ADI 
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp) ANGGARAN ANGGARAN ,JUMLAH 

KODE REKENING URAIAN Jumlah Jumlah (Rp) 
(Rp) Sumber (Rp) Sumber Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 

1 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obyek 
Belanja> 

1 3 Administrasi 
Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, 
Statistik dan 
Kearsipan 

1 3 01 Pelayanan 
administrasi 
umumdan 
kependudukan (Surat 
Pengantar /Pelayanan 
KTP, Kartu Keluarga, 
dll) 

1 3 01 5 2 Belanja Barang dan 
Jasa 

1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa 
Honorarium 
<Rincian Obyek 
Belariia> 

2 Pelaksanaan 
Pembarizurran Desa 

2 1 Pendidikan 
2 1 05 Pembangunan/ Reha bi 

litasi/ Peningkatan 
Sarana Prasarana 
Perpustakaan/ 
Taman Bacaan 

2 1 05 5 3 Belarria Modal 
2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung 

dan Bangurian 
1 1 05 5 3 4 ... <Rincian Obyek 

Belanja> 
5 Penanggulangan 
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CATATAN: 
•!• Untuk format lampiran R,mcana Kegiatan dan Angg,2ran Perubahan diatas menqqunakasi Hasil Keluaran (Print out} dari Aplikasi SI.SKEUD[ES 
•!• Hal 98 s/d 100 dibuat jikia pemerintah desa melakuhan perubahan DPA. 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DBHP & DlfHR dilakukcm secara manual, maka Hal 99 s/d 100 dibuat 3 (tiga) ranqkap, 

diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemeritaii Desa Setempat 
2. Kecamatcui Setempat 
3. DPMD so». Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DlfHP & DBHR dilakukan melalui aplikasi penyaluran DBHP & DBHJ.'. yang disedicikan. oleh Pemkab. 
Bangkalan, maka Hal 98 s/d 100 dibuat: 1 (satu.) ranqkap, untuk disimpan dan. menjadi berhas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

NAMA. KEPALA I>ESA 

tanda tangan & Stempel 
NAMA SEKRETA:RIS DESA NA1',1A KAUR/JKA.SI 

KEPALA DESA •.• (Na1na Desa), 
tanda tangan t anda tangan 

Disetujui oleh: 
KAUR/KASI , SEKRETARlS DESA ..• (Nama Desa), 

........................ , ······· . 

­ l 00­ 



.. ­ as rn 
G> 
Q 
as a as 

Iii!: - 

' ..­I 
0 
..­I 

' 



(/') . 

I 

I 

: 

I I 
I 
I 

I iii I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I I . <C 

I i-1 
I~ 

1 
I I ;:) _J_J_'°:?_ 

­­­­­­r­­­r­ 

~ 
;:l ~ 
~ 
;J 

~ < "c? ~ 
CL. z < :s § '""') p z 
h ~ :5 ::t ~ 
B:z: < ~ 
~~ 

w 0::: i:Q 
co w ~ 

~Q <; < 00 
Q) z oz CL. .= < 

~~ 
....... 

§ f .....:l w 
Cl) a, co ~ c, cu ('II ~ ·o..c, ~Q wZ.....:iz ;J ,!II p_.<:!'.....;< 

I Q) ('II ~~~z N CL. .('II 
0 <~::tp ,...., §~ '""') c{ ....... ::r:: I <co< cu= 0.. C£ < E-i ~ Ill cu ('II z co '­;' ~= < ~ : 

lf1 < . 
~ •l"I < z : h 
Q) ('II z < : 

CL. ~ ~ Oz 
~ ('II 

.....:l 0::: < w w 0::: 
h s:I 0.. co < ;J ('II er:: ~ 0 (/'J Q < ;::) 0 
~ ~ E­< lf1 z 
cu ~ u:.. < 
h ... < c{ z 

·5. ~ Cl er, ;::) 
C£ :r: a ~ c < 

cu ~ E­< 
...J CL. 
.n 
....... 
N 



.. ­ «s en 
~ 
~ 
«s a «s 

Ii!: ­ 

I 
C"") 
0 
....­i 
I 



d 
5 

~~~---+--+--+--+---+-·-+--+-~ 

I 
tj- 
0 ,........ 

I 



r­­­­­­­­­­·­­­. ­­ ·­·­­­­·­­­­­­·­·­­· ­­­­­­· ­ ­ ·­­· 
i 
I 

. . . . . . . ,, . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . =~ 
~~ 

~~ e 
~ ~ 
~ ~ 
~ :::> 
< = () < 
r.l f-"' 
~ 

I 
L() 
0 ,....., 



l. J __ ­­ ­­­­ 

I 
\..0 
0 
......... 

I 

r·­­­­­­­­·­·r··­­ 

I I 

i I I i 
p:: I 
~ 

I~ 
~ 
f"4 
rJJ 

·~ 1~ 
~ ~ 



.. - I 
G> 
Q 

CIS s 
CIS 
~ ­ 



KODE REKENlNG URJ\IAN ANGGARAN PENERIMAAN/ PENGEL'JARAN 
(Rp) Jan I Feb I Mar I Apr I Mei I Jun I Jul I Agt I ,­­­ 

1 '.2 ,.., 4 5 ~') 

a b c i a b c cl 
4 PENDAPATAN 
4 1 PADcsa 

·-i- 

4 1 1 Ha sii usaha 
·-i- 

4 1 1 ... <Obyek Pendapatan> 

I 4 2 Transfer .. 
4 2 1 Dana Desa .. 
4 3 Pendapatan lain- lain ­ 
4 3 1 Penerimaan dari Hasil 

I Kerjasama Desa I 

·­' dengan Pihak Ketiga ­+ I 
­ [ 4 3 l ... <Obyek Pencl~patan> ­ I 

i dst ... ! 
- ­=1 ' ·- 

­ i ·- ·- ­3351 JUMl .. AH PENDAP/1.TAN I 
·-'-- I I ~ ­­ 

·--· ·­'­­­­+­ ·­+­­­+ BELJ1.NJA I =1:­­+=r=t I 1 I ij I 
Pen ye lenggaraan I ! I 
Pemerintahan Dcsa ­­~­­ ___ J_ ­ _ _J __ _l ____ ~­ . -· 

Contoh: 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINSI 

RENCANA ANGGARAN KAS DESA 
TAHUN ANGGARAN . 

24. Format Rericaria Angga ra.n Ka s Desa (RAK Desa) 
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3.Il 

irn 

i 

:---+:n -=± --{-- I . J 

__ _,___ . __ 

:Sc.~ ----- - -- L__ _ _J_ _,_ J L _J _j _ _J 

p& 
3. 

p 

lan 

­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­·­­~­­­­­­·­­­­­ 
KODE REKE!\ING URA IAN 

- ­­­­­r 1 1 Pe ny elenggaraan 
Be la.nja Penghasi 

I 
Te tao, 'I'unjangar: 
dan Operasional 
Pemerintahan 
Desc 

I 
1 1 011 Penyediaan 

I 
Peng:hasilan Teta 
dan Tunjangan 

- Kepala Desa 
1 1 011 5 1 Belanja Pegawai 

I ­ ­­ - 
1 1 011 5 1 1 Peng:hasilan Teta 

I 
Tunjangan Kepal, 
De sa rr 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obyek 
Belanja> 

1 3 Administrasi 
Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, 
Statistik dan 

,______ Kearsipan 
1 3 01 Pelayarian 

adm.inistrasi urm. 
dan kependuduk. 
(Surat 

I Peng,antar / Pe lays 
KTP, Kartu 

,_____ Kelwirga, dll) 
1 3 01 I 5 2 Bela nja Barang d 

l i .Ja sa 
1 3 I O 1 j 5 2 2 Be la n j a <) asa 

I i -t- Honorarium ~ +~ <Rincirmobyck . 
i tH Belanja> · 

~ i --- Pelaksanaan 
___ J_ __ L_ _lj_ ___ J~!~m .rarigtrrra n D2 

­­­­­­­­­­­­­ 
ANGGARAN ,_______ _ PEI\ERIMAAN/ PENGELJARAN (Rp.) -- -i-JUMLAH 

__ (l~p)__ Jan Feb A r Mei Jui Jul ~ S~ Okt1 1,;;;pr0e­;­i (Rpj 

. I I 

: I l : 

: ~­ 

--+---4--~-~---~~ ~ 

~' 
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t 

I 
! 

i ­ 

I 
! 
I ­ 

IT) 

ga 

ga 

ga 

! 
! 

=t ---+-----+----+----+----+---- --+------+~------':_ -',---- 
I I 

­1\ ---+--------+-- I ' ­­+­­­+­­­+­­­­­­+: -----+I , i ~ 

lung ! j 

~----+----+-----------+----t---+---+-1----+----+----+---+-~--t 
I I 
! i 

------~-e_s_a_k-+-------+-------+----+----r----+---+----- ---+---4---+------1i-----+!---~ 
i : _ I 

[ ~ 
I I ---+-------+-----~--+---+----r----i----+----+---+-----J.---+---~-----,--- 
i ! 

! : 

l 
man 
1ggar 

habili 
2~ 

Pend idikan 

2 1 osl Pembangunan/Re 
tasi/Peningkatan 
Sarana Pra.sar a n. 

l Perpustakaan/Ta 
! Baca.an De sa z Sa: i 
! Belaiar ­r l uo I ::, 3 Belanja Modal 
I 

2 1 osi 5 3 4 Be lanja Modal Ger 
I 

I dan 3an@nan 
l 1 Oo i !:) J 4 ... <Rin::ian Obyek 

Belanja> ­ 
5 j Pena nggulangan 

I Bene ana, Keadaar 
I Darurat dan Mcnc ,..._ 

I 5 1 Pena nggula nga n 
' Bencana ' 

5 1 00! 5 4 Penanggulangan 
I 
I Ben(ana I 

5 1 ooi 5 4 Belanja Tak Te rdi. I 

5 l OOi 5 4 ()() Be lanja Tak Terdt 
i - - ~ti 5 00 00 Be la 1ja Tak Te rd L 

f--- 

dst 
,..._ =i+ <JUMLAH B,·:LAN<J 
,..._ +-I SURPLUS / (DEFIS 

>---- ­­­­­­ 

_ _L :r I_J__i~M JIAYA~N ___ 

URt\IAN I KODE REKEJ\ ING· I 
- 1 1 0- 

AN(~GARAN >--------~------P8J\ERIMAJ\N/ PENGELJ/\RAN (l~p.) •JUML!,H 
--·- __ ._(R_p_) __ ___,_J __ a_n F_'e_b M_a_r A~f)-_r_-+- __ M_e_i _--+--~ Jul _J Agt I=-~ Okt I r_~J DeJ_ (Rp) - 

----f ·~ I • - 
' Ill I 

I 



J<EPALA DE:SA ... (Nam;a Desa), 

tanda tangan Disetujui cleh: 
ta.nda tangan 

KA.UR KEUANGAN , SE!KRETARIS DESA ... (Nama Desa], 

........................ , . Di verifikasi o .eh: 

6 1 2 

KODE Rt.:hi-~IN(;--,---------URJ\-IAN ---~-ANG(;ARAN -- PEl\~RlM~A_Ns·_:NGELJJ\RAN (Rp.) ------------j--:cJUML!~I-~ 

i-- ,--; ­­­b (Rpl Jan Feb Mar Apr Mr_i_~9Jun ' ~~ Agt Srn Oki I Nop · Des 1 (Rp) I 

T l 6 1 l~cn~ri1naan I i­­1 L Pernbiavaan -t 1 • 

! 6 1 1 SiLP,\ Tahu n -- --- . ~--~ : i i I 

f---+------~~---~:~_-6_~~­~l­ +-l-+--+=S~e~b~e~IL=u=n=n~v~a=--------if--------1-----1----+----+---+----~-=r--~ 

1;111,·=t=i 
] SiLP,\ Tahun 

i 
.__ 1 Sebelumnya 

6 2 Perigeluaran 
Pernbiavaan ! ! 
Pembentukan Dana I j 

Cadc'Lngan , 1 --+---~-+---+--+---+--·-'-"'---------1--------+----1---+----+----+---4----+---+---+----~---1-----J'1 ~ii---- l 6 2 2 1 Pembentukan Dana I I 
>­­­+­­­­'­­r­­­­4­­­­4­­+­c_~ a:.:..d:.:....c,ngan i i J I ------f---------+-----~--+----+-----+----+----4------1----r---~---+-·--1 ; --1 

l dst ­~ ---+---4---1------iiil~=== 
.__ ­+­­~!­­1­­4-_,_--"~S-E_L_I_S_IH P_E_M_B_IA-)-·,-AAN----1----------t---+----+----+----t----+---+----~---l------l'.---l-----l----t- 

ii I I 
>­­ ­+­­~:­­1­­­­f­­­­ --~-------------+------1------1~----1----+---+---+---+-----1----1-----L-------j ! - 

I I 
>-- _.,___r-----4--+---1-------------+-------+-----+-----l-------~-----+----4----~ ---+----+----+---~! __ -j-i _ 

!. .Jurn lah Total !,1 I 
Penerimaan 1• j f---!--+---+!-+---+--+---+-----------~-------+---+-----+-----+---+----4-----~-----t 
.Ium lah Total I ! ! 
Pengeluaran --+ , i 

~__..­­'­­­­L­~­..l.­~'­­­'­s­e_u_· sih Penerirnaa n __ d_a_n__._ ....._ __ ~ ..__ _ _l __ ~­­­­'­­­­­'­­­___J_ 1 __ _._ __,_ __ ~­­~1 :~­­­­ 

­ l l 1­ 



CATATAN: 
•:• Untukformat lampiran Renc·ana Anggara:n Kas diatas menggunakar.i Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES 
•:• Hal 108 s/d l .l l dibuat oleh Pemerititah: Desa, merupakan doku.men yang memuat arus kas masuk dan arus kae keluar yo'.ng diqu natean 

mengatur peuarikan dana dari reketting kas untuk men.dan.ai penqeluaran-penqeluaran berdasarkan DPA yang telah clisahkan oleh 
kepa la Desa 

cliisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing­masing item Kolom 6 

clii si sc.su ai dengan Peri a ba ran APB Desa 
cliisi dengan: 

Pendapatan diisi sesuai rerrcaria wak t.u pencrimaan perid apatan baik yang berasal dari informasi 
resmi maupun estimasi waktu 
Belanja di si sesuai r ericaria pengelu aran berdasarkan DPA yang dia_jukan oleh Kaur/ Kasi Pelaksana 
Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran pengah aeilan tetap, untuk belanja tunjangan 
operasional aparatur Desa 
Pernbi aya.an diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pernbiayaan 

Cara pengisian 
Kolom 1, 2, 3, 4 
Kolom 5 

- ] l '.2­ 
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!MB Rp 75.000.000 Baik 2014 43'.2 02Juli2014 
IV Gedung d an Bangunan 

1 Bangunan Kantor, Luas 200 m2 

2 . 
3 . 

Rp 10.000.000 Baik 2014 123121 '.2 04 Deserr.ber 2014 

Ill Kendaraan 

1 Motor, merk QQQ, lOOcc, No 
Polisi: DS 12B3PYKUB 

2 . 
3 . 

2 ·········· . 
3 

RJ 5. 000. OCO Baik 2014 
II Peralatan. Mesin, dan Alat Berat 

1 Kompt.ter, PC 

3 . 

1998 Rusak 
Ringan 2 Tanah Lapangan X. , Luas 1000 

rn2 

Rp 50.000.000 Baik 2014 02 Juli 2014 Nilai 
perolehan 
belum 
diketahui 

230/201,t HGB 1 Tanah Persil A. , Luas 2200 m2 

T­­­ ··­·· ·­­­ ­­·­··­······· ··········­­­ ­­­·· . ­~~­­­­­ ­­ ­­ ­­,­­­­. .. ····­·· ­­·­ ­­ Bu kti Kepemilikan ····· ­· ­·· . ··­, ­{ode. r­­­­­ ­ ­­ ­····­···· . ­i·· ... ­­­­­­­­ . .. ·r Kon-disT .... --- .. . i 

No ! Klas Aset dan ~::;/Identi,as Aset 1­~~~­:­­r ­~~:0­;:­1­­­­T­;;­:~g~~­­1,~~et I P;:;fe':­i:n j Nilai Perolehan . T ~set, Keterangan I 
____ L_ . , , ··­ __L ...L_._:e_ap L ··-----·--'------·-···------ ----·· e apJ , 

Tan ah 

Pemerintah Desa .. 
Kecamatan _, Kabupaten . 

Rinci.an Aset Tetap Desa per ~; 1 Desember 20 . 
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Rp 65.000.000 

Rp 30.000.000 

Rp : 20.000.000 Baik 

Rp 40.000.000 Baik 

Rp 40.000.000 Baik 

Rp 50.000.000 Baik 

Konstruksi 
20] .. 

X Konstruksi dalam Pengerjaan 
Pembangunan Jerrbatan dalam 1 Konstru ksi 

2 ·········· . 

2 . 
3 

2014 
IX Aset Tetap lainnya 

1 Sapi 3 ekor 

2 ········································ 
3 ·········· . 

2014 

VII [ Jaringan/Instalasi 
.J aringan Listrik Desa, Lokasi di l 

2 ·········· . 
3 ········································ 

2014 

Irigasi/ Em bung/ Air 
Sungai/Drainase 

Embung XYZ, Lokasi di 1 

VIJ 

2014 

VI Jembatan 
Jembatan XYZ Lokasi di 1 .............. , 50 m 

2 ········································ 
3 .. 

3 ········································ 
2 ········································ 

2014 

V Jalan 
'--J alan Desa Lokasi di . 1 800 m 

129 



Rp 485.000.000 

i 
i ­­­­­ .. ­ ····­ ·­·­­­­­­­­­­­­··­­ ·····­·­­­­­ ­ ­­ ·­­­·­­­­­­­·1 

*) Diisi dengan Baik (Bl, R1.1Sak Ringan (fR), dan Rusak Berat (RB) 

Total Nila: Aset Tetap per 31 
Desember 20x.~ 

L ·-·--·- .... ·----··-· --· -------·--·-- ----··--------------------------····--··- ·-···-·---·· 
I 

3 . 
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HAMA LENGKAP KEPALA DESA 

tanda tarigan & Stempel Perndes 

KEPALA DESA .. (Na11e1a Desa) 

. , . 
•. -····-··------·-·· ... .!..·-····- ; . 

l KODE r­­­­­­rl ·----NA-MA ~~----~RENCAN:;- I OU'U:~T __ ~E~-{~s-;SI--·····-----+D-== 1:~~!s~IRL __ ~1__Nl !' ~ 
, ' . +' : ana; , ::un ­ ; i I URAIAN 1 :­­­­­­­,­···· · ·­·­·­­­­­· ­­­·­­­­­:­·­·­·­r·· ···-r----· ­­­1 ; Dana ! . , Bentuk i 

I REKENING i :I OUTPUT i ; iAnggarant i ,· J\nggaran [Capaian IDesa: ! Lam ! L . i 

l 'V 1 'S t ' · V 1 IS t · ' · · De sa ' I am I 
I I J o ume a uan! (RF) o urne I a uan (Rp) i (o/o) I (Rp) , (Rp) 1 (Rp) i 
,·­­··­­ ·­·­­·­­­­­­­ ­­··­­­­­­·­ ­ ­···­­··­­­­ ­­­­­·+­­· ­­­·­ ­­­­­·­··· ···· ­:­­··­­­­­ ­­­ ·­·­­ ·­­­­­­­­+­ ·­­­· ·­· ­­­­ ­­­­·· · ­·­·· ·-1· -------- ·· -- ·· t­­· ­···­­­·­·­­­·· ··-+· ·· ·--------- ·-·-r-- _j ­· ···­ ·­­·­··4­·­­ J __ ··-· ·· ·· --- , 
---r---- J ­\­­­­­­~­­­­(­­­­­­­­­­} ± ~-- s __ ; f?_ ---+--?- ; ___?_ . ­­+­­­­_3­_____ J1· _ ­­~o __ LJJ __ ! _J_~ __ --~---1} l __ .J.1 1 a b c I I : ' ! : ; i . : : 

~;3­ .. 1~­­­­­­­~f ::~;;~r~·-=~=-- -•- - .. ­:~J .. • ~=~T­_~·­• ~T­­=­­±_;_= __ T =- -~ t­~:·~t­~­­­: =--•-~~~~ - ­i­­·­­­~= 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS[ 

TAHUN ANGGARAN . 

LAMPIRAN fl 
PERATURAN DE~,A . 
NOMOR TP.HUN . 
TENTANG LAPORAl'­.J ':>ERTANGGUNGJAWABAN 
REALISASI APB DESA 
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diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan: 
a. Un tuk Kode rekening 

Bidang; 
b. Kode Rekening Sub Bidang; 

dan 
·~· Kode Rekening Kegiatan 
diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalarn APB Desa yang telah dilaksanakan. 
diisi nama output dari kegiatan 
diisi volume kegiatan yang direncanakan. 
diisi satuan volume: 
­ jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit 
­ jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M 
­ kegiatan non fisik ­ paket 
­ dll 
diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan. 
diisi volume kegiatan yang terealisasi. 
diisi satuan volume. 
diisi realisasi anggaran yang digunakan. 
diisi dengan progres prosentase capaian. 
diisi dengan jumlah penggunaan Dana Desa (DD). 
diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). 
diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari s.umber dana selain DD clan ADD. 
diisi dengan sumbangan / swadaya masyarakat clan / a tau pihak lain yang tidak berbentuk uang. 

Kolom 6 
Kolom 7 
Kolom 8 
Kolom 9 
Kolom 10 
Kolom 11 
Kolom 12 
Kolom 13 
Kolom 14 

Kolom 2 
Kolom 3 
Kolom 4 
Kolom 5 

Kolom 1 

Keterarigan: 
* Pilih salah satu 
Cara Pengisian Kolom: 
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